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Ayu Wulansari Raharningtyas Marditia, 11010115410002. Pelaksanaa n Pemberian Kompensasi atas Employee Invention oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian)(dibimbing oleh Dr. Kholis Roisah, SH. Mhum) 
Undang -undang paten telah dilakukan perubahan yang keempat pada Tahun 2016. Perubahan pada hukum paten salah satunya yaitu pengaturan mengenai pengaturan employee invention. Terdapat pembedaan subyek employee invention  menjadi Inventor yang bekerja pada perusahaan yang diatur pada Pasal 12 dan Inventor ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, diatur pada Pasal 13.Pengaturan employee invention pada Pasal 13 tentang Inventor ASN, lebih menekankan terhadap proses komersialisasi hasil invensi dari Inventor ASN oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di instansi pemerintah. Proses komersialisasi dilakukan oleh Balitbang melalui proses lisensi. Setelah suatu invensi bisa berhasil dikomersialisasi maka seorang inventor berhak mendapat kompensasi yang berasal dari royalti perjanjian lisensi.
Pelaksanaan Penelitian  ini bertujuan untuk pertama, menggali relitas dan menganalisis upaya dan  tahap-tahap Balitbang, dalam proses meng-komersialisasikan hasil invensi dan menguak kendala apa saja yang terjadi dalam proses komersialisasi. Kedua, mengukapkan realitas dan menganalisis bagaimana proses pemberian kompensasi kepada Inventor ASN yang invensinya berhasil komersial. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian menggunakan pedekatan socio legal research. Pengumumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Analisis data menggunakan model interaktif. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. 
Hasil penelitian, ditemukan bahwa setiap kemeterian memiliki metode komersialisasi terhadap invensi inventonya-nya berbeda-beda. Perbedaan dalam metode komersialisasi berefek dalam keberhasilan Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Proses komersialisasi yang dilakukan oleh Balitbang adalah proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, proses promosi, proses seleksi calon mitra, proses mediasi, proses penyusunan naskah perjanjian, proses penandatangan perjanjian lisensi, proses verifikasi, proses pembiayaan. Selanjutnya upaya melindungi hak ekonomi dari Inventor ASN, Balitbang memberikan kompensasi hasil royalti kepada Inventor ASN yang invensinya berhasil komersial.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi invensi, baik itu kendala dari pihak Balitbang maupun dari pihak Inventor ASN. Kendala yang timbul dari proses komersialisasi yang berdampak para Inventor ASN tidak bisa menerima kompensasi dari invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan.




The implementation and granting of Employee Invention Compensation by Civil Servant Officer in Government Institutions ( study of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and Ministry of Agriculture) (Advised by Dr. Kholis Roisah, SH. Mhum)
Laws of patent have been amended for the fourth time in 2016. One of the amendments of patent laws is about regulating employee invention. There is differentiation between employee invention subject who is an inventor who works in a company regulated in Article 12 and civil servant inventor, who works in government institutions, regulated in Article 13. Regulation of employee invention in Article 13 about civil servant officer inventors emphasizes more on commercialization process of invention product created by civil servant inventors by R&D Unit in government institutions. Commercialization process is performed by R&D Unit through license process. When an invention is successfully licensed, the inventor of the invention has right to get compensation from royalty of license agreement.
This study is aimed at first, examining reality and analyzing the efforts and stages of R&D in the process of commercialization invention product and identifying any problems occurring in commercialization process. The second is to reveal reality and analysis how is the process of compensation granting to civil servant inventors whose invention is commercialized. This study was conducted in Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and Ministry of Agriculture. Research method used was socio legal research. Data were collected through interview and observation. Data were analyzed using interactive model. Meanwhile, data validation was checked through determination of observation and triangulation.
From the result of the research, it is found that every ministry has their own commercialization method of the inventor’s inventions, which is different from one another. Difference in commercialization process affects the success of R&D center in commercializing an invention. Commercialization performed by R&D center is the process of intellectual property registration, promotion, prospective partner selection, mediation, agreement drafting, license agreement signing, verification, and funding. Moreover, as the effort to protect economy right of civil servant inventors, R&D center grants compensation of royalty to civil servant inventors whose invention is commercialized.
Based on the findings of this research, it can be concluded that there are some problems in invention commercialization process, either problems coming from R&D center party or from civil servant inventors. Problems occurring from commercialization process have impacted negatively on civil servant inventors in which they cannot get compensation if the invention cannot be commercialized.
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A.	Latar Belakang Masalah 
Fenomena mengenai Employee Invention sudah menjadi bagian penting bagi pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan Nasional negara Indonesia yang berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi global, pembangunan diseluruh aspek kehidupan merupakan tuntutan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan memang memegang peranan yang sangat vital. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri.​[1]​ Oleh karena itu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan   akan   teknologi,   karena   teknologi   adalah   faktor   penentu  dalam pertumbuhan dan perkembangan industri di suatu Negara. 
Peran teknologi yang begitu penting dalam industri, tidaklah mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan m 
engabaikan teknologi.​[2]​ Laju perkembangan teknologi tidak lepas perkembangan Ilmu pengetahuan. Perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia telah menjadi sedemikian pesat. 
Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya tersebut merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Hal tersebut disebabkan karena nilai kemanfaatannya cukup tinggi, sehingga nilai ekonomis menjadi tinggi. Suatu benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dann mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.​[3]​
Kebutuhan perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual awalnya datang dari negara-negara maju yang ingin melindungi hasil karya intelektualitas baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun invensi di bidang teknologi yang mereka miliki. Negara-negara maju menginginkan pemahaman dan pengakuan serta perlindungan hukum secara merata terhadap karya intelektualitas secara internasional. Oleh karena itu negara-negara maju yang kemudian menjadi pemerkarsa diadakannya perkumpulan antar negara demi membahas pengakuan dan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimulai dengan diadakannya Konvensi Paris tahun 1883, yang secara umum mengatur harmonisasi Hak Kekayaan Industri secara Internasional sehingga memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama. Setelahnya diadakan Konvensi Berne pada tahun 1886 yang mengkhususkan  pada  perlindungan  Hak  Cipta.  Konvensi  Berne  pada   saat pembentukannya dikenal sebagai Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini menjadi sebuah kepentingan yang mendesak dikarenakan revolusi industri dan proses produksi massal yang  mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi semakin dibutuhkan.
Kemudian dalam rangka mengelola dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, perserikatan Bangsa-bangsa membentuk kelembagaan internasional yang bernama World Intellectual property Organization (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stocholm.
Perjalanan pengelolaaan Hak Kekayaan Intelektual semenjak Konvensi Paris, Konvensi Bern dan dibentuknya WIPO tidak juga memadai bagi perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual terutama bagi negara-negara maju. Oleh karena itu kemudian pada tahun 1990 negar-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat menggagas terlaksananya Uruguay Round. Kanada sebagai salah satu negara anggota General Agreement on Tariff and Trade (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional, kemudian usul ini ditanggapi positif oleh GATT​[4]​dan ditindak lanjuti dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) dan di tandatangani oleh negar-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.
Pemerintah Indonesia merupakan salah satau negara yang menandatangani Agrement Establiging The World Trade Organization beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran yang selanjutnya diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agrement Establiging The World Trade Organization. Bersamaan dengan ratifikasi tersebut Indonesia sejak tanggal 2 November 1994 secar resmi menjadi anggota dari WTO yang dengan sendirinya berkewajiban mempedomani persetujuan pembentukan WTO tersebut ke dalam legislasi nasional.
Selain terbentuknya WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay yang kemudian diresmikan di Marakesh 1994 adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan HKI atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (untuk selanjutnya disebut dengan “TRIPs”). Persetujuan TRIPs ini menjadi landasan utama yang mengikat negara-negara   WTO   untuk   melindungi   HKI   secara   internasional, sehingga pengaturan HKI menjadi semakin mendunia.
Perjanjian TRIPs, terdapat 7 (tujuh) cabang hukum sebagai bagian  dari HKI, yang terdiri dari Hak Cipta (copyright), Merek (Trademark), Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout    Design    of    Integrated    Circuits),    Rahasia    Dagang  (Undisclosed Information), dan Varietas Tanaman (Plant Varieties). Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (distorsi) dan hambatan (impediment) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu  sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.​[5]​ 
Paten adalah salah satu objek penting dalam Hukum Kekayaan Intelektual. WIPO memberi definisi terhadap Paten​[6]​:
“A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”. 
Pengertian  diatas yang menjadi unsur penting dalam Paten yaitu bahwa hak Paten adalah hak yang berikan oleh pemerintah dan bersifat ekslusif. Perbuatan yang merupakan hak eklusif dari pemegang hak Paten adalah produksi dari barang yang diPatenkan, penggunaan dan penjualan dari barang tersebut dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan dari barang itu. 
Lepas dari pengertian Paten dari WIPO seperti yang di sebutkan diatas, objek yang di lindungi oleh Paten sendiri adalah hasil invensi pada bidang teknologi. Invensi adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sehingga dari situlah maka Paten peting bagi perlindungan iptek dan industri.​[7]​ Pentingnya Paten bagi IPTEK dan industri akan membawa dampak terhadap ekonomi suatu  negara.​[8]​ 
Terdapat beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan Paten, sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO dan meratifikasi Perjanjian TRIPs.
a.	Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization (selanjutnya disebut dengan “Konvensi WIPO”) melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden  No. 15 Tahun 1997.
b.	Patent Cooperation Treaty (selanjutnya disebut dengan “PCT”) melalui UU PCT yang ditandatangani di Amerika Serikat pada tahun 1970 yang di ratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997​[9]​, ini mengatur masalah kerjasama berkenaan dengan pemeriksaan Paten.Indonesia meratifikasi PCT. Melalui PCT suatu Paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat diakui dan dilindungi di negara-negara lain. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka suatu negara peserta dapat mengetahui apakah suatu Paten yang dimohonkan itu memenuhi syarat kebaruan di negara inventor tersebut.
c.	Paris Convention for the Protection of Industrial Property tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockhol (selanjutnya disebut dengan “Konvensi	Paris”) berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.
d.	Agreement Establishing the World Trade Organizations, 15 April 1994 (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan Pembentukan WTO”) melalui UU No. 7 Tahun 1994.
Pengaturan Paten Internasional memberikan pengaruh terhadap pengaturan Paten di Indonesia. Paten dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia, sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dimana Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 14 Tahun 2001 dan telah diaubah menjadi UU Nomor 13 tahun 2016. Seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya, Paten adalah bentuk properti individu yang bisa juga dimiliki, dijual, dilisensikan, dan ditranser baik oleh individu maupun oleh badan atau lembaga. 
Perlindungan Paten di Indonesia dilandasi dari alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjewatahan dari alenia tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Neara RI tahun 1945 yang menyatakan :
“Setiap orang berhak mengembangankan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demia kesejahteraan umat manusia.”
Ketentuan tersebut menjadi dasar Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agrement Establishing the world trade organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadi landasan hukum pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 yang dirubah menjadi Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan dibidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila negara memberikan perlindungan kepada (para) inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. Pencantuman pasal itu merupakan pengakuan Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten.
Hak Paten  memberi perlindungan terhadap Inventor.  Inventor adalah orang yang membuat suatu penemuan, dimana penemuan tersebut disebut invensi. Pengertian Invensi menurut Pasal ayat 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 Suatu invensi hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh inventor dapat dilakukan oleh perorangan atau dimungkinkan juga dibuat oleh beberapa orang bersama-bersama untuk melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pada hal-hal tertentu suatu penemuan atau invensi bisa lahir dari seorang atau beberapa Inventor yang terikat dalam suatu hubungan kerja.
Penemuan atau  invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor baik yang bekerja pada perusahaan atau dari sebuah hubungan dinas  disebut employee invention. Di Indonesia hubungan kerja yang karyawan atau tenaga kerja mereka aktif melakukan penelitian-penelitian dalam menemukan inovasi baru, yaitu Instansi pemerintah dan Perusahaan-perusahaan.
Pengertian Employee menurut kamus bahasa inggris memiliki arti seorang pegawai atau pekerja, sedangkan apabila artian employee dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, baik dalam maupun di luar hubungan kerja. Bila Employee dalam sistem Hukum employee invention German, yang dimaksud dengan employee atau pekerja adalah seseorang yang dipekerjakan oleh employer atau majikannya (dalam hal ini mengacu pada perusahaan) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan German, tetapi ketentuan ini tidak berlaku kepada pekerja yang memegang jabatan atau posisi dalam  perusahaan  yang  hampir  sama  dengan posisi pimpinan atau pemilik perusahaan atau yang  merupakan  perwakilan  perusahaan,  seperti  direktur ekskutif. 
Apabila kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam  bentuk lain. Tetapi arti pegawai pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai memiliki sebuatan lain yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Definisi mengenai ASN di suratkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pengertian Invention menurut kamus bahasa inggris memiliki arti hasil penemuan atau ciptaan. Bila artian Invention dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal. Sedangkan pengertian Invention Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah  yang  spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebuah invensi dalam lingkup paten harus bersifat baru (novelty) dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam  industri.
Pengertian Employee Invention, yaitu merupakan penemuan, usulan perbaikan teknis yang di buat oleh karyawan dalam pekerjaan swasta, karyawan dalam pelayanan public oleh Pegawai Negeri ataupun oleh anggota angkata bersenjata. Selain pada Negara German, Negara China juga termasuk salah satu negara yang sudah memasukkan tentang Employee Invention pada undang-undang Patennya. Employee Invention pada negara China memiliki penyebutan yang cenderung berbeda, dimana Employee Invention pada negara China disebut dengan Service Invention.  
Di Indonesia Employee Invention pengaturannya dituangkan beberapa Undang-undang Paten sebelumnya salah satunya adalah Undang-undang 14 tahun 2001 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengaturan tentang Employee Invention sendiri pada Undang-undang Paten Indonesia mengalami perubahan dengan pengaturan Employee Invention pada undang-undang paten yang lalu, yaitu adanya pembedaan subyek Employee Invention antara Karyawan perusahaan dengan  Karyawan yang memiliki status pegawai negeri. 
Pada Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pengaturan mengenai Employee Invention diatur pada dua pasal yaitu Pada Pasal 12 tentang hubungan kerja yang tercipta di Perusahaan swasta dimana para pihaknya adalah Pemilik Perusahaan dengan karyawan (Inventor) dan Pasal 13 hubungan dinas dimana para pihaknya adalah Instansi Pemerintah​[10]​ yang diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) dari instansi pemerintah tersebut dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) instansi tersebut. 
Tulisan ini akan menitikberatkan pembahasan HKI yang terkait dengan pelasanaan pemberian kompensasi terhadap hasil-hasil invensi dari instansi pemerintah. Dimana hal tersebut akan mengacu pada bunyi Pasal 13 undang-undang paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten.
Dengan adanya berbagai pertaruran perundang-undangan khusus yang mengatur terhadap penemuan paten yang dilakukan oleh Inventor dalam hubungan kerja, menunjukkan pemerintah Indonesia serius memberikan perlindungan hukum terhadap suatu invensi yang dihasilkan oleh karyawan. Hal ini disebabkan karena invensi-invensi tersebut sebenarnya memiliki kegunaan praktis dan nilai ekonomis yang menguntungkan baik bagi inventor maupun bagi negara.








Bagan 1 : Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan beberapa negara ASEAN di USPTO 2005-2014





Sumber : WIPO, 2015    
                Bagan 2 : Jumlah nilai Paten terdaftar di kantor paten masing- 
                      masing  beberapa  negara ASEAN Tahun 2015
Laporan WIPO tidak menyebutkan secara lebih terperinci dari seluruh jumlah paten terdaftar tersebut beberapa jumlah paten oleh hasil riset individu, perusahaan dan Instansi pemerintah. Tetapi riset dan teknologi diakui berperan penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Teknologi dapat menciptakan efisiensi dalam penggunaan modal dan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Korea selatan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih setengah pertumbuhannya disokong oleh peningkatan efisiensi yang dicapai melalui riset dan teknologi. Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa penemuan karyawan merupakan hal penting yang sepatutnya mendapat perhatian.
Minimnya perolehan Paten dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh penemuan karyawan dikarenakan belum adanya suatu bentuk suatu penghargaan yang layak terhadap hasil kerja keras inventor terhadap temuan mereka. Dimana karena adanya keadaan hubungan kerja yang mengakibatkan seorang inventor kehilangan hak eksploitasi seorang inventor terhadap hasil temuannya. Diperlukannya penghargaan tersebut yang diwujudkan berupa pemberian kompensasi kepada inventor dari Instansi kepada Inventor.
Kompensasi untuk Inventor dalam hubungan kerja di Indonesia sudah menjadi hal tersurat pada Pada Pasal 13 Undang-undang Paten sejak tahun No. 6 tahun 1989 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Tetapi undang-undang Paten ini masih dinilai belum mengatur secara optimal dan menyeluruh mengenai employee invention atau penemuan karyawan sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor dinilai belum cukup memadai. 
Berdasarkan uraian tersebut penulis ini akan mengungkapkan bagaimana berjalannya Pasal 13 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten ini diberlakukan dan sejauh mana undang-undang baru ini akan mengakomodir kebutuhan tentang pengaturan pemberian kompensasi terhadap inventor dalam hubungan kerja dan bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian kompensasi sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang Paten No 13 Tahun 2016. Oleh karena itu dipilih judul : Pelaksanaan Pemberian Kompensasi atas Employee Invention oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian).
B.	Perumusan Masalah
Berdasarkan  Latar belakang yang telah diuraikan bahwasanya penyusun mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut  :
1.	Bagaimana peran Pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan Perlindungan Employee Invention terhadap Inventor di Instansi Pemerintah?
2.	Bagaiamana Peran Litbang dalam proses komersialisasi Employee Invention pada Kemeterian Kelautan&Perikanan dan Kementerian Pertanian?




Penelitian tentang kajian “Pelaksanaan Pemberian Kompensasi atas Employee Invention oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian). “ merupakan kajian tentang pelaksanaa perlindungan hak terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan usaha perdagangan, maka dari  itu  penulis  mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :
1.	Untuk menggali realitas dan menggalisis bagaimana Peran dari Pemerintah melalui Direktorat Kekayaan Intelektual ikutserta dalam melindungi hak inventor PNS pada Penemuan Karyawan di Instansi Pemerintah 
2.	Untuk menggali realitas dan menggalisis bagaimana peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) selaku tempat yang berdiri untuk menaungi dan memastikan seorang penemu atau inventor untuk dapat menghasilkan inovasi dan mendapat hak perlindungan terhadap inovasinya dapat mengakomodir segala kebutuhan dari Inventor untuk bisa mengoptimalkan hak dan kewajibannya..
3.	Untuk mengungkapkan dan menganalisa bagaimana pelaksaan pemeberian kompensasi terhadap kepada Inventor di Instansi pemerintah yang inovasinya berhasil dikomersialisasikan sudah sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten.
D.	Manfaat Penelitian
Berdasar latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalah yang penulis  telah kemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk: 
1.	Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan pada umumnya mengenai pelaksanaan terhadap employee invention melalui pemeberian Kompensasi di Instansi Pemerintah. Fakta-fakta yang muncul dalam penulisan ini diharapkan  dapat  menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya konsep dan implementasi tentang pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap Hak  Kekayaan  Intelektual khususnya employee invention.
2.	Manfaat Praktis









Instrumen hukum yang mampu memberi perlindungan bagi perkembangan teknologi adalah Hukum Kekayaan Intelektual. Paten merupakan bagian dari HKI yang melindungi perkembangan teknologi. Dimana subjek yang mejadi perkembangan merupakan temuan baru (inovasi) yang di temukan oleh penemu (Inventor).
Pengaturan Paten Internasional  memberi pengaruh Pengaturan Paten di Indonesia. Paten dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia, sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dimana Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 14 Tahun 2001 dan telah diaubah menjadi UU Nomor 13 tahun 2016. Seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya, Paten adalah bentuk properti individu yang bisa juga dimiliki, dijual, dilisensikan, dan ditranser baik oleh individu maupun oleh badan/lembaga
Perlindungan Paten di Indonesia dilandasi dari alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjewatahan dari alenia tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Neara RI tahun 1945. 
Hak Paten  memberi perlindungan terhadap Inventor.  Inventor adalah orang yang membuat suatu penemuan, dimana penemuan tersebut disebut dengan invensi. Suatu Invensi hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh inventor dapat dilakukan oleh perorangan atau dimungkinkan juga dibuat oleh beberapa orang bersama-bersama untuk melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan  invensi.
 Pada hal-hal tertentu suatu penemuan atau invensi bisa lahir dari seorang atau beberapa Inventor yang terikat dalam suatu hubungan kerja, walaupun terkadang seorang atau beberapa Inventor merupakan inventor bebas tanpa terikat hubungan kerja yang disebut employee invention. Terhadap employee invention dibutuhkan suatu penghargaan terhadap Inventor yang menciptakannya. 
Penghargaan terhadap employee invention dengan berupa pemberian kompensasi kepada Inventor oleh Intansi atau perusahaan. Pada Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten, Employee Invention diatur pada 2 pasal yaitu pada Pasal 12 tentang Employee Invention yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja pada perusahaan atau pihak swasta dan Pasal 13 mengatur mengenai penemuan karyawan yang dilakukan oleh karyawan yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negara.
Pada pelaksanaan pemberian kompensasi pada Instansi Pemerintah, memiliki Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung dalam pelaksanaan pemebrian kompensasi terhadap Inventor berstatus Aparatur Negara Sipil (ASN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten. Pada PerMenKeu ini di atur mengenai besaran kompensasi yang akan diterima setiap inovasi paten yang berhasil dikomersilkan oleh instansi.
Sehingga sangat penting untuk menjalankan secara optimal dua dasar hukum perlindungan employee invention pada instansi pemerintah, karena pada instansi pemerintah merupakan tempat aktifnya penemuan selalu diciptakan, diharapkan dengan dijalankannya secara optimalnya Pasal 13 Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten  dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 bisa meningkatkan motivasi inventor pada Intansi pemerintah untuk semakin giat berkarya, sehingga hasil penemuan mereka bisa dirasakan juga oleh masyarakat.      
2.	Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti
Penjelasan mengenai definisi Employee invention atau dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai ‘invensi oleh pegawai’, dapat dilihat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana pada Pasal 12 menyebutkan; (1) Pihak yang berhak  memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan  kerja  adalah  pihak  yang  memberikan  pekerjaan  tersebut, kecuali diperjanjikan lain; (2) ketentuan tersebut  juga  berlaku  terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. Sedangkan Pada Pasal 13 disebutkan; (1) pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksudkan dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan employee invention atau invensi oleh pegawai adalah invensi yang ditemukan atau dihasilkan baik  oleh  karyawan maupun pekerja dalam suatu hubungan kerja baik pada Perusahaan (swasta) maupun Instansi Pemerintah yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya menghasilkan invensi.
Istilah paten bermula dari bahasa Latin yang berarti dibuka dan berlawanan dengan Latent yang berarti terselubung, oleh karenanya bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum.​[13]​ Dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya penemuan tersebut menjadi milik umum (public domain), pada saat inilah benar-benar terbuka. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu. 
Hak eksklusif adalah hak yang mendasari pemegang paten untuk untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut.​[14]​Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. 
Ciptaan pada Hak Paten adalah Invensi yang inventor temukan. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.​[15]​ Kompensasi berbentuk uang, artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan.
Compensation atau kompensasi atau imbalan dalam ruang lingkup employee invention merupakan hak dari karyawan karena telah menemukan sebuah invensi. Adapun Undang-Undang Paten Indonesia mengatur ketentuan mengenai kompensasi dengan baik demi menjaga hak yang seharusnya diterima oleh karyawan merupakan sejumlah yang dinilai layak. 
Besarnya imbalan atas  invensi yang dihasilkan karyawan ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (karyawan dan pemberi kerja), atau apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak maka keputusan besarnya imbalan ini akan diserahkan kepada Pengadilan  Niaga. Imbalan atau kompensasi kepada karyawan ini dapat dibayarkan:
a.	Jumlah tertentu dan sekaligus.
b.	Berdasarkan persentase.
c.	Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus.
d.	Gabungan antara persentase dan hadiah atau  bonus.
e.	Bentuk lain yang disepakati para pihak.
3.	Kerangka Teoritis
Setiap penelitian dalam rangka menyusun tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis.​[16]​ Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Kerangka teori memiliki kegunaan untuk lebih mempertajam atau mengkhsuskan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, mengembangkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi. 
Teori biasanya merupakan ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti dan memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang. Oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang, maka teori memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.
Problematika Employee Invention erat kaitannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama mengenai penghargaan terhadap kerja keras dari Inventor. Sehingga masalah yang diangkat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan Teori Utilitarian Jeremy Betham dan Jhon Sturt Mill, Reward theory dari Robert M. Sherwood dan Social Planing Theory dari  Thomas Jefferson dan William Fisher.​[17]​
Teori Utilitarian dinilai teori yang cocok untuk mengkaji permasalah ini karena salah satu tokohnya Jeremy Betham seorang ilmuwan asal Inggris yang awal pemikirannya dikenal pada awal abad ke 18, mengatakan bahwa yang baik (good) adalah yang menyenangkan (pleasurelable), dan yang buruk adalah yang menyakitkan (pain). Hal tersebut berarti Hedonisme (pencarian kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut Hedonistic Utilitarian. 
Nilai utamanya adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai Intriksik Sementara apapun yang membanti mencapai tercapainya kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena itu boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental.​[18]​
Utilitarian kemudian dikembangkan dan diperkokoh oleh John Stuart Mill filsuf dari Inggris. John Stuart Mill melakukan rancangan ulang terhadap Teori Utilitarian milik Betham yang dinilai terdapat kekurangan. Dimana kekurangaan tersebut pada dasar yang digunakan Betham untuk melakukan pengidentifikasian baik dengan kesenangan dan buruk dengan kesakitan.​[19]​ 
Apabila dilakukan penyatuan Teori Utilitarian versi Jeremy Betham dan John Stuart Mill maka bisa dirumuskan antara lain; (1) Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya, hal ini tidaklah menjadi pertimbangan. Motif manusia dinilai tidak penting karena tidak bisa diukur, berbeda dengan tindakan yang bisa diukur; (2) Dalam mengukur akibatnya-akibatnya, satusatunya yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidak bahagiaan yang dihasilkan; (3) Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya dan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan makasimal dari kesenangan di atas ketidak senangan, dimana kebahagiaan setiap orang mempertimbangkan secara sama pentingnya.​[20]​ 
Reward theory dari Robert M. Sherwood, bahwa hubungan mengenai perlindungan terhadap Inventor employee Invention mendasarkan kepada alasan ekonomi, dimana adanya pemberian reward kepada pencipta atau penemu menjadi hal yang penting. Hal ini karena si pencipta telah dengan jerih payah dengan usaha yang maksimal berdasarkan kreativitas intelektualnya telah berhasil melahirkan karya-karya atau invensi yang bermanfaat bagi pasar, maka sangat penting memberikan reward sehingga dapat mendorong pencipta untuk terus berkreasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar.​[21]​
Konsep Reward theory yaitu mengedepankan perlindunga terhadap hak ekonomi. Haka ekonomi adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu jika ia telah menciptakan dan menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut harus bersamaan dengan pemberian hak eklusif terhadap individu yang bersangkutan agar menikmati secara eklusif hasil olah pikirnya.​[22]​
Social Planing Theory dari  Thomas Jefferson dan William Fisher memiliki landasan Filosofis dari teori social planing mirip dengan teori utilitarian, dimana mereka sama-sama berawal dari teological orientatation, namun perbedaan pada pendekatan social planning Theory penyebaran visi yang dapat memenuhi keinginan dan hasrat masyarakat lebih banyak di bandingkan konsep social welfare yang dianut utilitarians. Pada teori ini perlindungan HKI memberi keseimbangan perlindungan antara kepentingan pencipta atau penemu dengan konsumen (masyarakat) yang mengggunakan karya cipta tersebut. Akses penggunaan terhadap karya intelektual bagi masyarakat tidak akan terjadi secara spontan, karenanya di buthkan peran dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan keadilan
F.	Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk  memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. ​[23]​ Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan yaitu
1.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “Socio” dalam Socio-Legal Studies mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (An Interface With A Context Within Which Law Exists).Itulah sebabnya mengapa ketika seorang penulis Socio-Legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis untuk menganalisis permasalah yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan ini sangat efektif untuk meneliti tentang Pemberian Kompensasi Employee Invention pada Inventor di Instansi Pemerintah karena sifatnya yang praktis yang mengharuskan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena dari kata penelitian sendiri yakni yaitu research yang terdiri dari dua kata yakni re dan search yang berarti pencarian kembali,​[24]​ bukan sekadar read atau hanya membaca apa yang sudah ada.
2.	Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis​[25]​ yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan akurat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan Hukum ini yaitu Pelaksanaan Pemberian Kompensasi terhadap Employee Invention, terutama terkait mengenai pemberian kompensasi tersebut sudah memenuhi hak ekonomi dari seorang penemu ataukah belum dan keharusan pemberian kompensasi tersebut disurat kan pada suatu perjanjian kerja atau suatu Employee Invention Agreement.
Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka karena  tak dapat dipungkiri bahwa studi pustaka mutlak dibutuhkan sebagai modal awal dalam melakukan penelitian. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data- data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.
3.	Jenis Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelian ini adalah data primer dan data sekunder​[26]​ dengan rincian sebagai berikut:
1.1.	Data Primer
Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dengan kata lain data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian yaitu pihak pihak terkait dalam Pelaksanaan Kompensasi Terhadap Employee Invention. Adapun dalam memperolehnya menurut Burhan Ashshofa​[27]​, dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  dengan  observasi  dan  dengan wawancara. Penulis lebih memilih menggunakan wawancara karena  berbeda dengan observasi yang hanya bersifat pengamatan, dengan wawancara hal yang sebelumnya tidak bisa didapatkan hanya dengan mengamati bisa didapatkan.
 Dalam melakukan wawancara juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni apa yang ingin diketahui, tujuan penelitian, dan waktu dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu untuk mempermudah penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara yang dilakukan dengan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain ketika wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang maupun yang berkepentingan dalam hal Pelaksanaan Kompensasi Terhadap Employee Invention antara lain:
1.	Ditjen Kekayaan Intelektual (2 orang)
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2 orang)
3.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (1 orang)
3.2.	Data Sekunder
Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Menurut Burhan Ashshofa​[28]​ data Sekunder memiliki arti penting sebagai berikut :
a.	Untuk mencari data awal atau informasi
b.	Untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum
c.	Untuk mendapat batasan atau definisi atau arti dari suatu istilah
Menurut Burhan Ashshofa, data sekunder ini dapat dikelompokkan menurut kekuatan mengikat dari isinya, yakni:
a.	 Bahan Primer, ialah bahan yang mengikat isinya karena dikeluarkan oleh pemerintah baik itu instrumen hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi. Untuk bahan Primer yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah :
1)	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Paten.
2)	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentnag Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
3)	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang    Pengesahan Paris Convention for Protection of Industrial  Property.
4)	Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana
5)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
6)	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.38/Permen-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan
7)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemeterian Pertanian
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pemberian kompensasi employee invention dan Hak Kekayaan Intelektual  (HKI).
4.	Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan dua instrumen, yaitu:
4.1.	Data Primer
Pembatasan data primer dan fokus pada permasalahan penelitian, dikumpulkan dengan metode sampel atas tunjuk (purpossive sampling) yaitu penunjukan langsung dengan anggapan subjek penelitian yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.​[29]​ Hal ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil wawancara dengan para narasumber sebagaimana dimuat dalam tabel berikut. 
Tabel 1
No.	Nama Informan	Pendapat Informan/Narasumber
1	Ibu Sonya Pau Adu S.H. (Seksi Fasilitas Banding Ditjen HKI) dan Ibu Baby Mariaty S.H.M.H. (Kasi Perimbangan Hukum &Litigasi Ditjen HKI)	Bahwa undang-undang Paten No.14 Tahun 2001 dinilai sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan perkembangan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual paten saat ini dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hak paten. Dari permasalah tersebut maka dikeluarkannya Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten menggantikan No.14 Tahun 2001.Pada Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten disini salah satu kebaharua adalah diaturnya tentang Employee Invention secara lebih lengkap. Dimana adanya pemisahan subyek Employee Invention antara inventor yang mengadipkan diri pada pihak perusahaan tercantum papa Pasal 12 dan Inventor yang memilki hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah yang tersurat pada Pasal 13.Bunyi Pasal 13 Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten diharapkan menjadi landasan hukum bekerja Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
2	Bpk. Achmad Irfansyah,S.H. (Sekertaris Sentra HKI Kemeterian Kelautan  dan Perikanan) dan Bpk. Ari Setiawan ( Kepala Sub. Hub & Organisasi Sentra HKI Kemeterian Kelautan  dan Perikanan) 	Saat ini pada Sentra HKI Kemeterian Kelautan dan Perikanan sudah berhasil menghasilkan dan memiliki Hak Paten sejumlah 72 PatenTapi pada Sentra HKI Kemeterian Kelautan dan Perikanan memiliki kendala dalam menjalan pengaturan Kompensasi sesuai dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.38/Permen-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan PerikananKendala tersebut terletak pada usaha men-komersialisasi hasil paten dari para Inventor 
3	Ibu Istriningsih, SP.,MP.,M.Sc. (Seksi Pelayanan Alih Teknologi Balitbang Kementerian Pertanian)	Saat ini pada Balitbang Kementerian Pertanian sudah berhasil menghasilkan dan memiliki Hak Paten sejumlah 170 PatenPada saat ini Balitbang Kementerian Pertanian untuk saat ini sudah mampu menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten, karena sudah  lebih dari 100 lisensi paten yang dimiliki oleh Balitbang Kementerian PertanianBahwa pada  Balitbang Kementerian Pertanian terdapat perbedaan terhadap penggunaan hasil royalti sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti PatenWalaupun Balitbang Kementerian Pertanian merupakan Instansi Pemerintah yang berhasil mengkomersialkan hasil invensi inventor mereka,  Balitbang Kementerian Pertanian tetap memiliki kendala dalam pengoptimalan pengkomersialkan suatu Invensi.

4.2.	Data Sekunder
Data sekunder dikumpulkan dengan dua cara, yaitu:
a.	Studi pustaka yaitu dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. 
b.	Studi dokumentasi yaitu dengan mangkaji dokumen resmi institusional yang berupa surat keputusan, surat edaran dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
5.	Metode Analisis, Interpretasi dan Validitas Data
a.	Teknik Analisis Data
Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis model Strauss dan Corbin​[30]​ yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada di lapangan berupa (1) open coding, (2) axial coding, (3) selective coding. Selain itu juga mengikuti model interaktif XE "interaktif"  sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman dimana peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komprehensif​[31]​ sebagaimana ditunjukkan pada bagan 2 berikut. 






                  Ragaan 2: Komponen dalam analisis data (interactive model)
b.	Teknik Interpretasi Data
Interpretasi adalah upaya peneliti untuk memaknakan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis.​[33]​ Siklus polibios yang menandai alur kegiatan data emik penelitian ini terhenti manakala dilakukan interpretasi etik karena didekati dengan jalan mengedepankan data secara non-struktural dalam arti menyusun katagoris logis tanpa memperdulikan struktur XE "struktur"  yang ada dalam bahasa perorangan (kesimpulan emik) untuk kemudian membangun interpretasi-interpretasi teoritik.​[34]​
c.	Teknik Validitas Data
Keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kriteria “derajat kepercayaan” atau “credibility” dengan teknik pemeriksaan keabsahan “ketekunan pengamatan XE "pengamatan" ” dan “triangulasi”.​[35]​ Melalui teknik ketekunan pengamatan maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan dan menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut melalui observasi XE "observasi"  lebih mendalam. Sedangkan teknik pemeriksaan triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
Hal ini dapat dicapai dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara XE "wawancara" ; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.​[36]​
G.	Originalitas Penelitian





Nama Penelitian	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan Penelitian
Yayuk WhindariUniversitas Diponegoro 2014	Politik Hukum Perlindungan Employee Invention dalam Paten (Studi perbadingan Indonesia dan Korea Selatan)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum mengenai employee invention di Indonesia dan Korea  Selatan.Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana sebaiknya perlindungan hukum terhadap employee invention di Indonesia.Dari hasil penelitian ini penulis tersebut berkesimpulan bahwa perlindungan Employee Invention  masihlah sangat luas, bila di bandingkan deng pengaturan mengenai Employee Invention  yang dilksanakan pada negara Korea Selatang, sehingga pengaturan yang luas dari undang-undang Paten Indonesia mengenai Employee Invention memberi dampak yang buruk bagi perkembangan teknologi bagi Indonesia yang masih terhitung tertinggal dengan negara asia lainnya.	Pada penelitian yang akan dilakukan, fokus penelitian adalah terletak pada status kepemilikan yang diatur pada Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan Pelaksanaan pemberian kompensasi.Kajian akan membahas tentang landasan filosofi yang digunakan Indonesia untuk membuatperaturan mengenai Employee Invention dan bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi pada Universitas, Instansi Pemerintah dan Perusahaan di Indonesia.Penelitian terdahulu akan dijadikan pedoman dalam pembahasan mengenai Employee Invention  dari sudut yuridis dan politik hukum.



















Penulis akan menjelaskan sistematika penulisan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian dan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian (Menguraikan tentang: Desain Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpul Data, dan Analisis Data) serta Sistematika Penulisan.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan penulis, yang meliputi:
A.	Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
1.1.	 Istilah, pengertian dan Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual
1.2.	Sejarah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1.3.	Falsafah Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1.4.	Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
B.	Tinjauan Umum Tentang Employe Invention
2.1. Pengertian dan Jenis Invensi
2.2. Istilah dan Pengertian Paten
2.3. Prinsip-prinsip Dasar Paten
2.4. Ruang Lingkup Paten
2.5. Persyaratan Permohononan Paten (Syarat Patentabilitas)
2.6. Pengalihan Teknologi dalam Paten
C.	Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil
3.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
3.2. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil
3.3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
3.4. Hak –hak Pegawai Negeri Sipil
D.	Tinjauan Umum Tentang Kompensasi
4.1. Pengertian Kompensasi
4.2. Filosofi Kompensasi
4.3. Tujuan dan Fungsi Kompensasi
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi analisis dan pembahasan terhadap bahan penelitian yang merupakan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.
BAB IV : Penutup




A.	Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
1.1.	 Istilah, pengertian dan Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual
Peristilahan hukum yang dahulu dikenal dengan Istilah Hak milik intelektual sebagai terjemahan dari Intellectual property right, karena pada awalnya merupakan hak  yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan  manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.​[37]​
Perkembangannya penggunaan istilah semakin tergeser dengan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual tersebut secara resmi dipakai dalam kalangan birokrat sebagaimana dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang terhubung dengan hak tersebut. Hal itu tertuang dalam keputusan menteri hukum dan Perundang-undangan RI nomor 03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim HKI.​[38]​ Alasan perubahan, antara lain menyesuaikan dengan kaidah bahasa indonesia. Namun perkembangan terakhir pada 22 April 2015 Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Pasal 4 diatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nama yang semula Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain yang mana mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata ‘hak’ dalam nama institusinya. Sedangkan mengenai pengertian HKI sendiri, menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 
Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat digangu-gugat. Contohnya : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.​[39]​
Konsep dasar HKI sesuai dengan konsep hukum perdata sebagai mana dikutip Mahadi menjelaskan bahwa secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata adalah sebagai berikut : Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Mahadi menguraikan rumusan Pasal tersebut yaitu yang dapat menjadi obyek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda imateriil. HKI termasuk dalam hak-hak yang disebutkan Pasal 499 KUHPerdata, sebab Hak Kekayaan intelektual sebagai obyek pemilikan dikonstruksikan sebagai “benda tak terwujud” atau “ benda tak bertubuh” yang dihasilkan dari benak manusia. Meskipun demikian obyek pemilikan tersebut diabstraksikan sebagai semacam “benda bergerak” yang dapat dipindahtangannkan dengan mudah. Hak kekayaan intelektual termasuk kategori hak kebendaan atas suatu benda dan mengacu pada jenis-jenis pemilik perseorangan (personal Property) yang bersifat tak bersifat tak berwujud.​[40]​  
HKI adalah suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra, sehingga  hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang memepunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemenang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.​[41]​





Hasil	Karya Seni, ilmu pengetahuan dan temuan teknologi
Kandungan nilai	Nilai ekonomi dan moral
konsekuensi	Hak Kekayaan
Konstruksi	Benda bergerak tak berwujud
Kandungan Hak	Hak eksklusif dan hak monopoli
Jenis	Hak cipta dan hak kekayaan industri.
Berdasar tabel diatas dapat diketahui bagaimana mekanisme berlakunya, dimana hasil pemikiran tersebut harus berbentuk nyata dan berwujud yang memiliki originalitas dan merupakan hal baru atau memiliki novelty baik sebagai ciptaan satra dan seni serta ilmu pengetahuan atau di bidang industri. Hasil penemuan tersebut akan memiliki nilai ekonomi dan moral bagi penemunya yang menimbulkan hak kekayaan. Hak kekayaan dapat dipindah tangankan sehingga termasuk sebagai benda bergerak tak berwujud. Hak kekayaan tersebut meliputi hak eksklusif dan monopoli. 
1.2.	Sejarah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Sejarah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimulai di benua Eropa dan pada awal karya intelektual pertama yang mendapat perlindungan adalah bentuk karya tulisan. Pada abad pertengahan masih maraknya masarakat atau publik yang dengan sesuka hati memperbanyak ciptaan orang lain dan memperjual belikannya. Fenomena ini kemudian melahirkan tentang teori Hak Milk percetakan (Verlagseigentumslehre). Hak milik percetakan ini maksudnya adalah hak yang dimiliki oleh percetakan atau penerbit untuk memperbanyak suatu karya cipta. Pada masa itu yang berhak memberikan hak suatu karya cipta adalah seorang raja atau penguasa.​[43]​
Pada tahun 1445 dimulailah era hak milik percetakan ini karena pada tahun tersebut ditemukan cetakan buku di Gutenberg Jerman dan Kupfertich serta seni pahat kayu. Dari sinilah kemudian muncul adanya larangan untuk mencetak ulang suatu buku kecuali mendapat izizn untuk melakukan cetak ulang. Hak milk percetakan ini pertama kali dilakukan di kota Venesia (Italia) kepada Johan von Speyer pada tahun 1469 untuk jangka waktu tahun 5 tahun.​[44]​
Di beberapa negara lainnya, misalnya Inggris adalah negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta yang pertama kali di Dunia yaitu Act 0f 1709 yang dikeluarkan pada masa kerajaan Ratu Anne. Menurut undang-undang ini, sipencipta mempunyai hak penuh dan terbatas untuk memperbanyak ciptaannya selama jangka waktu 14 tahun dan dapat diperpanjang apabila si pencipta masih hidup. Sejak tahun 1959 kemudian undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Cipta selam 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Sementara di Perancis, pada era revolusi Perancis lebih tepatnya pada tahun 1971 dikeluarkanlah undang-undang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan “propriete litteraire et astistique”. Pada Tahun 1973 dikeluarkan lagi undang-undang mengenai perlindungan atas hak milik pencipta atas karya kesusteraan, musik dan seni. Menurut ketentuan ini, jangka waktu perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup si pencipta dan 10 tahun setelah si pencipta meninggal.
Di Indonesia secara historis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah ada semenjak tahun 1844 yang dikenal oleh Belanda melalui undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada masa lalu itu Indonesia masih merupakan negara jajahan Belanda, sehingga sejarah perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari sejarah perundang-undangan Hak Kekayaan Intelktual milik Belanda.
Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945​[45]​, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman penjajahan dan yang berlaku sampai saat itu dinyatakan masih berlaku sepanjang peraturan tersebut belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan UUD 1945. Berdasarkan peraturan peralihan ini kemudian aturan hukum yang lama yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda masih berlaku di Indonesia meskipun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai akhirnya dibuat undang-undang yang baru mengenai hal tersebut. Berikut uraian sejarah peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Dalam hal ini hukum hak cipta, peraturan perundang-undangan pertama mengenai hakcipta adalah Auteurswer 1912 yang berasal dari Belanda Undang-undang peninggalan Belanda ini terus berlaku hingga akhirnya Indonesia memiliki Undang-undang Hak Cipta pertamnya sendiri pada tahun 1982 yaitu Undang-Undang Hak Cipta ini diperbaruhi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diganti kembali setelah 12 tahun menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Pada tahun 1997 terjadi gelombang perubahan undang-undang yaitu Hak Cipta, Paten dan Merek dalam rangka reformasi hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dari dunia internasional. 
Kemudian pada tanggal 11 Juli 2002 Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menyetujui Undang-undang Hak Cipta baru yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 terakhir pada tahun 2014 undang-undang hak cipta ini diganti dengan Undang-undang No 28 Tahun 2014 karena undang-undang yang lama dinilai telah tidak sesuai dengan prkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta.
Selain itu terdapat dua Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang telah diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Adapula Peraturan Pemrintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian dan Pengembangan. Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai operasionalisasi ketentuan mengenai lisensi wajib (cumpulsory licensing) di bidang Hak Cipta.
Adapula Keputusan Presiden Nomo 17 Tahun 1988 tentang Ratifikasi Persetujuan Indonesia dengan Masyarakat Eropa mengenai Perlindungan Rekaman Suara, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun1989 tentang Ratifakasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Australia Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Inggris mengenai Perjanjian Perlindungan Hak Cipta. Perjanjian-perjanjian tersebut diatas diadakan karena pada dekade tahun 1960-an sempat ada pernyataan tidak aktif dalam Konvensi Bern, namun Indonesia kembali menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997.
Dalam bidang Hukum Paten adanya Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. Is 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten menjadi  tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Namun Undang-undang tentang Paten yang petama baru dikeluarkan pada tahun 1989 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang-Nomor 6 Tahun 1986 ini kemudian diperbaruhi dengan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1997, pada tahun 2001 dilakukan kembali pembahuruan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 dan terakhir diganti lagi menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-undang pertama yang lahir di Indonesia berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah Undang-undang Nomor 21 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan pada atanggal 11 Oktober 1961. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 menjadikan Reglement Industriele Eigondom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkannya dan diberlakukannya 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 yang menggantikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, dilakukan lagi penyempurnaan pada Undang-undang Merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14b Tahun 1997. Terakhir Undang-undang Merek disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan masih berlaku hingga saat ini sebagai sumber hukum tuntunan yang berkaitan dengan Hukum Merek.
Selain Undang-undang tersebut diatas, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993tentang Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek. Peraturan-peraturan perundang-undang diatas hingga saat ini merupakan sumber hukum utama bagi Hak Kkeyaan Intelektual khususnya di bidang Hukum Merek.
Sejak tahun 1961 sampai dengan 1999, Indonesia hanya mempunyai Undang-undang di tiga bidang hukum kekayaan intelektual, yaitu Paten, Hka Cipta dan Hukum Merek. Bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lainnya, yaitu Desain Industri, Varietas Tanaman, Rhasia Dagang dan Desain Tata Letak Industri, baru mulai diatur dalam pertauran Perundang-undangan pada tahun 2000. Pemerintah berturut-turut di tahun 2000 mengundangkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-  Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit  Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Disamping peraturan Perundang-undangan diatas Indonesia juga tunduk pada peraturan internasional di bidang hak kekayaan intelektual, karena Indonesia sudah menjadi bagian dari anggota WTO dan meratifikasi peraturan peraturan dari WTO, diantaranya adalah persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs mengharuskan negara-negara anggota untuk meratifikasi dan menyelanggaran ketentuan yang terdapat dalam TRIPs kedalam hukum nasional. Ketentuan tersebutlah yang kemudian merubah undang-undang bidang HKI di Indonesia pada saat itu yaitu Undang-Undang Paten,Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Merek.
Selain TRIP’s pemerintah Indonesia juga meratifikasi beberapa persetujuan internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:​[46]​
a.	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
b.	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty and Regulation under PCT
c.	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty.
d.	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work
e.	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.
1.3.	Falsafah Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Landasan falsafah Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah pemikiran John Locke. Pertama kali memikirkan konstruksi bagi kepemilikan perorangan atas benda. Locke sudah kepalang terkenal terutama dalam wacana akademik hukum di Indonesia sebagai penggagas sistem monarki konstitusional dan gagasan-gagasan penting lain di seputar sistem politik dan ketatanegaraan. Penekanan Locke yang sangat besar kepada hak individual atas benda luput dari perhatian orang. Locke memandang hak manusia atas kehidupannya, kebebasannya, dan kepemilikannya atas harta benda sebagai esensi dari tercapainya kedamaian dan kesejahteraan. Minat Locke terbentang dari masalah-masalah moral sampai dengan ekonomi atau kesejahteraan manusia. Titik berat diletakkan pada gagasan-gagasan Locke yang kemudian berpengaruh kepada upaya manusia mewujudkan kesejahteraannya.​[47]​ 
Dalam Risalah Kedua Locke juga secara khusus membahas mengenai Benda (Property) dalam satu bab tersendiri. Locke mengawalinya dengan mempertanyakan: Atas dasar apakah seseorang dapat mengklaim kepemilikan atas sebagian bumi ini, ketika menurut Kitab Suci, Tuhan memberikan bumi ini kepada seluruh manusia? Menurutnya, setiap orang memiliki dirinya sendiri dan oleh karena itu memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan objek yang dikerjakannya—dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu. Teori ini dikenal dengan “teori kepemilikan atas dasar kerja” (labor theory of property).​[48]​
Pendapat John Locke ini di dukung oleh Claude Frédéric Bastiat yang menerangkan bahwa pada intinya yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek adalah nilai objek tersebut.​[49]​ Artinya ketika seseorang bekerja atas objek, seorang tersebut dalam upaya bekerja terhadap nilai dari benda tersebut. Sehingga kepemilikan atas benda didasarkan pada  upaya yang dikerjakan seseorang dalam meningkatkan nilai dari objek tersebut.
Oliver Wendell Holmes menambahkan pendapat diatas dengan menjelaskan bahwa benda memiliki dua aspek fundamental yakni penguasaan dan hak. Sehingga berdasar pendapat oliver ini maka seorang yang melakukan kerja terhadap objek tertentu untuk meningkatkan nilai objeknya berhak untuk memiliki benda tersebut sehingga memiliki penguasaan terhadap benda dimaksud.​[50]​
Pendapat oliver ini di dukung oleh Benjamin Tucker yang menjelaskan bahwa pengusaan seseorang terhadap benda miliknya akan menghasilkan pemakaian eksklusif baginya sehingga dapat membatasi pihak lain diluar dirinya untuk menggunakan.​[51]​ William Blackstone sependapat dengan Benjamin Tucker yang berpandangan bahwa pemakaian eksklusif di tujukan sebagai upaya pemilik untuk mempertahankan kepemilikannya dari serangan fisik tanpa ijin dari pemiliknya.​[52]​ Ditambahkan pula oleh David Hume yang berpandangan bahwa upaya pemilik untuk mempertahankan kepemilikanya didasari oleh hukum dan kebiasaan masyarakat.​[53]​
Berdasar penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar falsafah perlindungan rahasia dagang adalah apabila seseorang bekerja atas suatu objek maka kepemilikan atas objek dan nilai dibalik objek tersebut melekat pada objek yang telah dilakukan pekerjaan tersebut, sehingga kepemilikan tersebut melahirkanya 2 aspek fundamenta yakni pengusaan, yang terwujud dalam rupa pemakaian eksklusif dari pemiiknya sehingga dapat melarang pihak diluar dirinya menggunakan objek tersebut tanpa seijin pemilik dan hak yang membuat pemilik dapat mempertahankan kepemilikan terhadap serangan fisik terhadap objek kepemilikanya tersebut tanpa seijin pemilik, dimana hak mempertahankan kepemilikan tersebut didasari oleh hukum dan kebiasaan masyarakat.
Prinsip utama Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Pandangan  demikian terus didukung dan dianut banyak sarjana, seperti Locke sebagaimana disebut diatas.  
Pada tingkatan paling tinggi dalam kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manuasia akan penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan maka hukum pun menjamin tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat, sebagai cara untuk menyeimbangkan hal tersebut maka sistem hak kekayaan intelektual menganut dasar-dasar prinsip sebagaimana berikut​[54]​:
a.	Prinsip Ekonomi (the economic argument), yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Dengan demikian, hak kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikanya seorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan tecnical fee.
b.	Prinsip Keadilan (the principle of natural justice), yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya.Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut sebagai hak. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatau (commission)  atau tidak melakukan sesuatu (ommission) suatu perbuatan.
c.	Prinsip Kebudayaan (the cultural argument), yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.
d.	Prinsip Sosial (the social argument), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.  Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.
1.4.	Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan Intelek tual merupakan suatu hak yang muncul dari hasil kemampuan intelektual manusia, namun Hak Kekayaan Intelektual tersebut baru muncul apabila kemampuan intelektualnya telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar,dibaca atau digunakan secara praktis.
Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual tersebut dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengekploitasi kekayaan tadi dengan aman. Rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. 
Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu mendapatkan perlindungan hukum yang mendapat perlindungan hukum yang memadai, yaitu:​[55]​
a.	Hak yang memberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas kerberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatif. Oleh karena itu sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan hak eklusif untuk mengekploitasiHKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya.
b.	Sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh adalah paten terbuka, dimana penemunya wajib menguraikna penemuannya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Oleh karena itu merupakan salah suatu hal yang wajar apabila kepadainventornya diberikan hak eklusif untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan ekploitasi atas penemuanmya tersebut
c.	HKI merupakan hasil ciptaann atau penemuan yang bersifat rintisan, maksudnya rintisan adalah pihak lain dimungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan tersebut. Oleh karena itu penemuan-penemuan mendasarpun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim Hukum Paten.
Perlindunga terhadap HKI akan memeberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sebagai berikut:​[56]​ 
a.	Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
b.	Pemberian perlindungan hukum terhadap[ HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
c.	Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan pencipta suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing serta memperlancar perdagangan internasional. 
Dasar pemikian diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia.​[57]​ Menurut sistem hukum sipil, manusia memiliki hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia memilikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atasproduk yang materiil dan imateriil yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.​[58]​
Sebagai landasan filosofis yuridism di Indonesia hal tersebut secara implisit tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dimaksud adalah “..untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.​[59]​
Pengakuan universal terhadap perlindungan HKI juga diatur dalam Pasal 27 Declaration of Human Right, 10 Desember 1948, yaitu:​[60]​
a.	Everyone has the right freely to prticipate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
b.	Everyone has the right to protection of the moral and material  interest resulting from any scientific,  literary or  artistic production of which he is the author.
Pentingnya pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi Hak Kekayaan Intelektual didasari oleh beberapa prinsip. Beberapa ahli memberikan teori mengenai prinsip-prinsip yang mendasari pentinganya perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Robert.M.Sherwood, ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI, yaitu:​[61]​
a.	Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya  kreatifnya  dalam menemukan/mencipta karya-karya intelektual  tersebut.
b.	Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya  tersebut.
c.	 Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi   para  penemu/pencipta  atau  pendesain  tersebut.   Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya.
d.	Risk theory, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak berhati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak  sedikit.
e.	Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa  perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan  ekonomi,  dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang  efektif.
Sedangkan Anthony D’Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut:​[62]​
a.	Prospect Theory
Teori ini merupakan teori perlindungan HKI di bidang paten. Teori  ini maksudnya dalam hal seorang penemu menemukan sebuah penemuan yang sekilas tidak begitu  bermanfaat,  namun  kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu penemuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif. Adapun penemu pertama berdasarkan teori ini berhak mendapat perlindungan  hukum  atas  temuan  yang  pertama  kali. Perlindungan hukum yang diberikan ini berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama  kali.
b.	Trade Secret Avoidance Theory
Menurut teori ini apabila perlindungan terhadap paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam ‘menyembunyikan’ penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan Hak Paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efesien.
c.	Rent Dissipation Theory
Teori ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan tersebut. Menurut teori ini, suatu penemuan dapat diberikan hak paten  bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara komersial lebih  berguna.
Teori-teori dan prinsip-prinsip perlindungan HKI oleh beberapa ahli  tersebut  di  atas   merupakan   teori-teori  dan  prinsip-prinsip    yang menggambarkan alasan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual diberikan perlindungan yang optimal. Perlindungan yang optimal tersebut selain merupakan hak bagi si penemu atau inventor juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara demi memberikan  rasa  aman  kepada pemilik Hak untuk mengeksploitasi hasil karya intelektualnya. Rasa aman ini kemudian secara tidak langsung akan lebih menumbuhkembangkan rasa ingin berkarya lebih lagi dan pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomi secara  makro.
B.	Tinjauan Umum Tentang Employe Invention
2.1. Pengertian dan Jenis Invensi
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangembangan produk atau proses. Invesi dapat didaftarkan agar mendapat paten.​[63]​ 
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan atau kebutuhan​[64]​. Produk dapat berupa barang fisik, jasa,pengalaman,orang, tempat, properti dan ide atau gagasan. Agar dapat dikenal dengan baik, produk harus memeliki diferensiasi.
Berdasarkan dengan pengertian diatas maka produk invensi adalah ide inventor yang digunakan untuk memecahkan masalah spesifik di bidang taknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan baik yang dipatenkan ataupun tidak. Pertimbangan tertentu dapat menyebabkan orang tidak memantenkan invensinya.
Invensi dalam terlahirnya bisa digolobongkan menjadi 2 (dua) yaitu invensi yang lahir dari inventor yang bekerja secara individu dan inventor yang berkerja secara kelompok. Inventor yang bekerja secara kelompok terdiri dari lebih dari satu orang yang membuat kesepakatan untuk membuat suatu penemuan, dan inventor kelompok tersebut merupakan peneliti yang terikat status hubungan kerja.
Pada inventor kelompok berdasarkan hubungan kerja juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:  invensi yang dihasilkan oleh dosen dari suatu perguruan tinggi, Pegawai dari sebuah instansi pemerintah, atau Karyawan dari sebuah Perusahaan. Invensi yang lahir dari para inventor dalam hubungan kerja tersebut yang akan kita sebuat dengan employee invention. Tetapi pada penulisan ini akan lebih berbicara mengenai inventor dari sebuah instansi pemerintah.
2.2. Istilah dan Pengertian Paten
Sejarah awal perkembangan  Paten sebenarnya lebih ditunjukkan sebagai insentif bagi kerajaan untuk menarik para ahli luar negeri. Para ahli tersebut akan diberikan hak paten sehingga diharapkan mereka akan menetap di negara atau dikerajaan yang mengundangnya. Para ahli tersebut juga diharapkan akan mengajarkan keahlian yang dimilikinya tesebut dinegara yang menguindangnya. Jadi pada masa itu Hak Paten dapat dikatan merupakan “ izin menetap atan bertempat tinggal” di suatu negara bukan dianggap sebagai suatu pendapatan seperti yang berlangsung pada masa sekarang.​[65]​
Istilah Paten yang digunakan sekarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan istilah yang menggantikan istilah Octrooi yang berasal dari dari bahasa Belanda. Istilah Octrooi ini berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata Auctor atau Auctorizare yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan atau invensi yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Terbukanya informasi mengenai penemuan paten disini maksudnya tentu saja setelah habis masa perlindungan paten yang diberikan oleh Negara. Namun istilah Paten yang kita kenal dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini merupakan terjemahan dari bahas Bahasa Inggris dari “Patent”.
Menutur undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dimaksud dengan Paten adalah  hak eklusif yangdiberikan oleh negara kep[ada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksankan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi berdasarkan Undang-undang Paten adalah inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifikasi di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan [engembangan produk atau proses.
Adapun masih menurut Undang-undang Paten yang dimaksud dengan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ddalam kegiatan yang mengahsilkan invensi. Seorang inventor tidak secara otomatis merupakan pemegang hak paten meskipun inventor tersebutlah yang menghasilkan invensi tersebut. Undang-undang Paten memeberikan definisi tersendiri mengenai Pemegang Paten yaitu inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak paten tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang mendaftarakan dalam Daftar Umum Paten. 
2.3. Prinsip-prinsip Dasar Paten
Diatas sebelumnya telah dijelaskan bahawa paten yang merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual merupkan bagian dari rezim hukum yang melindung kreatifitas seorang dalam melahirkan suatu karya dalam hal ini karya tersebut berupa invensi, yaitu suatu penemuan baru di bidang teknologi. Seorang atau pihak yang telah menemukan teknologi tersebut kemudian diberikan hak eklusif untuk menggunakan temuannya dan mendapatkan perlindungan dari peyalahgunaan dalam pemanfaatannya oleh pihak lain.
Adapun prinsip-prinsip dasar paten adalah sebagai berikut:
a.	Paten merupkan hak eklusif 
Hak eklusi yang dimaksud diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang sedangkan paten sederhana mendapat hak eklusif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang
b.	Paten diberikan berdasarkan permintaan
Tanpa adanya pengajuan permintaan paten oleh inventor maka negara tidak secar otomatis memberikan hak perlindungan paten tersebut kepadanya. Hal ini dapat juga dikatan sebagai teori first o file yaitu siapa yang lebih dulu mendaftarakan patennya maka iya yang dianggap sebagai penemuannya atau inventornya.​[66]​
c.	Paten diberikan untuk suatu penemuan
Setiap permintaan paten hanya untuk satu peenemuan, atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dapat dimintakan lebih dari satu paten.
d.	Penemuan paten mengandung kebahariuan (novelty), langkah inventif, dan dapat di terapkan dalam dunia industri. Penemuan tersebut dapat berupa produk atau proses.
e.	Paten dapat dialihkan
Hak paten juga dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara yaitu:
1)	Pewarisan, hibah, wasiat
2)	Perjanjian yang hrus dibuat dalam bentuk akta notaris
3)	Pengalihan karena sebab-sebab lain yang ditentukan undang-undang 
4)	Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum 
Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan. Selain itu paten juga dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan yang telah ditentukan.
f.	Paten yang berkaitan dengan ketentuan umum dan kepentingan nasional
Paten yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional perlu mendapat perhatian dan pengaturan khusus sperti yang disebutkan dan dijelaskan dalam Undang-undang Paten
2.4. Ruang Lingkup Paten
Cakupan paten sendiri berdasarkan pendapat dan teori di atas adalah hak atas segala bentuk invensi dalam bidang teknologi yang dimintakan perlindungannya. Secara lebih jelas dapat disebutkan sebagai Hak Tak Berwujud (Intangible) dalam bidang teknologi yang merupakan hasil ide pemikiran yang kompleks, karena tidak diduga sebelumnya. Bentuk konkrit mengenai batasan cakupan/skop perlindungan  untuk  hak  tersebut  dan  dalam  hal  apa  ia  dapat  dilindungi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.
 Pertama, sudut pandang wilayah hukum/perlindungannya, karena Paten bersifat teritorial.​[67]​ Hal tersebut memberi penafsiran bahwa perlindungan paten itu memiliki suatu batasan dan menjadikannya terbatas.  Dalam kutipan berbahasa  Inggris oleh  Caroline Wilson disebutkan: “a patent is a territorial right, so it necessary to apply for a patent in each jurisdiction for which protection is desired”.​[68]​ Kutipan ini menandakan bahwa keberadaan paten sebagai suatu hak territorial dalam suatu yurisdiksi hukum tergantung pada di mana paten tersebut membutuhkan suatu perlindungan.
Keberadaan paten dalam suatu wilayah negara ini tentu akan menjadikan paten sebagai antisipasi tersendiri bagi pengusaha untuk kehidupan industrinya di suatu negara di mana invensi itu berada. Sepanjang tidak ditemukannya suatu invensi yang sama yang mungkin terdaftar di luar negaranya, sangat dimungkinkan invensi tersebut akan memenuhi salah satu unsur untuk memperoleh paten.
Kedua, dari sudut pandang obyek. Persoalan objek ini selalu berbicara mengenai letak keberadaan hak paten tersebut dalam suatu invensi. Rahmi Jened Parinduri Nasution menyatakan dalam bukunya, bahwa skop perlindungan paten ini didasarkan pada klaim.​[69]​ Penjelasan antara klaim dan skop perlindungan paten ini coba bisa kita lihat dari sebuah ilustrasi yang dituliskan oleh beliau, bahwa:
a.	Sebuah invensi yang diajukan paten terdiri atas beberapa klaim
b.	Klaim tersebut masing-masing mempunyai informasi rinci deskripsi dari klaim tersebut.
c.	Rincian informasi yang diungkapkan bersamaan dokumen permohonan akan mengidentifikasi klaim itu sendiri dan membatasi cakupan invensi tersebut.
Ilustrasi di atas apabila dicontohkan akan menjadi seperti berikut; semisal ada perubahan bentuk mesin dengan sistem kerja lebih sederhana dan memecahkan masalah keterbatasan tenaga yang dihasilkan mesin sebelumnya. Berdasarkan deskripsi tentang model mesin, perubahan dalam skala dan teknis kerja mesin, hanya sebatas apa yang disebutkan dalam rincian yang dilindungi oleh paten. Hal di atas yang telah disebutkan tidak akan memperluas hak eksklusif atas invensi tersebut ke arah yang lebih umum dan menyeluruh sehingga menghambat  invensi. lainnya dari mesin tersebut. Sebagai catatan, fungsi pengungkapan secara memadai (sufficient disclosure), secara esensial membantu masyarakat luas dalam mengembangkan wawasan atas keahlian tersebut dan memacu pengembangan pengetahuan masyarakat dalam menemukan suatu invensi lainnya.​[70]​
2.5. Persyaratan Permohononan Paten (Syarat Patentabilitas)
Persyaratan untuk mendapatkan paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Persyaratan untuk mendapatkan paten baik dalam undang-undang yang lama (sebelum Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten) hingga saat ini menurut Sudargo Gautama ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk  dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah: 
a.	penemuan itu harus baru   (Novelty),
b.	penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif (inventivestep), dan 
c.	penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industry (industry applicable).​[71]​
Hampir sama dengan apa yang diungkapkan Sudargo di atas, Rahmi Jened Parinduri Nasution juga mengungkapkan bahwa cakupan patentability dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang bersifat universal/worldwide itu antara lain:
a.	Novelty (kebaruan)
b.	Inventive Steps (langkah inventif)
c.	Industrial Applicable (dapat diterapkan dalam industry)​[72]​
Perbedaan antara dua pendapat di atas adalah mengenai clear and complete disclosure atau yang dimaksud beliau akan pentingnya pengungkapan secara jelas dan menyeluruh. Hal ini dianggap sangat penting karena dianggap sesuai dengan konsep awal adanya perlindungan atas suatu invensi di bidang paten ini. Pendapat-pendapat di atas menurut hemat penulis, jika disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini (sesuai hukum positif) maka para inventor harus memenuhi syarat-syarat substantif untuk memperoleh hak paten, yaitu sebagai berikut:
a.	Syarat Kebaruan (Novelty)
Istilah Novelty atau yang dalam Bahasa Indonesia sebaga suatu kebaruan dalam suatu invensi merupakan sebuah keharusan yang dimiliki invensi tersebut. Hukum Paten Inggris menyebutkan bahwa istilah Novelty dan Anticipation dapat menggantikan satu sama lain dalam penggunaannya.​[73]​ Sebagai sebuah antisipasi untuk sebuah invensi, dalam sebuah prior art itu haruslah terkandung di dalamnya suatu hal mengenai pengungkapan produk (yang dapat dilaksanakan) atau apabila invensi itu dalam hal paten proses diharuskan untuk memberikan arahan yang jelas dan tidak boleh salah dalam melakukan hasil invensi yang telah dilakukan seorang aplikan.​[74]​
Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi: “Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”.​[75]​ Sebagai penjelasan, padanan istilah untuk teknologi yang diungkapkan  sebelumnya di atas biasa merujuk pada state of the art atau prior art, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Berikutnya, dalam Pasal 3 ayat (2), dituliskan bahwa :
“teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum :
1)	tanggal penerimaan; atau
2)	tanggal prioritas
Hal di atas sedikit banyak mempertegas bahwa suatu syarat kebaruan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh suatu invensi sebelum diajukan permohonan perlindungannya dan sangat erat kaitannya dengan suatu pengungkapan pada prior art. Achmad Zen Purba sendiri mencoba meringkas UU Paten di atas dengan menuliskan syarat untuk suatu kebaruan adalah bahwa teknologi dalam invensi yang tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah diungkap sebelumnya tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penerimaan permohonan paten, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam sebuah pameran resmi.​[76]​
Model Law dari WIPO coba diungkapkan oleh Sudargo Gautama, yaitu beliau mengemukakan anjuran mengenai “syarat baru” bagi UU Paten Indonesia. Beliau menekankan akan keberadaan Pasal 114 Model Law tersebut, yaitu mengenai Prior art. Suatu penemuan adalah “baru” apabila tidak didahului  oleh prior art. Terjadinya pembedaan mengenai syarat baru ‘universal’ atau lokal’ memperlihatkan prinsip baru dilihat dari segi subyektif maupun segi obyektif.​[77]​ 
Sudargo juga menyebutkan mengenai Sistem Campuran dalam Model Law dari WIPO. Namun, pemakaian sistem apapun dalam Rezim HKI suatu negara, Indonesia  tetap  mencondongkan  diri  pada  sistem  kebaruan  luas   (worldwide Novelty), atau pada Universal Novelty sesuai dengan proses pemeriksaan yang telah dilewati.​[78]​
Catatan dari penulis, dengan pemakaian sistem kebaruan luas yang universal ini menandakan bahwa Penilaian Novelty ini menyangkut pada tempat/wilayah hukum dan merupakan suatu bentuk antisipasi.​[79]​ Indonesia sendiri memiliki sistem yang sama dan digunakan oleh negara anggota PCT, yang secara internasional telah memberikan peluang bagi seluruh inventor dalam skala dunia mendapatkan hak paten sesuai dengan tata cara yang berlaku universal (obyektivitas perolehan).
b.	Langkah Inventif (Inventive Steps)
 Menurut artikel publikasi WIPO mengenai Langkah Inventif atau Inventive Step (Non Obviousness) dituliskan bahwa: “Meaning that the new characteristic of your invention could not have been easily deduced by a person with average knowledge of that particular technical field”,​[80]​ jika diterjemahkan tulisan di atas coba menjelaskan bahwa karakteristik baru dalam invensi itu tidak dengan mudah dapat diturunkan/dipecahkan oleh seseorang dengan pengetahuan rata- rata/keahlian biasa sesuai bidangnya. Pemecahan masalah di atas dalam ukuran normal belum ada dugaan sebelumnya/tidak dapat diduga bahwa hal (kebaruan langkah) itu dapat diprediksi oleh orang dengan kemampuan rata-rata di bidangnya. Hal mengenai langkah inventif ini biasanya akan terhubung dengan keputusan dalam proses eksaminasi pada permohonan paten.
Mengenai Inventive Step sebagai salah satu syarat memperoleh paten, menurut Caroline Wilson dalam bukunya beliau menuliskan bahwa :
“Inventive step is a very different question from that of Novelty. For the purposes of inventive step, the relevant prior art is slightly different from as that for Novelty; unpublished patent applications do not form part of  the state of the art for the purposes of inventive step (PA 1977, s.3).   More fundamentally, inventive step is a qualitative question as opposed to the quantitative nature of Novelty.”
Caroline di sini mencoba menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai invensi itu memiliki nilai kebaruan atau invensi itu memiliki langkah inventif adalah sangat berbeda dari segi fungsi. Perbedaannya menurut beliau hanya sedikit yaitu terkadang suatu invensi itu tidaklah baru sama sekali (dalam konteks nilai kebaruan), namun kemudian suatu invensi tersebut yang utamanya untuk hal A setelah melalui proses penelitian ternyata dapat pula digunakan untuk hal B dengan berbagai proses yang berbeda dengan sebelumnya dengan hasil yang berbeda pula kegunaannya. 
Hal ini yang mendasari pertimbangan mengenai langkah inventif dan anggapan akan karakteristik kebaruan dalam suatu invensi itu sebagai suatu hal yang berbeda, namun berhubungan untuk hal teknis/fungsi dalam penyelesaian suatu masalah yang dianggap sebagai kebaruan yang tidak dapat diprediksi secara jelas/diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki kemampuan rata- rata/cukup sesuai dengan bidangnya. 
Dapat dikatakan bahwa dari luar tampak sama namun berbeda di dalamnya, hal yang berkaitan antara syarat kebaruan (novel) dan langkah inventif, dengan sebuah penilai yang lebih sulit  tingkatannya dibanding pemeriksaan syarat Novelty. Secara bercanda Kieff menyatakan bahwa PHOSITA adalah seorang yang cukup pandai untuk menilai suatu invensi non-obvious, namun pada saat yang bersamaan cukup bodoh untuk menilai Novelty.​[81]​
Para inventor dituntut untuk menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai langkah inventif dari penemuannya tersebut sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi pada permohonan paten yang diajukan. Penilaian mengenai langkah inventif ini merupakan salah satu unsur penting bagi perolehan paten atas  invensi yang jika tidak dijelaskan dengan baik akan menghanguskan proses eksaminasi / substantif.
c.	Dapat di terapkan dalam Industri (Industrial Applicable)
Hal ini merupakan hal yang menjadi suatu keharusan untuk suatu permohonan paten, apabila suatu invensi ini memperoleh paten, maka tidak hanya harus ada kebaruan dan langkah inventif, invensi tersbut harus dapat diterapkan dalam industri yaitu untuk digunakan oleh industri (invensi proses) atau jika dalam bentuk produk, harus dapat diproduksi secara massal. Hal ini dapat terlihat ditegaskan oleh Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bidang perindustrian di sini baik jika diartikan seluas-luasnya, yaitu baik dalam bidang teknologi pertanian, kesehatan, atau permesinan dan lainnya, selama hal tersebut memenuhi keperluan atas suatu invensi.
2.6. Pengalihan Teknologi dalam Paten
a.	Pengertian Alih Teknologi
Kata “alih” atau “pengalihan” merupakan terjemahan dari kata “transfer”. Sedangkan kata “transfer” yang berarti jarak lintas (trans, across) dan “ferre” yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan banyak dipakai para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun ada pula yang menggunakan istilah lain “pemindahan”yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan.​[82]​ 
United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diuraikan dalam tiga tahap, yaitu​[83]​
1)	Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu
2)	Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut dan 
3)	Pengembangan kemampuan indegeneous technology untuk inovasi. Yang dimaksud dengan indegeneous technology capabilities adalah​[84]​ 
a)	Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan
b)	Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor
c)	Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang menghasilkan produk-produk (inovasi)
b.	Arah dan tujuan Alih Teknologi
Alih teknologi pada negara berkembang akan mengarah Pada sektor industri. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sasaran, strategi yang jelas, tepat dan wajar. Adapun sasaran pengembangan kemampuan dalam alih teknologi in antara lain:​[85]​
1)	Mengembangkan kemampuan dalam negeri untuk memilih, menerapkan, mengadaptasikan dan melakukan inovasi teknologi.
2)	Mengurangi ketergantungan pada impor teknologi
3)	Mengurangi mengalirnya sumber dana (devisa) yang terbatas jumlahnya ke luarnegeri untuk membayar teknologi (royalti) 
4)	Dapat mengolah atau melakukan konversi sumber daya alam yang dimiliki
5)	Dapat mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif pembangunan industri terhadap masyarakat dan Budaya bangsa
6)	Dapat mengikuti perkembangan Iptek yang terjadi
c.	Tahap-tahap dan Pola Dalam Alih Teknologi
Praktek alih teknologi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, beberapa kegiatan yaitu :​[86]​
1)	Tahap Promosi
Kegiatan ini digalakkan dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan strategi ekonomi dan hubungan luar negeri, dalam kaitannya dengan ini maka dilakukan usaha-usaha antara lain:
a)	Penetapan perjanjian-perjanjian bilateral,regional, dan internasional, baik melalui saluran diplomatis ataupun saluran lembaga-lembaga non formal, dalam kegiatan mendorong promosi ini.
b)	Menciptakan iklim investasi yang baik dengan di berengi usah-usaha penciptaan jamina kepastian hukum
c)	Identifikasi dan pengumpulan informasi mengenai tersedianya yang diperlukan
2)	Tahap Seleksi
Pada tahap ini silakukan seleksi terhadap teknologi yang akan dialihkan sesuai dengan kebijaksanaan yang dilakukan. Dari tahap ini diharapkan dapat disisihkanpenggunaan teknologi yang kurang menguntungkan kepentingan nasional.
3)	Tahap Pengarahan kebijaksanaanPada tahap ini mulai mulai ditentukan kriterian perbandingan manfaat, biaya ekonomis dan sosial dalam segala aspek dan memperhatikan pula program sektoral/lintas sektoral, sehingga timbul keselarasan dan keseimbangan pertumbuhan antara sektor-sektor pembangunan dapat terjaga
4)	Tahap Evaluasi dan Negoisasi
Pada tahap ini sudah dilakukan alih teknologi secara individual. Pada tahap evaluasi digantungkan pada tingkat kelayakan proyek (feasibility study and viability) dan pada tahap negoisasi sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk bekerjasama dalam perjanjiankerjasama, sehingga akan nampak kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, berserta implikasi, fasilitasi dan sanksinya.
5)	Tahap Implementasi
Ini merupakan tahap penyelesaiaan formalitas perjanjian dan prosedur pelaporan dalam rangka pengawasan selanjutnya. Misalnya pengawasan pelaksanaan program latihan, pembatasan dan pengawasan tenaga kerja asing, penggunaan jasa-jasa pembayaran, dan R&D.
Menurut Thee Kian Wie mengemukakan empat konsep tolok ukur keberhasilannya suatu alih teknologi, antara lain :​[87]​
1)	Bahwa teknologi tersebut dialihkan secara efektif dalam lingkungan yang baru. Teknologi dianggap telah dialuhkan dengan baik jika seluruh proses produksi dikelola dan dikerjakan semuanya oleh orang asing
2)	Bahwa angkatan kerja setempat mampu menangani teknologi yang telah diimpor secara efisien, di mana pekerjaan-pekerjaan stempat telah mendapatkan keterampialn yang memadai untuk menjalankan mesin-mesin yang diimpor serta pemeliharaanya, termasuk juga kemampuan para manajer lokal untuk menyunsun jadwal proses produksi atau proses masukan dan keluaran, rencana pemasaran dan sebagainya.
3)	Bahwa teknologi yang telah tersebar ke perusahaan-perusahaan lokal lainnya, misalnya melalui usaha penyebaran teknologi baru oleh perusahaan yang pertama-tama menggunakan, ataupun persetujuan lisensi teknis dengan perusahaan-perusahaan ini.
4)	Bahwa teknologi yang diimpor telah dipahami dengan penguasaan sepenuhnya oleh staf eknis dan para pekerja lokal, bahkan teknologi impor ini mulai diubah dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhankhas dari keadaan setempat. Di dalam keadaan yang paling berhasil, pekerja dan ahli lokal malahan mampu menemukan dan mengadakan perekayasaan teknik-teknik produksi baru berdasarkan teknologi yang telah diimpor.
  Selanjutanya menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat tiga pola alih teknologi yaitu :​[88]​
1)	Pengembangan teknologi setempat
2)	Pola kedua alih teknologi adalah dengan membeli paten atau lisensi dari jenis produksi
3)	Pola ketiga adalah dengan sebagai imitation-adaption-organiting.
d.	Klasula-klasula dalam perjanjian lisensi
1)	Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hanya diatur hak dan kewajiban pemegang paten saja, sedangkan hak dan kewajiban penerima lisensi belum diatur baik di dalam undang-undang tersebut atau peraturan pelaksananya, hak dan kewajiban pemegang paten apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status paten tersebut, misalnya kewajiban pemegang paten untuk membayar biaya tahunan dan kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia. 
Apabila pemegang paten terlambat membayar biaya tahunan, maka akan dikenakan denda dan bahkan dapat juga paten tersebut dibatalkan apabila tidak dibayar selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, apabila pemegang paten tidak melaksanakan patennya di Indonesia, maka pihak lain yang ingin menggunakan paten tersebut dapat meminta lisensi wajib dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan paten tersebut. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar biaya tahunan dan biaya lain yang timbul yang diwajibkan oleh undang-undang terhadap pemegang paten harus jelas dalam perjanjian lisensi kewajiban tersebut kepada siapa dibebankan.​[89]​
Menurut Gunawan Suryomucito, dalam perjanjian lisensi paten, selain karena kewajiban berdasarkan undang-undang juga ada kewajiban pemegang paten atau pemberi lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi, seperti:​[90]​
a)	Menjamin pelaksanaan paten yang telah diperjanjikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
b)	 Melakukan pengawasan mutu produk terhadap pelaksanaan paten; dan
c)	Memberitahu penerima lisensi apabila jangka waktu perjanjian lisensi sudah habis masa berlakunya.
d)	Sementara itu, hak pemegang paten atau pemberi lisensi adalah :​[91]​
(1)	Menerima pembayaran royalty sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak;
(2)	Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain; dan
(3)	 Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
Sedangkan hak penerima lisensi paten berdasarkan Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 adalah:​[92]​
a)	Melaksanakan Paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
b)	Memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga apabila diperjanjikan; dan
c)	 Menuntut pembatalan lisensi apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
Kewajiban penerima lisensi paten berdasarkan laporan akhir tentang kompilasi bidang hukum perjanjian yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 adalah:​[93]​
a)	Membayar royalty sesuai dengan perjanjian;
b)	Melaksanakan perjanjian lisensi sesuai dengan perjanjian.
Selain hal-hal di atas perjanjian lisensi paten harus memperhatikan ketentuan daalam Pasal 9 Ayat (1) PP Alih Teknologi yang menyebutkan bahwa Dalam pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan, masing-masing pihak mempunyai hak untuk :
a)	mendapatkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;
b)	mendapatkan prioritas memperoleh lisensi dan/atau menggunakannya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;
c)	mendapatkan imbalan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimiliki sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;
d)	mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
2)	Klausula pelatihan dan asistensi teknis
Dalam Pasal 22 PP Alih Teknologi menyebutkan bahwa pemberian lisensi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pemberian asistensi teknis, pendidikan dan latihan, serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan lain yang diperlukan penerima lisensi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi. Dalam Pasal 22 di atas memberikan keleluasaan pengaturan kalusula ini, klausula ini diatur tentang pelatihan atau bantuan teknis yang wajib diberikan oleh pemberi teknologi kepada penerima teknologi selama perjanjian lisensi paten berlangsung. 
Melalui klausula ini penerima teknologi untuk jangka waktu tertentu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan teknisi dari pihak pemberi teknologi dengan imbalan upah yang disepakati. Teknisi yang bersangkutan umumnya dipekerjakan sebagai staff pada perusahaan penerima teknologi untuk jangka waktu tertentu, jadi tidak permanen dan bukan merupakan kewajiban mutlak bagi penerima lisensi untuk menggunakan pekerja/teknisi dari pemberi lisensi, meskipun secara faktual dan yuridis teknisi tersebut statusnya adalah pekerja dari pemberi teknologi. 
Penerima teknologi berhak untuk menerima instruksi dan informasi khusus dari teknisi yang bersangkutan mengenai pengoperasian peralatan, operasionalisasi kegiatan, perawatan dan pemeliharaan mesin, dan sebagainya. juga sering diatur dalam klausula ini hak penerima teknologi untuk mendapatkan pasokan komponen peralatan jika diperlukan dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai komponen-komponen tersebut.​[94]​ Selain itu perjanjian lisensi paten harus pula mencantumkan :​[95]​
a)	Sifat dasar teknologi atau proses yang diperlukan;
b)	Produksi yang diantisipasi untuk dicapai;
c)	Kualitas dan spesifikasi produk;
d)	Keterangan terinci bantuan teknik yang diserahkan oleh pemberi lisensi (dapat berupa daftar rincian dalam suatu lampiran) yang menunjukan perkembangan pada setiap tahap.
e)	Tata cara dimana teknologi dan pelayanan teknik akan diberikan.
3)	Garansi
Perjanjian harus mengandung syarat-syarat garansi yang terinci:
a)	Di mana bantuan teknik yang diberikan dalam berbagai tahapan implementasi proyek, penerimaan lisensi harus berusaha memperoleh garansi-garansi sejauh mungkin meliputi setiap saat;
b)	Pelaksanaan garansi sebagai kompensasi kegagalan pelaksanaan harus diperoleh dengan penggantian mesin, peralatan dan pemenuhan kekurangan; garansi-garansi ini juga harus meliputi pelayanan rekayasa dasar dan gabungan alih teknologi;
c)	Meskipun pelaksanaan khusus garansi-garansi akan sulit diperoleh untuk proses jumlah pembuatan yang diizinkan, persetujuan harus membatsi kapasitas produksi, kualitas dan ciri-ciri produk, proses itu termasuk kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh penerima lisensi;
d)	Pasal mengenai garansi tertentu dapat diberikan jika dipandang perlu, untuk tujuan mendorong komunikasi dan pemberian informasi teknis, gambar spesfikasi dan dokumen lain yang terdiri dari Know how.
4)	Pelibatan perbaikan selama kurun waktu persetujuan
Perjanjian harus sejauh mungkin melibatkan usaha sehingga :​[96]​
a)	Tekonologi yang dialihkan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir yang  diketahui pemberi lisensi;
b)	 Penerima lisensi akan diberi informasi mengenai, dan proses lengkap yang diberikan tentang perbaikan-   perbaikan teknologi yang dilaksanakan dalam jangka waktu persetujuan, terrmasuk hak-hak paten yang baru dimintakan atau didaftarkan;
c)	Jika pemberi lisensi melibatkan adanya grant back perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh penerima lisensi  jangka waktu grant back itu harus dirinci dengan jelas.
5)	Klausula Improvisasi
Klausula ini penting bagi pemberi lisensi karena membebankan kewajiban  terhadap penerima lisensi untuk  memberitahukan segala perbaikan (improvement) teknologi yang  dilakukannya selama masa  berlakunya  perjanjian lisensi paten. Tanpa adanya klausula ini bisa timbul kesulitan dalam alih teknologi  paten. di satu pihak penerima lisensi dalam menggunakan teknologi hanya bisa memanfaatkan informasi yang  diterimanya  pada saat  dibuatnya kontrak sehingga harus bersusah payah sendiri untuk melakukan improvisasi. Apabila kontrak diperpanjang atau diperbaharui barulah mungkin diterima informasi atau teknologi yang lebih baru dari penerima teknologi. 
Dilain pihak pemberi lisensi tidak mengetahui kekurangan dari teknologinya dan tidak mendapat umpan balik dari penerima lisensi tentang tata cara mengatasi kesulitan selama menggunakan teknologi yang bersangkutan. Mengingat penerima lisensi mungkin menemukan sendiri perbaikan dalam penggunaan teknologi maka adakalanya klausula ini diperinci lebih tegas untuk menegosiasikan penerima lisensi memberikan kembali informasi yang dimilikinya kepada penerima lisensi.​[97]​
6)	Klausula konfidentialitas 
Klausula ini mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi yang telah diberikan oleh pemberi lisensi atas dasar kepercayaan kepada penerima lisensi. Untuk itu penerima lisensi dilarang  mengungkap (disclose) informasi teknis yang diterimanya pada saat berlakunya atau beberapa saat setelah tidak berlakunya perjanjian lisensi paten kepada pihak ketiga. Informasi teknis yang bisa disampaikan adalah informasi yang bersifat publik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulu dimiliki oleh penerima teknologi sebelum terjadi perjanjian lisensi paten, atau informasi tersebut diterima dari pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung yang menerima informasi tersebut dari pemberi lisensi. Pengungkapan informasi tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak dan kewajiban penerima informasi yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi paten.​[98]​
7)	Klausula eksklusifitas
Dengan klausula ini dapat ditentukan jenis lisensi paten yang diperjanjikan. lisensi paten bersifat non-ekslusif atau ekslusif seperti yang telah dijelaskan pada jenis lisensi Paten.
8)	Klausula pembayaran biaya/fee, lumpsum dan royalty
Menurut Pasal 35 PP Alih Teknologi bahwa pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual  dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab penerima alih teknologi kekayaan, namun menurut Pasal 36 dan 37 PP tersebut dimungkinkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan pelaksanaan alih teknologi dapat dilakukan dan/atau mengikut sertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam klausula ini diatur tentang besar dan cara pembayaran imbalan yang harus diberikan kepada pemberi lisensi. Bentuk pembayaran imbalan (sesuai kesepakatan para pihak):
a)	Upah atas jasa pengalihan teknologi, upah besarnya tidak pasti, karena sangat tergantung pada jasa yang diberikan dan lamanya jasa diberikan
b)	Lumpsum, lumpsum jumlah sudah ditetapkan secara pasti dan dapat dibayar di depan oleh penerima  teknologi ; umumnya teknologi yang dialihkan adalah teknologi   yang mudah diserap oleh penerima teknologi,umumnya teknologi diberikan sekaligus;
c)	Royalti, khusus untuk perjanjian lisensi atas paten yang dimiliki oleh lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, maka pengaturan royalti di dalam perjanjian lisensi paten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 
9)	Klausula pelimpahan hak
Menurut Pasal 23 PP Alih Teknologi, bahwa pemberian lisensi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak memberikan hak kepada penerima lisensi untuk dapat mengalihkan hak lisensi kepada pihak ketiga. Sehingga klausula ini mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak (assigment) dari penerima lisensi kepada pihak lain. tanpa adanya klausula yang membolehkan pelimpahan teknologi maka pihak penerima lisensi tidak boleh melimpahkan teknologi yang diterimanya kepada kepada pihak ketiga. Pelimpahan hak semacam ini harus dibedakan dari pemberian  sub-lisensi, karena dalam pelimpahan hak pihak yang semula menerima lisensi digantikan oleh pihak baru sebagai penerima lisensi sedangkan dalam sub-lisensi pihak penerima teknologi tidak berubah dan tetap bertanggungjawab kepada pemberi lisensi. 
10)	Klausula jaminan kebenaran
Klausula ini mengatur tentang ada tidaknya jaminan kebenaran (warranty) bahwa teknologi yang dialihkan terdapat manfaat komersial atau bahwa hak patennya masih berlaku, atau bahwa tidak ada pelanggaran terhadap paten pihak lain. Pemberi teknologi pada umumnya enggan untuk menjamin keabsahan paten dan ketiadaan pelanggaran terhadap patennya. Sebaliknya penerima teknologi pada umumnya menghendaki jaminan tentang kecocokan teknologi untuk memperoduksi sesuatu. Padahal cocok tidaknya penggunaan teknologi tersebut sangat tergantung pada keterampilan personil yang menanganinya.​[99]​
11)	Klausula pengendalian mutu dan tanggungjawab produk
Dengan klausula ini pemberi lisensi mengharapkan dapat menerapkan suatu standar kualitas tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima lisensi dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi lisensi dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggujawaban produk. Kontrol kualitas ini juga penting dalam hal digunakannya suatu merek dagang. Perlu diingat bahwa pemberi teknologi mungkin terpaksa harus menanggung resiko yang besar akibat penggunaan teknologi oleh penerima lisensi yang merugikan pihak ketiga. Oleh sebab itu pemberi lisensi perlu untuk mengatur tentang kemungkinan ganti kerugian dari penerima lisensi dalam hal demikian dan bilamana mungkin mewajibkan kepada penerima lisensi untuk mengasuransikan resiko penggunaan teknologi yang diberikannya dalam proses produksi.
12)	Klausula pelanggaran hak 
Klausula ini mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat jika ada pelanggaran hak (infringement) yang dilisensikan oleh pihak ketiga. Dengan mengingat sifat eksklusifitas perjanjian lisensi paten, maka pihak pemberi atau penerima lisensi atau kedua pihak secara bersama-sama dapat diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Adanya pelanggaran hak tersebut harus bisa dibuktikan disamping adanya kerugian sebagai akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut.
13)	Klausula Keadaan Memaksa
Keadaan memaksa, Absolut & Relatif, Absolut, tidak ada upaya lagi dari salah satu pihak untuk memenuhi prestasi atau relatif, masih terdapat upaya bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi, ditentukan bagaimana mekanisme & penanganan, benar dapat dibuktikan bukan disebabkan oleh manusia tetapi oleh Tuhan dengan meminta dasar keterangan dari otoritas yang berwenang, kriteria/bentuk keadaan memaksa, tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan dan tindak lanjut setelah kejadian, asuransi.
14)	Klausula Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian
Jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi paten biasanya mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian oleh para pihak atau berdasarkan suatu kejadian kejadian tertentu yang disepakati dan dicantumkan dengan tegas di dalam perjanjian. Kadang-kadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan kontrak tetapi suatu kontrak akan terus berlaku sepanjang berlakunya kontrak. Perlu diingat bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian pemberian lisensi paten bisa lebih pendek dari pada berlangsungnya paten. Oleh sebab itu pemberi lisensi paten dapat mengatur tetap berlakunya perjanjian lisensi sampai lewatnya jangka waktu berlakunya paten. Jangka waktu harus memperhatikan :
a)	Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
b)	Jangka waktu itu cukup menyerap sepenuhnya teknologi yang diperlukan dalam pabrik penerima lisensi;
15)	Klausula Perpajakan
Dalam klausula ini diatur tentang kewajiban pembayaran pajak yang timbul dari perjanjian lisensi paten. Pajak pertambahan nilai umumnya dikenakan penerima teknologi atas nilai tambah atas produk yang dihasilkannya. Pajak penghasilan dikenakan pada pemberi lisensi yang dikaitkan dengan besarnya fee, lumpsum atau royalti yang diterimanya dari penerima lisensi, juga diatur tentang pajak-pajak lain yang mungkin dikenakan baik pada penerima maupun pemberi lisensi.
16)	Klausula Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Forum
Seperti kontrak pada umumnya klausula penyelesaian sengketa adalah kesepakatan para pihak untuk memilih cara menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Pilihan ini bisa secara litigasi atau non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigas umumnya menggunakan cara-cara negosiasi, mediasi atau arbitrase. Kemudian juga ditentukan hukum acara arbitrasi yang dipergunakan serta tempat arbitrase dilakukan, jika dipilih arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa para pihak. Jika para pihak menentukan musyawarah sebagai cara yang diutamakan, maka sebaiknya diatur secara tegas dan jelas mekanisme musyawarah termasuk mengenai tempat musyawarah, mekanisme musyawarah dan lamanya musyawarah dilaksanakan.
Seperti kontrak pada umumnya klausula penyelesaian sengketa adalah kesepakatan para pihak untuk memilih cara menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Pilihan ini bisa secara litigasi atau non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigas umumnya menggunakan cara-cara negosiasi, mediasi atau arbitrase. Kemudian juga ditentukan hukum acara arbitrasi yang dipergunakan serta tempat arbitrase dilakukan, jika dipilih arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa para pihak. Jika para pihak menentukan musyawarah sebagai cara yang diutamakan, maka sebaiknya diatur secara tegas dan jelas mekanisme musyawarah termasuk mengenai tempat musyawarah, mekanisme musyawarah dan lamanya musyawarah dilaksanakan.
Lembaga penyelesaian sengketa harus tegas disebutkan dalam kontrak, lembaga arbitrase atau pengadilan sesuai domisili hukum, tidak dapat keduanya dicantumkan, karena Lembaga Arbitrase dan Pengadilan dapat menolak karena tidak diatur secara tegas di dalam kontrak oleh para pihak. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seandainya yang dipilih oleh pra pihak adalah Arbitrase, maka Pasal arbitrase biasanya harus dirinci :
(1)	Tempat dimana arbitrase akan diadakan,
(2)	Cara dan pemilihan arbitor dan prosedur arbitrase.
Dalam ketentuan Undang-undangan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, penyediaan sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bukan merupakan persyarat yang wajib ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum memasukkan gugatan perdatanya melalui jalur litigasi. Sarana alternatif penyelesaian sengketa hanya merupakan yang disediakan pada para pihak yang bersengketa atau dengan kata lain penggunaannya tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada sarana ini.
17)	Ketentuan Mata Uang
a)	Pada umumnya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang dapat saling dipertukarkan.
b)	Penerima lisensi harus mencoba untuk meyakinkan bahwa pembayaran pertama untuk know how dilakukan dalam mata uang asing tetapi pada pembayaran 
c)	Berikutnya dari yang dapat saling dipertukarkan dengan kesepakatan khusus, seperti kesepakatan pada penandatangan persetujuan.
18)	Merek
Dimana penggunaan merek atau nama pemberi lisensi merupakan bagian dari persetujuan atau dimana ada persetujuan khusus untuk penggunaan itu:
a)	Bentuk cara dan pengembangan penggunaannya harus ditetapkan.
b)	Dari pandangan penerima lisensi akan diinginkan untuk mencantumkan kedua nama pada produk penerima lisensi dan nama serta merek pemberi lisensi, bagaimanapun dapat digunakan dalam hal-hal demikian pemberi lisensi juga berusaha memasukan sesuatu ketentuan untuk mengatur kualitas, yang akan diatur secara cermat, yang akan memperhatikan setiap masalah khusus yang harus dihadapi penerima lisensi.
19)	Pemeriksa Pembukuan Penerima Lisensi dan Laporan Oleh Penerima Lisensi
Hal ini terkait dengan kewajiban pemberi lisensi dalam hal ini adalah lembaga litbang pemerintah yang diamanatkan Pasal 41 PP Alih Teknologi, yaitu :
a)	Menyusun dan mengirimkan kepada menteri keuangan mengenai penata usahaan, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan lembaga;
b)	Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
20)	Klausula hukum yang mengatur 
Hal ini diatur apabila penerima lisensi adalah pihak asing, klausula ini berisi kesepakatan para pihak tentang pilihan hukum yang mengatur kontrak alih teknologi yang bersangkutan. Seperti kontrak pada umumnya, pilihan hukum seperti ini penting untuk mendapatkan kepastian tentang hukum yang akan dipergunakan jika terjadi perselisihan. Pada umumnya ada 4 pilihan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak, yakni :
a)	Hukum negara penerima teknologi ;
b)	Hukum negara pemberi teknologi ;
c)	Hukum negara ketiga yang netral ;
d)	Hukum negara yang memberikan perlindungan pada teknologi yang bersangkutan.
Saat ini telah ada upaya secara internasional agar disusun code of conduct tentang alih teknologi yang berlaku  secara internasional. Namun, hal ini belum terwujud karena alih teknologi selain berdimensi hukum juga memiliki  dimensi politik yang sangat sarat dengan kepentingan negara penerima dan pemberi teknologi.​[100]​
21)	Klausula addendum
Dalam klausula addendum diatur tentang kemungkinan terjadi perubahan atau peninjauan ulang klausula-klausula yang sudah ditetapkan untuk dilakukan sejumlah penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam klausula addendum umumnya diatur tentang sebab-sebab addendum, mekanisme pengambilan keputusan untuk addendum. Pada klausula addendum lazim dicantumkan bahwa segala addendum yang dilakukan para pihak setelah ditandatanganinya perjanjian akan mengikat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut setelah addendum yang bersangkutan disetujui/ disepakati oleh para pihak.
22)	Ketentuan Umum
Ketentuan umum terdiri dari :
a)	Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
b)	 nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
c)	 nomor dan judul dari paten yang menjadi obyek perjanjian lisensi;
d)	 batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan​[101]​
e)	Manajemen;
f)	Kewajiban penerima lisensi untuk memperoleh peralatan, alat-alat atau bahan mentah dari sumber yang telah ditetapkan;
g)	Pelarangan penggunaan teknologi lain;
h)	 penjualan barang produksi sesuai dengan kehendak pemberi teknologi/pelarangan ekspor;
i)	Penentuan personil dari pihak pemberi teknologi; dan
j)	Pembatasan harga penjualan​[102]​
Dilihat dari dari uniknya subyek pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi paten yaitu lembaga litbang pemerintah, dalam hal ini Badan Litbang Kementerian KP dan Kemeterian Pertanian, maka seluruh klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tidak dapat secara murni berasaskan kebebasan berkontrak antara privat to privat seperti yang dimaksud dalam KUH Perdata, ada pembatasan-pembatasan khusus, karena paten yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di lembaga litbang pemerintah didanai baik sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ada pertanggungjawaban keuangan negara yang harus dikelola secara hati-hati demi kepentingan rakyat, sehingga pada saat menyusun draf  Perjanjian Lisensi Paten, Klasul -klausul penting di atas harus dikaji secara hukum atas dampak dan kepastiannya bagi para pihak, negara, dan rakyat.
C.	Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil
3.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.​[103]​ 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann denganmenggunakan kriteria  yang bersifat materiil mencermati hubungan    antar Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.
3.2. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil
Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri​[104]​ yaitu sebagai berikut:
a.	Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang meliputi:
1)	Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
2)	Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
3)	Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4)	Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
5)	Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
6)	Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
7)	Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
8)	Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
9)	Sehat jasmani dan rohani.
10)	Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
11)	Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
b.	Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentukan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden dapat mendegelasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing- masing. Kewenangan pengangkatan dan pendegelasian tersebut diatur dalam  Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.
c.	Diserahi tugas dalam jabatan negeri.
Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan- pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.
d.	Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikam dirinya untuk melaksanakan sebagaian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan sesuai dengan tuntunan kerjanya.
Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji PNS sebaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian  gaji  pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS    yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih  baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.
3.3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sebagai Berikut :
a.	Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 23 huruf a).
b.	Wajib menaati segala peraturan perndangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 23 huruf b).
c.	Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 23 huruf c).
Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
1)	Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
2)	Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
3)	Kewajiban-kewajiban lain.​[105]​
Untuk menjunjung tinggi kedudukan PNS, diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.
a.	Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
b.	Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala perarturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
c.	Pengabdian merupakan kedudukan dan peranan pegawai negeri Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara maupun dengan masyarakat.
d.	Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat akan dirinya.
e.	Jujur berarti lurus hati; tidak curang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
f.	Menjunjung tinggi berarti memuliakan dan menghargai dan menaati martabat dan kehormatan bangsa
g.	Cermat berarti  teliti dan sepenuh hati.
h.	Tertib berarti menaati peraturan dengan baik.
i.	Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat dalam melaksankan tugas dalam rngka pencapaian tujuan.
j.	Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi hanya dapat diketahui oleh seseorang ataupun beberapa orang.
k.	Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan tehadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.
3.4. Hak –hak Pegawai Negeri Sipil
Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu:
a.	Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kebutuhan hidup.
b.	Kebutuhan untuk tumbuh, kembang, dan belajar.​[106]​
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan bahwa hak Pegawai Negeri Sipil Sebagai Berikut :
a.	Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuaidengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya (Pasal 21 huruf a).
b.	Setiap PNS berhak atas cuti (Pasal 21 huruf b).
c.	Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 21 huruf c)
d.	Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan kareana menjalankan  tugasnya dalam kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 21 huf d).
e.	Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak mendapat pengembangan kompetensi (Pasal 21 huruf e).
D.	Tinjauan Umum Tentang Kompensasi
4.1. Pengertian Kompensasi
Para pakar menggunakan istilah yang berbeda untuk mempresentasikan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawa yang memiliki maksud yang sama atauu paling tidak serupa. Sebagai ilustrasi, McKenna misalnya menggunakan istilah imbalan, yang mencangkup berbagai aktivitas organisasi yang ditunjuikkan bagi alokasi kompensasi dan tunjangan bagi pegawai sebagai imbalan atas usaha dan sumbangan yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi.​[107]​ Disisi lain, Benardin menggunakan istilah kompensasi yang menurutnya merujuk pada semua bentuk hasil keuangan dan tunjangan nyata yang diterima pekerja sebagai bagian dari hubungan kerja.​[108]​  Demikian pula Draft menggunakan istilah yang sama, yakni kompensasi. Menurut Draft, kompensasi menujuk pada (1) semua pembayaran uang; dan (2) semua barang atau komoditi yang digunakan berdasarkan nilai uang untuk memberi imbalan pegawai.​[109]​
Selanjutanya Wether dan Davis menyetakan “Compensation is what employee in change of their work. Whether hourly wages periodic salaried, the personal departement usually designs and administers employee compensation”.​[110]​ Hal ini ini berarti bahawa kompoensasi adalah segala sesuatu yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik berupa upah per jam atau gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh personalia. Upah atau gaji yang diterima seseorang pegawai harus mendapat persetujuan dan dirumuskan oleh bagian personalia.
Selanjutnya menurut Byars dan Rue, kompensasi adalah “all the extrinsic reward that employee receive in exchange for their work: composed of the base wage or salary, any incentives or banuse, and any benefits”.​[111]​definisi ini menjelaskan bahwa kompensasi adalah semua imbalan entrinsik yang diterima karyawan dalam pertukaran pekerjaan yang terdiri dari gaji pokok, insentif atau bonus dan keuntungan. Sementara menurut Milkovich dan Newman, kompensasi merupakan semua bentuk kembalian fiinansial jasa-jasa berwujuddan tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai sebagai bagian dari hubungan kepegawaian.​[112]​
4.2. Filosofi Kompensasi
Pemberian kompensasi yang efektif perlu dilandasi oleh filsafat dan prinsip-prinsip tertentu. Filsafat kompensasi dibangun atas dasar kebutuhan dan kondisi organisasi. Dengan melihat pada masalah yang lebih luas suatu pernyataan filsafat yang berkembang dengan baik mungkin mencangkup tujuan sistem ini, menawarkan kerangka untuk mebuat keputusan kompensasi dan berusaha menampung variable yang relevan, seperti kondisi bursa kerja, kondisi perekonomian umum, perubahan teknologi dan kesempatan yang sama.​[113]​
Menurut Boyn dan Salamin, filsafat yang mengatur sistem kompensasi adalah: (1) kompensasi yang layak dan adil (2) pengakuan atas arti penting setiap sumbangan pegawai bagi organisasi, meskipun ternyata sulit mengukur sumbangan in secara obyektif, dan (3) paket kompensasi atas penawaran harus bersaing dalam bursa kerja ekstrem untuk menarik dan memperthankan staf yang cakap.​[114]​ Hal ini menegaskan bahwa sistem kompensasi harus layak dan adil , mengacu pada pengakuan atas arti penting kerja, dan mempertimbangkan bursa kerja (diluar organisasi). Ini berarti bahwa sistem kompensasi harus dinamis, secara terusmenerus dan berkesinambungan. Sementara Hiam menunjukkan falsafah kompensasi meliputi : (1) imbalan memberikan timbal balik positif  bagi setiap orang; (2) imbalan memberikan timbal balik tenaga kinerja, bukan orang dan (3) imbalan hendaknya timbal balik sementara yang akurat dan dapat dicapai.​[115]​
Dalam konteks organisasi publik, filosofi kompensasi bahwa falsafah kompensasi akan memberikan dampak pada hukum dan kebijakan, yang selanjutnya memberikan pengaruh pada kekuatan pasar tenaga kerja atau daya saing ekternal, beban tenaga kerja dan alokasi pribadi.​[116]​ Kompensasi pada pegawai-pegawai publik sangat penting dan sering menajdai bagian kontroversional pada administrasi kepegawaian publik. Kecukupan dan keadilan kompensasi menjadi masalah penting, karena jika pegawai ini merasakan adanya ketidakadilan, maka akan mendorong terjadinya konflik.​[117]​ 
4.3. Tujuan dan Fungsi Kompensasi
a.	Tujuan Kompensasi 
Secara umum tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan terciptanya keadilan internal dan ekternal. Pemeberian kompensasi dalam suatu rganisasi harus diatr sedemikian rupa, sehingga merupakan sistem yang baik dalamorganisasi. Menurut Mahmudi, tujuan utama sistem manajemen kompensasi pada dasarnya adalah :​[118]​
1)	Memperoleh SDM yang tepat (qualified, kompeten dan profesional) atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, dimana kompensasi perlu di design sedemikian rupa (misalnya ditetapkan dengan jumlah besar gaji yang cukup tinggi) untuk menarik para pelamar, karena organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahannya harus sesuai dengan kondisi supply dan demand tenaga kerja. Pada sektor swata (perusahaan) kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik pelamar yang cakap yang sudah bekerja di berbagai perusahaan lain.
2)	Mempertahankan para pegawai (qualified, kompeten dan profesional) yang ada sekarang (yang telah dilatih dan dikembangkan), agar tidak tertarik untuk pindah keorganisasi lain, terutama saingan. Apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak pegawai yang berkualitas akan keluar. Untuk mencegah terjan=dinya turn-over pegawai, sistem kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif dengan organisasi atau perusahaan lain.
3)	Menjaminkeadilan, dimana sistem penggajian harus di-design untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal (vertikal dan horizontal) serta ekternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi.
4)	Mampu memotivasi pegawai agar terus menerus berprestasi tinggi, sehingga mendukung usaha mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.
5)	Menghargai perilaku yang diinginkan, dimana kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui design kompensasi yang efektif.
6)	Mampu memelihara para pegawai dan keluarganya agar tetap memiliki kemampuan fisik kondisi batin atau mental yang tetap prima agar tetap mempunyai kepuasan dan semangat kerja yang tinggi
7)	Mampu mengendalikan biaya-biaya (termasuk biaya pegawai), sehingga apa yang dikeluarkan selalu berimbang dengan apa yang “diperoleh” dalam bentuk produktivitas yang diinginkan. Suatu design kompensasi membantu organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para pegawainya. 
8)	Memenuhi peraturan-peraturan hukum, seperti aspek-aspek manajemen SDM lainnya dengan design kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Program kompensasi yang baik memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem kompensasi pegawai, dalam hal ini dalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tujuan pemeberian kompensasi menurut Ivancevich, adalah menciptakan penghargaan atau imbalan yang dirasakan adil, baik dari sisi organisasi atau perusahaan maupun dari sisi pegawai.​[119]​ Weather dan Davis mengemukakakn “The objectives of compensation management are to help organization achieve startegic succes while ensuring internal and enternal equity”.​[120]​ Pernyataan tersebut memberi arti bahwa tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. 
Sebagi bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi menurut Mondy et al. Bertujuan untuk​[121]​:
1)	Memperoleh pegawai yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya pegawai qualifed. Sebaliknya, sistem kompensasi yang buiruj dapat mengakibatkan keluarnya pegawai yang  qualifed dari suatu organisasi. Sebagai contoh, eksodud secar besar-besaran pegawai dari Perusahaan Ake Perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi pada Perusahaan B dari pada Perusahaan A.
2)	Mepertahankan pegawai yang ada. Eksodus besar-besaran pegawai ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan pegawai yang qualified. Sistem kompensasi yang kurang baik dengan iklim usaha yang kompetitif dapat menyulitkan organisasi atau perusahaan dalam mepertahankan pegawannya yang qualified.
3)	Menjamin keadilan pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, organisasi atau perusahaan memeberikan imbalan yang sepandan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan oleh pegawai kepada organisasi.
4)	Menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemeberian kompensasi juga menunjukkan perhargaan organisasi terhadap perilaku pegawai yang diiinginkan. Apabila pegwai berperilaku sesuai denga harapan organisasi, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik dari pada pegawai yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan organisasi. Pemeberian nilai kinerja yang baik diiringi dengan pemeberian komoensasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran pegawai bahwa perilakunya dinilai dan dihargai, sehingga pegawai akan selalu berusaha memperbaiki perilakunya.
5)	Mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi kepada pegawai yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun secara jangka panjang, kerja pegawai akan lebih efektif dan efisien akibat pemeberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Organisasi sering kali mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu akibat rendahnya produktivitas atau kurang efektif dan efisiensinya kerja pegawai. Seringkali biaya yang tidak perlu ini besarnya melebihi biaya tetap. Pemeberian kompensasi yang baik diharapkan dapat mendorong pegawai untuk lebih produktif dan lebih efisien serta efektif dalam bekerja, sehingga organisasi dapat memperkecil atau mengendalikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan memperbesar pemasukannya.
6)	Memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain lima tujuan diatas , kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan legal seperti, Upah Minimum Rata-rata(UMR), Ketentuan Lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Tenaga Kerja (Astek), dan fasilitas lainnya.
Milkovich dan Newman mengemukakan mengenai dasar tujuan kompensasi, yaitu:
1)	Efisiensi, yaitu meningkatkan kerj, kualitas, menyenangkan pelanggan dan mengendalikan biaya tenaga kerja.
2)	Kulitas, yaitu berupa menjamin pembayaran yang adil dengan perlakukan kepada seluruh pekerja di dalam hubungan pekerja, seperti menawarkan gaji atau penghasilan yang lebih tinggi untuk pegawai yang memiliki kinerja terbaik dan paling berpengalaman.
3)	Kepatuhan yakni memnuhi aspek-aspek dan aturan-aturan mengenai kopensasi yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah​[122]​
Sementara menurut Fombrun,Tinchy dan Devanna, sistem reward dalam suatu organisasi dapat dilihat sudut pandangan biaya-manfaat. Biaya dapat dikelola,dikontrol dan direncanakan serta merupakan kunci untuk mengidentifikasi hasil jadi yang diinginkan agar organisasi menjadi berhasil. Reward system tersebut mempengaruhi faktor-faktor sebagai berikut​[123]​:
1)	Menarik dan mempertahankan pegawai Penelitian pada pemilihan jabatan dan karir serta tingkat Turnover, secara nyata memperlihatkan bahwa hal tersebut dipengruhi oleh jenis dan tingkat reward ditawarkan suatu organisasi
2)	Motivasi. Reward merupakan suayang penting bagi individu yang dapat mempengruhi motivasinya dalam bekerja. Penelitan Lawyer dan Vroom memperlihatkan bahwa orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi memiliki kecenderungan untuk beperilaku apa saja sesuai dengan apa yang dirasakan dari system yang dinilanya. Jadi suatu organisasi yang dapat mengikat nilai reward padaperiyang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sangat memungkinkan untuk menemukan reward system yang kontribusi positif untuk efektifitas organisasi.
3)	Budaya. Reward system merupakan suatu gambaran organisasi yang mempengaruhi budaya dan iklim organisasi secara keseluruhan ketergantungan pada bagaimana reward system dikembangkan diadministrasikan dan dikelola dapat menyebabkan buadaya suatu organisasi memiliki variasi yang snagat luas. Reward system dapat mempengaruhi tingkat atau derajat yang memperlihatkan budaya yang berorientasi pada SDM, budaya wirausah, budaya yang berbasis kompentensi, dan budaya partisipatif. 
4)	menguatkan dan menegaskan struktur organisasi Reward system dari suatu organisasi  dapat menguatkan dan menegaskan struktur organisasi. Namun, seringkali gambaran dari reward system tidak dipertimbangkan secara penuh dalam perancangan suatu reward system. Sebagai hasilnya pengaruh dari reward system pada struktur organisasi sering ditemukan secara tidak sengaja. Reward system dapat menegaskan status hirarki atau tingkatan dari orang-orang yang memiliki posisi fungsional dibandingkan dengan posisi manajerial.
5)	Biaya Reward System sering merupakan faktor biaya yang signifikan. Bahkan pada beberapa organisasi. Biaya sendiri mungkin melebihi 50% dari biaya operasi organisasi. Jadi hal yang penting di sini adalah dalam strategi perencanaan reward system yang difokuskan pada bagaimana biaya yang tinggi ini seharusnya sesuai.
b.	Fungsi Kompensasi
Kompensasi memiliki sejumlah fungsi. Pertama fungsi motivasi. Kompensasi diberikan kepada pegawai agar memotivasi kinerja dan mendorong kesetiaan dan rasa memiliki.​[124]​ Kedua fungsi pengawasan. Semua kompensasi memiliki potensi untuk mengontrol. Kompensasi mengontrol perilaku ketika ditunjukkan kepada individu yang menyelesaikan tugas tertentu atau bekerja di tingkat tertentu. Ketika orang melihat kompensasi sebagai pengontrol perilakunya (bertindak dengan cara untuk memperoleh kompensasi), orang tersebut menganggap tindakannya berasal dari faktor-faktor di luar dirinya (kompensasi) dan yang bersangkutan kehilangan rasa penetuan diri. Ketika memungkinkan kompensasi tidak lagi berlaku, tidak ada yang mendorong dirinya untuk menggarap aktivitas maka kepentingannya berkurang.​[125]​ 
Ketiga, fungsi informasi. Kompensasi juga menyampaikan informasi tentang keahlian atau kemampuan seseorang ketika dihubungan dengan kinerja atau kemampuan. Ketika orang memperoleh informasi kerja dari kompensasi orang tersebutmerasakan efikasi dan mengalami penentuan diri. Motivasi ini trinsik diperkuat bahkan ketika kemungkinan kompensasi terhapus karena orang menempatkan wadah kausalitas perilaku dalam dirinya (keinginan untuk belajar).​[126]​Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi diberikan untuk memperjuangkan tujuan organisasi melalui pencapaian tujuan individu (pegawai) atas penghasilan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 










A.	Gambaran Badan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
1.1.	Profil Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian teknis yang bertugas melakukan peningkatan produksi perikanan dan kelautan yang didukung oleh eselon I teknis dan eselon I pendukung dengan kewenangan melakukan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan. Bahwa kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang dilakukan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki potensi besar dan perlu perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk komersialisasi dan/atau pemanfaatan serta untuk melindungi kepentingan nelayan dan/atau petani pembudidaya.
a.	Dasar Hukum Pembentukan Setra HKI 
Dasar Hukum Pembentukan Sentra HKI Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut :
1)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 40/MEN/2004 tentang Tim Ad hoc Sentra Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kelautan dan Perikanan
2)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 10/MEN/2011 tentang  Sentra Hak Kekayaan Intelektual  Kementeraian Kelautan dan Perikanan
3)	Keputusan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 47/BRKP/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sentra Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kelautan dan Perikanan
b.	Tugas dan Fungsi
Tahun 2015, terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja KKP yang ditetapkan sejak 14 Agustus 2015, maka Badan Pnenelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mengembang tugas dan fungsi sebagai berikut:
1)	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 Tahun 2010
a)	Tugas:
Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
b)	Fungsi
(1)	Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
(2)	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
(3)	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan 
(4)	Pelaksanaan administrasi Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan
2)	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.23 Tahun 2015
a)	Tugas :
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
b)	Fungsi
(1)	Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
(2)	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan 
(3)	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kelautan dan perikanan
(4)	Pelaksaan administrasi badan penelitian dan pengembangan kelautan perikanan 
(5)	Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri
c.	Struktur Organisasi 
Merujuk Organisasi dan Tata kerja lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan (sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan) maka susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan secara rinci meliputi:
1)	Sekertaris Badan
2)	Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konvensi Sumber Daya Ikan
3)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya 
4)	Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan
5)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Laut dan Pesisir
6)	Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25/2015, balitbang KP terdiri dari 4 Pusat dan 1 Sekertaris Badan dengan rincian sebagai berikut:
1)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan
2)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
3)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Daya Saing dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
4)	Pusat Penenlitian Sosial Ekonomi Kelautan dana Perikanan
5)	Sekertaris Balitbang Kelautan dan Perikanan
1.2.	 Profil Balitbang Kementerian Pertanian
Sejak didirikan pada tahun 1974, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi organisasi maupun kepemimpinan. Penambahan maupun pengurangan Unit Kerja (UK) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) beberapa kali dilakukan. Pimpinan Balitbangtan datang dan pergi silih berganti, begitu pula program dan kebijakan strategisnya sebagai tuntutan dari dinamika lingkungan strategis sektor pertanian.
a.	Visi dan Misi Balitbang Kementerian Pertanian
Visi dan Misi Balai PATP yaitu dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi yang diharapkan.
1)	Visi Balai PATP
Visi Balai PATP adalah menjadi lembaga pengelola hak kekayaan intelektual dan alih teknologi yang terkemuka di dalam mendukung percepatan hilirisasi inovasi.
2)	Misi Balai PATP
Mendorong peningkatan jumlah HKI dan komersialisasi hasil penelitian untuk pengembangan teknologi bagi pembangunan pertanian:
a)	Memfasilitasi upaya perlindungan HKI inovasi Balitbangtan
b)	Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha baik nasional maupun internasional dalam bentuk lisensi melalui promosi teknologi berbasis HKI dan PVT
c)	Menggarap umpan balik peluang dan potensi pengembangan teknonologi berbasis HKI sesuai dengan kebutuhan penggunaan untuk penyempurnaan perencanaan litabang pertanian
d)	Mengembangkan harmonisasi dan pemantauan efektifitas dan keberlanjutan pengembangan teknologi hasil litbang pertanian. 
b.	Tujuan Alih Teknologi
Dengan mengacu pada visi dan misis Balai PATP yang telah ditetapkan, maka tujuan pengelolaan alih teknologi adalah:
1)	Meningkatakan jumlah perlindungan HKI hasil penelitian untuk pengembangan teknologi bagi pengembangan pertanian
2)	Memfasilitasi alih teknologi hasil invensi Balitbangtan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis dalam rangka menjaring mitra kerjasama alih teknologi dan inkubasi teknologi yang sesuai kebutuhan pasar
3)	Meningkatkan jumlah kerjasama alih teknologi dengan dunia usaha dalam bentuk lisensi hasil litbang yang bernilai HKI
4)	Melakukan pengukuran dan penerapan Tahap Kesiapan Teknologi (TKT) hasil-hasil penelitian
5)	Melakukan analisis kebijakan untuk penderasan alih teknologi hasil Balitbangtan berbasis HKI kepada dunia usaha melalui lisensi dan inkubus teknologi
6)	Melakukan pengelolaan Database HKI dan Informasi alih teknologi
7)	Meningkatkan pemantauan pengelolaan kerjasama alih teknologi
8)	Memanfaatkan royalti hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk peningkatan kapasitas penelitian dan pemberian imbalan kepada inventor dan pemulia
9)	Menerapkan teknologi melalui inkubasi bisnis dalam rangka pengembangan Taman Teknologi Pertanian
10)	Mengembangkan sarana,sumber daya manusia, dan kelembagaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP)
11)	Menyelenggarakan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
c.	Tugas Balitbang Kementerian Pertanian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 29/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tugas pokok Balai PATP adalah :
1)	Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan Laporan pengelolaan kekayaan intelektualdan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian
2)	Penyiapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian
3)	Pelaksanaan promosi dan komersialisasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai HKI
4)	Pelaksaan kerjasama alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai HKI
5)	Penyiapan lisensi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai HKI
6)	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan hki dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian,
7)	Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balai PATP
B.	Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Employee invention Di Indonesia
2.1.	Perubahan Pengaturan tentang Employee invention atau Penemuan Karyawan pada Undang-undang Paten di Indonesia
Employee invention sudah menjadi bagian dari pengaturan hak paten di Indonesia semenjak Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, yang merupakan undang-undang paten pertama. Employee invention pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dimuat pada 1 (satu) pasal yaitu pada Pasal 13, dimana berbunyi :
Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989
(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut,kecuali diperjanjikan lain; 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan  maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.
( 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada Ayat(1)dan Ayat(2)berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut; 
(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada Ayat(3)dapat dibayarkan: a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus; (b) persentase; (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;(d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus;atau (e) bentuk lain yang disepakati para pihak. yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Negeri setempat; 
(6) Ketentuan sebagaimana di maksud pada Ayat (1), Ayat(2), danAyat(3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian Paten.”
Tahun 1997, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 13 tahun 1997. Perubahan pengaturan paten pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tidaklah secara menyeluruh hanya tambal sulam dari pengaturan sebelumnya, dan pengaturan tentang employee invention tidak mengalami perubahan struktur pengaturan.
Tahun 2001, undang-undang paten mengalami perubahan ketiga kali, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Dimana pengaturan employee invention mengalami sedikit perubahan, antara lain : Tabel 4
No.	Pembeda	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997	Undang-undang Nomor 14  Tahun 2001
1. 	Pasal	Pasal 13	Pasal 12
2.	Tempat pengajuan perkara bila terjadi sengketa	Pengadilan Negeri	Pengadilan Niaga
3.	Perwujudan Hak Paten	Surat Pemberian Paten	Sertifikat Paten

Untuk struktur pengaturan dan  bunyi pasal pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997dan Undang-undang Nomor 14  Tahun 2001 tidak mengalami perubahan.
Tahun 2016, undang-undang paten mengalami perubahan kembali yang menjadi perubahan ke 4 (empat) dari pengaturan paten di Indonesia. Pada perubahan ke empat ini pengaturan employee invention mengalami perubahan dalam struktur pengaturan dan bunyi, sehingga memberi pengaruh yang besar bagi pengaturan  employee invention. 
2.1.1.	Pengaturan Employee invention Pada Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
Pengaturan mengenai employee invention atau penemuan karyawan pada Undang-undang No.14 Tahun 2001diatur pada Pasal 12 Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana terdapat 6 Ayat yang mengatur mengenai employee invention. pada Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 
“(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut,kecuali diperjanjikan lain; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan  maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.”
Bunyi Ayat 1 dan 2 Pasal 12 Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, diterangkan tentang status kepemilikan dari suatu invensi yang dihasilkan oleh inventor yang terikat dalam hubungan kerja. Dimana kepemilikan tersebut secara otomatis akan menjadi milik pemberi pekerja. Pemberi pekerja pada pasal ini yang dimaksud adalah baik dalam sektor swasta (perusahaan) mapun dari sektor pemerintah (Instansi pemerintah).
Selanjutanya pada Ayat 3 dan 4 yang berbunyi ; 
“( 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada Ayat(1)dan Ayat(2)berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut; (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada Ayat(3)dapat dibayarkan: a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus; (b) persentase; (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;(d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus;atau (e) bentuk lain yang disepakati para pihak. yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;”
Bunyi Ayat 3 dan 4 mengatur mengenai pemberian kompensasi terhadap inventor yang terikat dalam hubungan kerja. Dimana para inventor tersebut berhak mendapat imbalan dari penemuan mereka tersebut. Bentuk dari imbalan tersebut bisa diberikan dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu, atau presentase pembagian hasil atau gabungan pemberian uang dan pemberian presentase pembagian hasil. Besaran setiap imbalannya diserahkan oleh masing-masing pihak untuk menentukan. Sehingga tidak ada patokan khusus berapa besaran imbalan yang akan inventor dapat dari invensinya. 
Selanjutanya Pada Ayat 5 dan 6 yang berbunyi :
“(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga; (6) Ketentuan sebagaimana di maksud pada Ayat (1), Ayat(2), danAyat(3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.”
Pada bunyi Ayat 5 mengatur mengenai upaya hukum yang dimiliki oleh seorang karyawan apabila terjadi suatu penyelewengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak baik perusahaan dan karyawan. Ayat ini ada untuk menjamin hak ekonomi dari seorang inventor dalam hubungan kerja untuk bisa mendapatkan hak ekonomi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan bisa dijadikan sebuah jalan keluar apabila seorang inventor merasa hak ekonominya di sabotase oleh pihak lain. Sedangkan pada Ayat 6 mengatur mengenai hak moral dari seorang inventor yaitu berupa pencantuman nama mereka pada sertifikat paten, yang membuat para inventor masih tetap terikat dengan hasil invensi sehingga semua orang akan tau siapa yang sejatinya menciptakan penemuan tersebut, walaupun hanya berbentuk hak moral.
2.1.2.	Pengaturan Employee invention Pada Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten
Setelah ketentuan paten berjalan selama lebih dari satu dekade, pemerintah merasa bahwa undang-undang paten kita tidak lagi bisa mengakomodir kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual pada sektor perkembangan teknologi. Sehingga pada tanggal 26 Agustus 2016 di sahkan undang-undang paten baru yaitu Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menjadi perubahan keempat dari Undang-undang Paten di Indonesia.
Perubahan pengaturan mengenai paten maka banyak pula perubahan mengenai pengaturan paten sebelumnya mengenai paten. Salah satunya adanya perubahan mengenai pengaturan employee invention yang menjadi pembahasan utama pada penulisan ini. Pada Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang paten pengaturan tentang employee invention menjadi dua pasal, dimana yang sebelumnya hanya pada Pasal 12, sekarang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
Penambahan pasal dalam mengatur employee invention membuat pengaturan employee invention menjadi lebih bisa mengakomodir kebutuhan inventor yang terikat dalam hubungan kerja. Dimana pada Undang-undang No.13 Tahun 2016 dilakukan pemisahan antara employee invention yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (swasta) dengan employee invention yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara yang berkerja pada Instansi Pemerintah.
Pengaturan mengenai employee invention yang  dilakukan oleh karyawan perusahaan (swasta) tetap diatur pada Pasal 12 yang masih terdiri dari 6 Ayat yang ketentuan didalamnya tidak mengalami perubahan dari undang-undang paten sebelumnya. Sedangkan pada Pasal 13 pada undang-undang paten sebelumnya mengatur mengenai pemakai terdahulu, sekaran pada pasal ini mengatur khusus mengenai employee invention yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja pada instansi pemerintah.
Lahirnya pasal 13 dimaksudkan untuk menjadi payung hukum yang lebih mampu mengakomodir hak-hak dari Inventor ASN, dimana usaha pemberian perlindungan hukum terhadap pemberian hak Inventor ASN sebelum lahir pasal ini, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten yang telah disahkan sejak 6 April 2015.
Keputusan Menteri keuangan tersebut mulai mengatur mengenai penetapan imbalan yang berhak didapatkan oleh inventor dari sebuah invensi yang berhasil dikomersialisasi. Dari pengaturan yang terdapat dari keputusan menteri tersebut maka membuat pemerintah memiliki insiatif membuat dasar hukum yang mampu menjadi landasan hukum berjalannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015.
Adapun bunyi pada Pasal 13 tentang employee invention memiliki perbedaan tentang pengaturan dengan Pasal 12 yang mengatur tentang employee invention pada pihak swasta. Pada pasal ini juga terdapat 6 ayat untuk pengaturan. Pada Ayat 1 dan 2 berbunyi:
 “(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dan inventor, kecuali diperjanjikan lain; (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud Ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak .”

Pengaturan Ayat 1 dan 2 pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, Ayat 1 mengatur mengenai status pemegang paten dimana pemegang paten tidak pada pemberi pekerja saja melainkan inventor tetap menjadi orang yang memilki hak kepemilikan terhadap invensi tersebut. Hal ini memiliki perubahan dari  pengaturan employee invention pada undang-undang paten sebelumnya, dimana pemegang paten dari sebuah invensi adalah langsung menjadi milik pemberi pekerja. Sehingga dari bunyi Ayat 1 ini membuat para Inventor ASN tetap memilikihak kepemilikan dari invensi yang diciptakannya. 
Ayat 2 mengatur mengenai pemberian imbalan atas paten, pada Ayat ini mengatur bahwa pemberian imbalan suatu invensi pada instansi pemerintah kepada inventor pada saat setelah invensi tersebut berhasil dikomersilkan. Kegiatan komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.​[129]​ 
Sehingga dari bunyi pasal tersebut kita mengetahui bahwa  pemberian  imbalan kepada Inventor ASN menganut sistem remunerasi. Menurut Abdurrachman, remunasi adalah ganti rugi, pembayaran, pemberian ganjaran atau hadiah untuk jasa yang telah diberikan.​[130]​ Sehingga suatu invensi dianggap suatu jasa yang patut dihargai setelah invensi tersebut mampu memberi keuntungan terhadap instansi.
Selanjutanya Pada Ayat 3 dan 4 yang berbunyi :
“(3) Dalam, hal ini instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga; (4) terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari Pihak ketiga yang mendapat manaafaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersbut .”

Pengaturan Ayat 3 mengatur tentang apabila instansi pemerintah tidak mampu mejalankan kewajiban dari seorang pemegang paten yaitu menjalankan hasil invensi, inventor dengan ijin dari instansi pemerintah dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga. Pada tahap ini suatu invensi memasuki step komersialisasi, dimana instansi pemerintah dan inventor bersama-sama menjalin kerjasama untuk menjalankan invensi tersebut untuk memproduksi hasil invensi tersebut sehingga pada tahap itu dapat mendatangkan suatu keuntungan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung kepada masing-masing pihak. 
Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh intansi pemerintah dan inventor dengan pihak ketiga dilakukan dengan cara pemberian Izin Lisensi dari pihak instansi pemerintah kepada pihak ketiga, sesuai dengan bunyi Pasal 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.
Selanjutnya pada Ayat 4 diatur mengenai pembagian royalti yang dihasilkan dari sebuah inovasi antar pihak ke tiga, instansi pemerintah dan inventor. Pada tahap ini lah seorang inventor mendapat kompensasi dari hasil jerih payahnya dalam menghasilkan invensi. Pada tahap inilah sistem remunerasi bekerja, dimana penghargaan akan diberikan pada inventor setelah jasanya berupa inovasi tersebut sudah memberikan income kembali baik kepada pihak ketiga. 
Setelah mendapatkan income, sebagai kembalian dari manafaat ekonomi yang dihasilkan dari inovasi tersebut kepada pihak ketiga,  maka pihak ketiga tersebut berkewajiban membayar sebuah royalti sesuai dengan besaran yang disetujui dalam perjanjian lisensi antar pihak ketiga dan pihak instansi dan inventor. Dari royalti tersebutlah pihak instansi akan memberikan kompensasi kepada Inventor yang menghasilkan inovasi tersebut.
Selanjutanya Pada Ayat 5 dan 6 yang berbunyi :
“(5) Ketentuan sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dalam sertifikat Paten; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintah di bidang keuangan.”
Pengaturan ayat 5 mengatur mengenai hak moral yang dimiliki dan melekat pada seorang Inventor. Dimana walaupun seorang inventor tersebut sudah diberikan hak ekonominya dari invensi tersebut tidak membuat hak moral sebagai penemu menghilang. Sesuai dengan pemikiran John Lock bahwa seseorang secara alamiah memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkan. Sehingga menjadi hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karya tersebut.​[131]​
Pengaturan ayat 6 mengatakan terdapat peraturan menteri yang dijadikan acuan dalam penjalanan ayat 2 dalam pemberian imbalan atau kompensasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 yang dijadikan para Instansi Pemerintah untuk memberikan besaran kompensasi kepada inventor. Tidak seperti employee invention pada perusahaan pada Pasal12 ayat 4 yang besaran kompensasi di tentukan oleh kesepakatan, sedangkan Inventor ASN sudah mengetahui berapa besaran yang akan mereka dapat dari nilai kumulatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perhitungan tersebut di suratkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015.
Pemaparan pengaturan employee invention dari Undang-undang No 14 Tahun 2001 dan Undang-undang No 13 tahun 2016 bisa kita buat perbangdingan tentang pengaturan, antara lain:
Tabel 5
N0. 	Pembanding 	Undang-undang  No 14 Tahun 2001	Undang-undang No 13 tahun 2016
	Subyek Paten Employee invention	Tidak ada perbedaan antara Karyawan Perusahaan dengan Karyawan Aparatur Sipil Negara	Ada perbedaan antar Karyawan Perusahaan Pasal 12 dan Karyawan Aparatur Sipil Negara Pasal 13
2.	Status Kepemilikan	Langsung Pada Pemberi pekerjaan	Ada pembagian :-apabila Employee invention pada perusahaan maka kepemilikan pada Pemberi pekerjaan -sedangkan bagi Inventor ASN pemegang hak paten adalah negara dan inventor
3.	Kompensasi	berdasarkan :a. jumlah terntentu b. presentasec. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah dan bonusd.bentuk lain yang disepakati para pihakbesaran masing-masing bentuk kompensasi berdasarkan ketentuan para pihak	Untuk Inventor ASN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan Inventor Perusahaan tetap berdasarkan :a. jumlah terntentu b. presentasec. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah dan bonusd.bentuk lain yang disepakati para pihakbesaran masing-masing bentuk kompensasi berdasarkan ketentuan para pihak
4.	Upaya Hukum	Dibukanya upaya hukum, sesuai dengan bunyi ayat 5 Pasal 12 apabila terjadi ketidak sesuaian.	Hanya membuka upaya hukum bagi Inventor Perusahaan saja, sedangkan untuk Inventor ASN sifatnya sudah Final Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015

2.2.	Analisis Pelaksanaan Perlindungan employee invention pada Instansi Pemerintah (Pasal 13 Undang-undang No 13 tahun 2016 Tentang Paten)
Pada pengaturan employee invention yang terbaru pada undang-undang Paten kita terdapat perbedaan dengan pengaturan employee invention yang terdahulu yaitu adanya pemisahan subyek employee invention. Dimana dibedakan antara Inventor perusahaan dengan Inventor ASN. Dengan adanya pembedaan subyek employee invention ini memberikan kejelasan pengaturan yang lebih baik, sehingga diharapkan hak-hak seorang Inventor yang terikat dalam hubungan kerja menjadi lebih terakomodir.
Pengaturan Pasal 13  Undang-undang No 13 tahun 2016 Tentang Paten masih merupakan pengaturan yang terhitung baru. Pada pasal 13 ini juga merupakan pengharapan baru bagi para Inventor ASN untuk bisa memperoleh hak mereka tetapi sejalannya pelaksanaanya dilapangan, ternyata masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya. Kelemahan pada Pasal 13 Undang-undang No 13 tahun 2016 yang di dapatkan dari tinjauan lapangan antara lain:
a.	Status Kepemilikan (Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2016)
Pada pengaturan employee invention yang terbaru pada undang-undang paten kita terdapat hal penting yang mulai diatur pengaturannya pada Pasal 13 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu mengenai pemegang hak paten pada ayat 1. Pada Pasal 12 employee invention  pada perusahaan status pemegang paten invensi menjadi milik perusahaan secara langsung, pada Pasal 13 ayat mengatakan bahwa pemegang hak merupakan intansi dan inventor. 
Pemegang paten menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No 13 tahun 2016 tentang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.
Tetapi bila kita tinjau ulang pemberlakuan Pasal 13 ayat 1 pada instansi pemerintah. Sesuai dengan pengertian inventor pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 13 tahun 2016 adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Tetapi bila kita kaitkan dengan seorang inventor yang terikat dengan hubungan kerja maka, yang merupakan inventor baik secara individu maupun kelompok, adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). 
Karena pada prakteknya para Inventor ASN ada dibawah tanggung jawab Balitbang masing-masing instansi pemerintah. Sedangkan Balitbang pada setiap masing- masing instansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari susunan organisasi pada suatu instansi pemerintah. Sehingga dengan kata lain kepemilikan invensi pada instansi pemerintah merupakan milik negara. 
Alasan lain yang menguatkan status kepemilikan suatu invensi yang dihasilkan Inventor ASN menjadi milik negara adalah segala proses yang ditempuh dan dilakukan untuk terlahirnya suatu invensi semua menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala hal yang dihasilkan menggunakan APBN merupakan aset negara. Dari fakta tersebut pada pelaksanaan di setiap instansi sebenarnya inventor sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap invensi mereka semenjak invesi tersebut diserahkan pada Balitbang untuk dilakukan proses pendaftaran hak paten.
Kepemilikan hak dari suatu invensi sudah menjadi isu yang sering diperdebatkan pada kasus employee invention. Upaya-upaya perlindungan mengenai masalah hak milik intelektual secara formal telah dilakukan sejak akhir abad ke 19. Melalui perjanjian-penjanjian secara kuantitatif yang didalamnya memuat mengenai perlindungan hak milik perindustrian (Industrial Property Rights) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta.​[132]​
Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan di bidang apapun akan tidak memilki motivasi, sehingga diperlukannya suatu jaminan perlindungan hukum yang dalam penerapnnya mengakomodir hak kepemilikan setiap inventor sehingga agar sehingga bisa menimbulkan motivasi baru terhadap pengembangan teknologi.
Hak kepemilikan terhadap suatu employee invention sangat diakui dan dilaksanakan dengan baik pada Negara Amerika. Pada negara Amerika seorang Inventor yang terikat dalam hubungan kerja memiliki dua kemungkinan yaitu; Pertama bila seseorang dipekerjakan hanya untuk penemuan, wajar bila majikan menahan kepemilikan penuh penemuan yang dipatenkan itu, Kedua, di sisi lain seorang pegawai atau pekerja dapat diberikan kepemilikan penuh atas suatu penemuan tersebut apabila penemuan tersebut tidak terkait dengan tugas dari inventor tersebut.​[133]​
Kedua kemungkinan tersebut merupakan doktrin Shop Rights, yaitu pemberi pekerjaan mempunyai hak atas suatu invensi tetapi tidak sepenuhnya menghapus hak inventor. Ini berarti bahwa pemberi pekerjaan bisa menggunakan invensi itu , tetapi tidak bisa memberikan ijin kepada orang lain. Pada doktrin Shop Rights juga memberikan hak untuk pekerja menggunakan invensi dan tidak memberikan lisensi dan tidak memberikan lisensi kepada orang lain dalam hal ini kedua belah pihak (baik pekerja maupun pemberi pekerja), diperbolehkan untuk menggunakan  atau mempraktekkan invensinya.
Putusan kasus USA vs Dubilier Consedenser Corp. 289 U.S. 178,188,17 USPQ 154 dan 158 Tahun 1960, batasan doktrin shop right di definisikan sebagai berikut ​[134]​:
Bila seorang pekerja (1) selama jam kerjanya (2) bekerja dengan menggunakan bahan dan peralatan pemberi pekerja (3) menyusun dan (4) menyempurnakan suatu invensi dimana ia mendapatkan paten ia harus memberikan hak non ekslusif kepada pemberi pekerja untuk menggunakan atau mempraktekkan invensi tersebut.
Menurut undang-undang paten di Amerika, semua invensi adalah milik inventor yaitu orang aslinya inventor tetap menjadi pemiliknya kecuali ada suatu alasan tertentu sehingga invesi itu menjadi milik pihak lain. Salah satu alasan, umum suatu kepemilikan invensi berpindah tangan adalah karena penjualan paten. Inventor mungkin saja juga mengadakan perjanjian dengan pengusaha atas invensi dimasa yang akan datang sebagai imbalan atas gaji atau upah. Dengan perjanjian tertulis, pekerja cenderung bekerjasama dan menandatangani perjanjian yang diperlukan. 
Doktrin shop right  juga dijelaskan oleh Edward, Glen dan Christine, lebih jelas yang dimaksud dengan doktrin shop right adalah hak pemberi pekerja untuk mendapatkan lisensi non-eklusif tanpa berkewajiban membayar royalti kepada inventor atas invensi yang dihasilkan dalam kondisi:​[135]​ 
1)	Tidak adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya
2)	Tidak adanya perjanjian atau kesepakatan yang menyatakan bahwa karyawan dipekerjakan untuk menghasilkan invensi
3)	Tidak adanya tugas khusus yang harus dilakukan karyawan dalam rangka menghasilkan suatu invensi.  
Selain doktrin shop right dikenal juga doktrin hired to invent yang sangat dikenal dalam lingkup employee invention. Doktrin hired to invent memiliki arti bahwa pemberi pekerja yang telah memperkerjakan seorang tenaga kerja dengan tujuan khusus untuk menghasilkan invensi, maka pemberi pekerja sepenuhnya berhak atas hak paten invensi yang dihasilkan. Logika pembernaran yang digunakan pada doktrin ini adalah karena tenaga kerja telah setuju dengan hal tersebut dan tenaga kerja juga telah mendapatkan gaji yang sesuai untuk mengkompensasikan hal tersebut.​[136]​
Uraian diatas, jika kita menghubungakan dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan dalam bunyi pasalnya bahwa pemegang paten adalah instansi pemerintah dan inventor tetapi pemberlakuannya bertolak belakang dengan dari bunyi ketentuan tersebut. Apabila pada hukum Amerika melalui doktrin Shop Rights memperbolehkan masing-masing pihak baik pekerja maupun pemberi pekerja menjalankan praktek terhadap invensi tersebut. Maka ketentuan tersebut tidak berlaku pada undang-undang paten milik Indonesia. 
Hal tersebut bertolak belakang dengan pengaturan di Indonesia, dimana sesuai dengan bunyi ayat 3 Pasal 13 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi:
“Dalam, hal ini instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga”.

Dapat kita simpulkan dari bunyi ayat tersebut pemberi pekerja lah  yang memilki hak untuk mmberikan ijin kepada Inventor untuk melakukan hubungan hukum dalam pelaksanaan paten dengan pihak ketiga.
Selain ayat 3 yang menyatakan bahwa sebenarnya kepemilikan dari suatu invensi tersebut bukalah pada instansi pemerintah dan inventor melainkan hanya pada instansi pemerintah, yaitu pada ayat 2 yang membahas mengenai komesialisasi hasil invensi. Bila kita membicarakan mengenai komesialisasi hasil invensi pada penemuan instansi pemerintah maka kita akan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 pada Pasal 3 huruf yang mengatur mengenai syarat komersialisasi, dinyatakan salah satu syarat komersialisasi adalah “Invensi tersebut telah diatas namakan milik negara”. Sehingga bunyi Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dari bunyinya seakan memberikan kepemilikan pada seorang inventor, dalam pelaksanaanya berjalan secara bertolak belakang menjahui ketentuan. 
Kenyataan praktek status kepemilikan terhadap hasil invensi tersebut tetap akan menjadi milik negara dan akan menjadi aset negara. Karena invensi tersebut tercipta berasalkan biaya APBN sehingga bila tercipta suatu hasil invensi akan jadi aset negara, maka dalam pelaksaan patennya apabila instansi pemerintah tidak mampu melaksanakan patennya dan mengharuskan melibatkan pihak ketiga maka hubungan tersebut haruslah menggunakan dengan perjanjian lisensi dan tidak boleh diperjualbelikan.
Sistem kepemilikan seperti inilah yang membuat dibuatnya suatu produk hukum yang menjamin seorang Inventor ASN bisa ikut menikmati hak ekonomi dari invensi tersebut dengan mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan mafaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut, melaui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015. Selain itu seorang inventor tidak akan pernah kehilangan hak moralnya sebagai seorang pencipta terhadap invensinya sesuai bunyi Ayat 5 yaitu :
“(5) Ketentuan sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dalam sertifikat Paten” Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya terdapat 2 (dua) sumber hukum yaitu sumber hukum di Amerika Serikat dengan Yurisprudensi dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat perbedaan:
a)	Di Amerika Serikat, pada dasarnya semua invensi adalah milik inventor, walaupun mereka diikat dalam perjanjian kerja namun jika kepemilikannya tidak jelas, dapat saja pekerja akan menuntut kepemilikan dasarnya
b)	Di Indonesia, kepemilikan invensi secara serta merta dari pihak yang memberikan pekerjaan, walupun dalam undang-undang dikatakan sebagai menjadi milik Instansi dan Inventor.
b.	Tidak diberikannya kesempatan upaya hukum terhadap Inventor ASN apabila ada ketidakadilan pada pemberian imbalan
Di Amerika Serikat apabila terjadi suatu sengketa atau perselisihan tentang hak antara pekerja dengan pengusaha dalam penemuan invensinya, maka yurisprudensi akan dipakai sebagai pedoman utamanya. Sementara hukum positif kita tidak diaturnya suatu upaya hukum untuk menuntut apabila terjadinya ketidak adilan dalam pemberian Imbalan.
Sedangkan hukum positif Indonesia hanya mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh inventor perusahaan Pasal 12 Ayat 5, sedangkan untuk Inventor ASN tidak ada pengaturan pada Pasal 13 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Walaupun di Indonesia memiliki beberapa perundang-undang mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Peneliti sekaligus Inventor antara laian :
a)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
b)	Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
c)	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sitem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS P3 IPTEK)
d)	Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
e)	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan pengelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Tidak ada dari salah satu dari bunyi pasal dari salah satu undang-undang ini tentang upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh seorang Inventor ASN apabila salah satu pihak tidak melakukan hal sesuai dengan ketentuan yang dapat merugikan salah satu pihak.
Melalui permasalah ini peneliti mencari penyebab kelemahan tersebut melalui penelitian dan wawancara terhadap Direktorat Dirjen HKI selaku salah satu pihak yang mengolah untuk terlahirnya Undang-udang Paten terbaru. Pihak Direktorat Dirjen HKI tidak adanya klasula atau ketentuan mengenai upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Inventor ASN apabila terjadi ketidakadilan hal tersebut dikarenakan putusan mengenai kompensasi yang disuratkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 merupakan putusan akhir.
Sehingga besaran yang sudah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak dibuka lagi untuk negoisasi dan Inventor ASN harus tunduk dengan segala ketentuan yang diatur pada PerMenKeu tersebut. Selain alasan putusan Permenkeu tersebut bersifat final, terdapat hal lain yaitu pertimbangan bahwa Inventor ASN  dinilai telah mendapat gaji,fasilitas dan pembiayaan terhadap proyek dari negara sehingga tidak perlu adanya penambahan sarana. Karena Peraturan Menteri Keuangan tersebut bersifat final diharapkan para Instansi menjalankan ketentuan tersebut dengan seharusnya.​[137]​ 
Dari pertimbangan tersebut, upaya yang bisa dilakukan oleh Inventor ASN bilamana terjadi suatu ketidakadilan, dimana inventor menghasilkan invensi tetapi tidak mendapatkan sesuai dengan keputusan menteri tersebut maka Inventor ASN bisa melakukan upaya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana setiap instansi akan membuat peraturan internal untuk masing-masing instansi untuk dijadikan standar operasional. Dimana peraturan setiap intansi tersebut yang sudah disesuaikan dengan kemampuan setiap intansi. Sehingga apabila trjadi ketidakadilan gugtan PTUN akan ditujukan untuk menggugat peraturan setiap intansi, sehingga hukum administrasi yang berlaku.
c.	Tidak adanya pengaturan perlindungan employee invention terhadap inovasi yang di ciptakan oleh Riset Kolaborasi.  
Kemajuan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting karena memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan di bidang ekonomi. Salah satu penilaian dari daya saing adalah pilar inovasi, dan inovasi sebagian besar dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Invensi yang yang ditemukan kerjamasa antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian instansi pemerintah maupun umum, biasa disebut dengan riset kolaborasi.  
Institusi tersebut mempunyai peranan penting sebagai sumber penghasil Hak Kekekayaan Intelektual, terutama paten, melalui beberapa pelaksanaan penelitian. Sehingga sudah seharusnya perlindungan terhap hak-hak Inventor tersebut sangat diperhatikan, baik Inventor ASN yang bekerja pada instansi perintah maupun pada perguruan tinggi.
Praktik di Indonesia seperti data yang diuraikan pada latar belakang. Secara kuantitatif permohonan paten yang berasal dari dalam negeri berada dalam jumlah yang jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon paten dari luar negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan orang Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang berhak mendapat hak paten belum dalam angka yang menggembirakan.​[138]​ 
Kenyataan tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh pada Dirjen HKI cq Direktorat Paten, di mana jumlah permohonan paten termasuk permohonan Dalam Negeri serta jumlah pilikasi asing sebagai berikut:
1)	Permohonan dalam negeri tahun 2012 tercatat 437, pada tahun 2015 meningkat menjadi 601 permohonan.
2)	Sementara jumlah aplikasi asing tahun 2012 tercatat 4.145, tahun 2015 tercatat 5.035, tahun 2015 tercatat 5.432 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.121 Permohonan Asing.​[139]​ 
Jumlah permohonan paten tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah aplikasi asing jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemohon dalam negeri. Jumlah paten dalam negeri yang didaftarkan tersebut tidak sebanding sebagai bangsa yang berpenduduk keempat tersebar di dunia. Data tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia terlihat kurang produktif jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada perguruan tinggi, Hak Kekayaan Intelektual belum dikembangkan secara optimal. Fakta menunjukkan bahwa perolehan Hak Kekayaan Intelektual (khususnya paten) masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah dosen yang ada.​[140]​
Kurang produktifnya para penelitian Indonesia menunjukkan bahwa motivasi penelitian sekaligus inventor dalam negeri masih rendah. Rendahnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan bangsa Indonesia dikarenakan berbagai faktor, antara lain karena budaya masyarakat Indonesia terkadang belum menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu private right yang diperlu dilindungi oleh hukum, tetapi justru menganggapnya sebagai public right.​[141]​ Selain masalah kesadaran terdapat masalah lain yaitu pemberian kompensasi dari inovasi yang berhasil komersial. Dimana karena pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 merupakan aturan pemeberian kompensasi yang dibuat untuk diperuntukan Inventor ASN, maka para Inventor dari perguruan tinggi yang statusnya bukan ASN haknya tidak secara formal terakomodir dengan adanya PermMenKeu ini. 
Ada beberapa kemungkinan mengapa pendaftaran paten dalam negeri sangat rendah apabila dibandingkan dengan paten asing. Pertama, menunjukkan rendahnya sumber daya manusia yang miliki karena umumnya paten banyak dihasilkan oleh negara-negara yang kualitas sumber daya manusia tinggi. Kedua, mungkin karena ketidaktahuan artinya banyak diantara para penelitian dalam negeri yang punya potensi melahirkan paten tetapi tidak mendaftarkannya sehingga tidak terpantau. Tidak terdaftarkan sebuah invensi oleh inventornya mungkin karena ketidaktahuan atau karena pertimbangan ekonomis.
Dibandingkan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual  lainnya, biaya pendaftaran paten memang paling tinggi, baik untuk pendaftaran paten dan pendafataran paten sederhana. Ditambah lagi dengan biaya tahunan pemeliharaan paten. Seseorang peneliti pasti akan berhitung untung ruginya apabila akan mendaftarkan invensinya. Apabila hasil invensinya kemudian tersebut dipatenkan dan dilaksanakan dalam proses industri, apakah mengutungkan atau tidak mengingat besarnya biaya pemeliharaan paten yang harus dibayar setiap tahun.
Sehingga karena hal tersebut diperlukannya upaya untuk menggairahkan para peneliti untuk melakukan inovasi antara lain perlu adanya lembaga yang berperan sebagai pintu masuk untuk menghubungkan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi dengan industri. Upaya tersebut dapat diletakkan pada keberadaan sentra-sentra Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat pada setiap badan lembaga yang melaksanakan penelitian dan pengembangan maupun pada setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.
Konsep triple helix, atau sinergi pemerintah, akdemisi dan industri untuk mendorong pemanfaatan riset belum berjalan maksimal. Kondisi ini terjadi karena komitmen pemerintah sebagai penentu kebijakan belum berpihak pada kemajuan riset pada perguruan tinggi. Sehingga pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi pada perguruan tinggi.
Pada Negara Jerman dan Jepang merupakan contoh negara yang sudah memiliki sitem pengharagaan nasional terhadap orang berjasa terhadap perkembangan teknologi atau ilmiah, dengan mereka membuat prestasi besar dalam riset dan mendukung promosi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana pengharaan tersebut berupa royalti tehadap hak ekonomi dan mendali penghargaan untuk hak moral.​[142]​
2.3.	Kebijakan Perlindungan Employee invention atau  Penemuan Karyawan pada Undang-undang Paten di Beberapa Negara
Jumlah paten yang diajukan pada suatu negara dapat digunakan sebagai alat indikasi kemajuan suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat daftar negara dengan jumlah pendaftaran paten terbanyak yang ditempati oleh negara-negara maju. Urutan pertama pendaftaaran Paten terbanyak ditempati oleh Negara China, Amerika Serikat, Jepang Korea Selatan dan German.​[143]​ 
Jumlah pendaftaran paten juga dapat merefleksikan hasil dari kebijakan pemerintah di bidang Inovasi dimana di dalmnya termasuk mengenai employee invention. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian oleh WIPO mengenai 100 subjek pendaftaran paten terbanyak itu di tempati oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang mayoritas berasal dari Jepang dan Korea Selatan.
Fakta tersebut membuktikan bahwa employee invention sangat penting pada era sekarang ini, sehingga pengaturan mengenai employee invention layak untuk dilakukan dengan hati-hati, menyeluruh dan dapat melindungi hak-hak dari semua pihak. Pengaturan yang memadai ini juga akan berakibat pada semakin terdorongnya motivasi para inventor dalam hubungan kerja baik pada perusahaan maupun ASN untuk terus menerus mengembangkan karyanya di bidang teknologi berikut beberapa negara dengan pengaturan employee invention yang dinilai sudah memadai.
a.	German
German merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan mengenai employee invention pertama di dunia. Pada awalnya employee invention dimulai dikenal di tahun 1942, Herman Goring dan Albert Speer (Goring-speer-verordnung), dua orang Menteri di Pemerintahan Negara German yang bertanggung jawab untuk peningkatan output industri di German dalam hungannya denga perang duni ke II pada saat itu. tujuan dari Goring-speer-verordnung adalah untuk mendorong para penemu atau inventor untuk tidak hanya menemukan sebuah invensi tetapi juga memberikan pemberitahuan (notify) kepada employer atau pemberi pekerja yang memperkerjakan penemu tentang penemuanya tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar pemberi pekerja atau employer dapat menggunakan penemuan tersebut, kemungkinan dalam hubunganya dengan keinginan German untuk memenangkan perang pada saat itu.​[144]​  pada awalnya pengaturan mengenai employee invention ini masih diatur bersama dengan undang-undang paten German, namun semenjak tahun 1957 yaitu dengan dikeluarknnya undang-undang tentang Employee invention yang ada dalam bahasa German disebut  “Arbeitnehmererfindergeset”​[145]​
Dalam sistem hukum  employee invention  German yang dimaksud dengan  employee adalah seseorang yang dipekerjakan oleh employeer atau majikanya berdasarkan undang-undang kepada pekerja yang memegang jabatan atau posisi dalam perusahaan yang hampir sama dengan posisi pimpinan atau pemeilik perusahaan atau merupakan perwakilan perusahaan, seperti direktur eksekutif​[146]​ 
German melalui Undang-undang employee invention-nya dalam kategori service ivention menyebutkan bahwa kewajiban employee pada saat melakukan penelitian invensinya adalah memberikan laporan secara berkala kepada employer sesuai dengan ketentuan yang mereka perjanjikan dalam employee agrement. Bilamana ia telah menyelesaikan invesinya tesebut maka ia harus segera memenuhi semua kewajibannya kepada employer yaitu melaporkan kepada employer sesegera mungkin bahwa dia telah menyelesaikan invensinya dalam bentuk tulisan.​[147]​ Laporan yang berisi tentang informasi mengenai kontribusi dari co- invento,kontribusi dan pengetahuan milik perusahaan dalam invensi tersebut dan juga informasi yang memadai kepada employer mengenai invensi apa yang telah ditemukan oleh employee. Pada saat itu invensi tersebut statusnya masih merupakan milik dari employee,belum menjadi milik employer​[148]​
Dalam kategori free invention atau apabila inventor menganggap dan meyakini bahwa invensi yang dilakukannya adalah  free invention, employee harus tetap melaporkannya kepada employer bahwa ia telah menemukan sebuah invensi sebagai etika yang sewajarnya dilakukan. Hal ini juga dimaksudkan agar employeer dapat memeriksa dan mempertimbangkan apakah benar invensi yang dilakukan oleh employee adalah benar merupakan free invention. Laporan kepada employer tersebut tidak diperlukan apabila invensi yang ditemukan tidak berhubungan dengan bisnis yang dijalankan oleh employer.​[149]​
 Berdasarkan undang-undang employee invention German bagi employer yang ingin mendapatkan hak paten atas invensi pegawainya terdapat prosedur yang harus dilalui pemberi pekerja. Employer harus memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada employee perihal klaim yang dilakukan terhadap invesi tersebut dan harus menginformasikan apakah klaim yang dilakukan adalah klaim yang seluruhnya atau hanya beberapa bagian saja dari invensi.
b.	Jepang
Jepang merupakan salah satu negara yang terdepan teknologinya, meskipun tidak mengatur mengenai  employee  invention dalam undang-undang tersendiri. Berdasarkan Undang- Undang Paten Jepang, employee invention didefinisikan sebagai invensi yang berdasarkan kondisi berikut  ini:​[150]​
1)	Sebuah invensi yang karena alasan tertentu pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup bisnis dari pemberi kerja (employer).
2)	Sebuah peraturan atau peraturan-peraturan yang menyebabkan suatu  invensi  tersebut  merupakan  bagian  dari  invensi      yang sekarang atau yang sebelumnya yang merupakan tugas pegawai (employee) yang dilakukan mewakili pemberi  kerja.
Jepang pada tahun 2015 melakukan perubahan dalam pengaturan employee invention pada undang-undang paten jepang. Pengaturan  employee invention terdahulu Jepang memiliki konsep employer berhak mendapatkan lisensi non-eksklusif atas invensi yang dihasilkan oleh employee, yang mana invensi tersebut memenuhi kriteria seperti; masuk dalam ruang lingkup bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, merupakan  bagian  dari  tugas  employee  dan  dilakukan  atas   nama perusahaan.​[151]​ Adapun  hak  paten  atas  invensi  tersebut  jatuh kepada tangan employee tetapi employer berhak mendapatkan lisensi non-eksklusif tanpa perlu membayarkan kompensasi kepada  employee.
Prakteknya konsep ini menimbulkan dampak yang signifikan, karena banyak terjadi tuntutan-tuntutan kepengadilan karena kompensasi yang tidak memuaskan yang di bayarkan perusahaan oleh inventor, sehingga harus dituntut melalui pengadilan. Putusan pengadilan yang dihasilkan sering berpihak kepada inventor, yang menimbulkan akibat perusahaan harus membayar tatutan kompensasi yang begitu besar kepada karyawan. 
Kondisi seperti ini sangat meresahkan bagi kalangan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar. Oleh sebab itu para pengusaha mengajukan semacam judicial review. Diharapkan bisa dilakukan suatu kajian terhadap pengaturan mengenai employee invention yang diatur dalam perundangan paten jepang saat itu. Para pengusaha menginginkan peraturan employee invention yang dianut oleh berbagai negara yang menganut hired to invent atau kepemilikan invensi terhadap pemeberi pekerja, sedangkan karyawan berhak suatu kompensasi.
Penggunaan doktrin yang diterapkan oleh negara lain tersebut diharapkan timbul suatu keadaan yang seimbang antara pemberi pekerja dan karyawan. Keinginan keadaan seimbang tersebut tidak lepas dari banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk terlahirnya suatu invensi, sehingga konsep tersebut bisa memunculkan kondisi benefit sharing atau kepemilikan bersama.
Untuk mewujudkan keadaan tersebut Jepang mengeluarkan undang-undang paten yang baru dimana di dalam ketentuan undang-undang baru tersebut mengatur bahwa perusahaan punya hak untuk memperoleh hak paten dari karyawan yang menjadi penemu teknologi atau inventor. Sedangkan karyawan yang menghasilkan penemuan berhak mendapat kompensasi atas penemuannya tersebut, asalkan sesuai dengan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Selain peraturan ini memberikan kesempatan besar pada perusahaan dalam memiliki hasil invensi dari keryawan dalam undang-undang paten baru juga memberikan klasula yang melindungi karyawan, dengan memberi pengaturan bahwa perusahaan harus membuat sistem agar penemu teknologi boleh menolak tawaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan.
c.	China 
Negara Tiongkok (China) misalnya hanya mengenal istilah service invention dan tidak menyebutkan istilah employee atau pekerja.​[152]​ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Paten Tiongkok, service invention adalah invensi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai/pekerja, atau dengan menggunakan materi/bahan/sarana dan kondisi teknik dari pemberi kerja.​[153]​ Apabila inventor atau penemu berada dalam perjanjian employment invention, pemilik dari Hak Paten adalah si  pemberi kerja atau employer.
C.	Peran Balitbang Dalam Proses Komersialisasi Employee invention
Peran balitbang pada Instansi pemerintah memegang peran sangat penting, melalui Litbang suatu invensi bisa mendapat perlindunga Hak Kekayaan Intelektual dan Litbang juga melakukan usaha untuk membuat invensi tersebut bisa di prosuksi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. 
3.1. Peran Balitbang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Komersialisasi Employee invention
a. Proses Terbentuknya suatu Invensi 
Pelaksaan suatu invensi pada Litbang di mulai dari Inventor dari setiap sekertaris badan yang terdiri dari : 
1)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan; 
2)	Pusat Penelitian dan Pengembangan sumberdaya Laut dan Pesisir; 
3)	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya,
4)	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan da Perikanan 
Tersebut melakukan pembentukan tim penelitian yang setiap kelompok penelitian bisa terdiri dari 4-5 orang dengan salah satu dipilih untuk menjadi ketua kelompok. Pemilihan ketua kelompok menurut kebiasaan berdasarkan golongan ASN atau sepak terjang inventor tersebut. Setelah terbentuk beberapa tim peneliti dari setiap sekertaris badan, mereka melakukan penyeleksian kembali dengan cara setiap kelompok penelitian mempresentasikan tentang rencana penelitian dan invensi yang akan di buat. Sehingga terpilih 1 (satu) proposal penelitian yang dipandang memiliki nilai ekonomis apabila di daftarakan menjadi Hak Paten.
b.	Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Pendaftaran HKI dilakukan terhadap teknologi yang berpotensi untuk komersialisasi. Dimana teknologi  yang telah dianggap lolos disaring oleh Sentra HKI Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selanjutanya oleh Sentra HKI KKP didaftarakan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual. Pada saat pendaftaran perwakilan dari Sentra HKI KKP dengan salah satu anggota tim peneliti melakukan pendaftaran. Salah seorang anggota tim peneliti tersebut ikut mendampingi perwakilan  Sentra HKI KKP dalam mengikuti proses, guna pihak yang akan melakukan presentasi di hadapan tim penyeleksi dari Dirjen Kekayaan Intelektual.
c.	Proses Mencari Calon Pihak Ketiga
Setelah suatu temuan lolos dari pendaftaran paten dan mendapat hak peten, maka teknologi tersebut perlu dikomersialisasikan agar bisa mendatangkan keuntungan baik bagi Sentra HKI KKP maupun untuk inventor. Karena kebutuhan tersebut maka dibutuhkanya pihak ketiga, yaitu biasanya adalah pihak swasta yang mau melakukan kerjasama dengan pihak Sentra HKI KKP. 
Suatu proses komersialisasi biasanya dibuka dengan pihak Sentra HKI KKP melakukan “sonding” dengan perusahaan-perusahaan yang biasanya merupakan pihak yang selalu melakukan kerjasama dengan Sentra HKI KKP. Bagi para perusahaan swasta yang ingin melakukan kerjasam biasanya para perusahaan akan mengajukan permohonan dalam surat tertulis kepada Kepala Sentra HKI KKP. Dari peromohonan tersebut dilakukan seleksi untuk mendapatkan perusahaan mana yang memenuhi persyaratan pelaksanaan hak paten tersebut.
d.	Proses Mediasi
Calon perusahaan yang lolos seleksi, oleh Sentra HKI KKP akan melakukan perundingan mengenai kesepakatan kerjasama yang pada nanti di suratkan pada perjanjian lisensi. Disini para pihak yaitu pihak ketiga dengan perwakilan dari Sentra HKI KKP, bukan dengan inventor.
e.	Proses Pembiayaan 
Pembiayaan yang timbul mulai dari proses pendaftaran hak paten hingga proses komersialisasi semuanya di tanggung oleh pihak Sentra HKI KKP.
f.	Inovasi yang tidak berhasil komersialisasi
Pada inovasi yang yang sudah mendapatkan Sertifikat Hak Paten tetapi tidak berhasil dalam proses komersialisasi, keadaan  tersebut bisa terjadi karena tidak adanya perusahaan yang merasa tertarik untuk melakukan kerjasama untuk memproduksi teknologi tersebut. Maka para inventor dari teknologi tersebut apabila penemuan tersebut berbentuk formula, maka akan memproduksi sendiri dalam sekala kecil untuk menjual hasil dari Invasi tersebut. Tindakan tersebut diperbolehkan, selama masih seizin oleh Sentra HKI KKP dan selama yang diperjual belikan bukanlah masterpiece dari penemuan tersebut. 
3.2. Peran Balitbang pada Kementerian Pertanian dalam Komersialisasi Employee invention
a.	Proses Terbentuknya Suatu Inovasi
 Pada Kementerian Pertanian terdapat banyak jalur untuk terciptanya suatu inovasi antara laian:
1)	Secara Individu, jalur individu ini biasanya seorang Inventor secara perorangan membuat suatu proposal, yang biasanya berangkat dari permasalahan yang timbul di lapanagan, misalnya seorang Inventor berada pada suatu komunitas yang terdapat varietas tanamanya terjangkit penyakit tertentu, kemudian inventor tersebut mempunyai keinginan membuat varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit hama tersebut.
2)	Jalur Konsorsium, jalur ini melibatkan beberapa kantor. Beberapa kantor maksudnya adanya kesepakatan antara peneliti dari peternakan dengan peneliti perkebunan atau bisa antara peneliti pertanian dan perternakan, yang dalam pokok pembahasannya sepakat untuk membuat tim bersama-sama untuk membuat suatu project dan melakukan riset yang untuk hasilnya bisa dipantenkan oleh salah satu pihak atau lainnya dilihat dari besaran pengeluaran biaya penelitian
3)	Jalur Riset Kolaborasi, Jalur ini yaitu Riset yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi. Jalur kolaborasi ini dibawahi oleh tim tersendiri yaitu KKP3N (Kerjasama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional). Tujuan dan sasaran KKP3N adalah
a)	Tujuan
(1)	Membangun dan memperkuat jaringan kemitraan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dengan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian nasional lainnya Menghasilkan advanced-technologies pertanian melalui pemanfaatan sumberdaya penelitian pertanian nasional secara sinergis
(2)	Berkontribusi untuk kemajuan iptek nasional
b)	Sasaran
Teknologi hasil litbang (invensi) dari skema KKP3N diharapkan dapat melengkapi inovasi teknologi dari kegiatan penelitian in-house UK/UPT Badan Litbang Pertanian guna menjawab kebutuhan riil teknologi di lapangan dan mempercepat pencapaian program strategis pembangunan pertanian nasional.
b.	Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Proses pendaftaran dimulai dengan mekanisme pengalihan teknologi dari Inventor kepada Satuan Kerja lalu kepada Badan Litbang. Pendaftaran HKI dilakukan melalui satu pintu yaitu Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian sebagai kuasa pendafataran HKI berdasarakan Keputusan Kepala Balitbangtan No. 54 tahun 2013 untuk pendafataran HKI dan No. 160 Tahun 2013 untuk pendaftaran Galur tanam. Pendaftaran HKI dilakukan terhadap teknologi yang berpotensi untuk dikomersialkan. Perlindungan HKI diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melisensikan dan menghindari penyalahguanaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Persiapan untuk melakukan pendaftaran HKI disajikan oleh Balai PATP dalam buku petunjuk pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2013.
c.	Proses Promosi
Hasil penelitian yang sudah didaftarkan HKI dan memenuhi kelayakan teknis untuk dikomersialkan kemudian dipromosikan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, melalui publikasi ( misalnya Buku Teknologi Invatif Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), forum temu bisnis (misalnya Round Table Agroinovasi), dan komunikasi bisnis (misalnya promosi door to door keperusahaan sesuai dengan klaster teknologinya). Dari hasil kegiatan promosi tersebut selanjutnya dilakukan penjaringan mitra yang berminat, baik secara langsung pada waktu promosi maupun secara tidak langsung setelah dilakukan promosi.
d.	Proses Seleksi Calon Mitra 
Mitra yang berminat melisensi dapat mengajukan permohonan dalam bentuk surat minat kepada Kepala Balibangtang tentang teknologi yang dinikmati dengan melampirkan Company Profile, Akat pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP dan data fasilitas pendukung pengembangan teknologi yang dilisensi. setelah memperoleh disposisi dari Kepala Balitbatangtan, maka dilakukan seleksi terhadap calon mitra kerjasama dengan cara  presentasi oleh calon mitra mengenai bidang usahanya, alasan untuk melakukan lisensi, dan rencana pengembangannya disertai dengan data dukung sumber daya yang dimilikinya. Tim yang ditunjuk akan melakukan evaluasi terhadap calon mitra dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria sesuai Permentan No.5 Tahun 2014  sebagai berikut:
1)	Kejelasan status hukum;
2)	Kualifikasi yang baik
3)	Memiliki nilai strategis 
4)	Dukungan manajemen yang handal
5)	Memiliki karateristik dan aspek etika 
6)	Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat
7)	Ketersediaan sumber daya yang memadai
8)	Bersedia untuk menjalin kerjasama
9)	Bersedia menanggung risiko secara bersama 
10)	Bersedia dan mudah bertukar dan berbagai informasi
11)	Memiliki komitmen yang baik, dan kesediaan untuk saling percaya.
Selanjutanya tim akan memberikan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Kepala Balai PATP untuk dikonsultasikan kepada Kepala Balai Besar atau Puslitbang yaang akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Kepala Balitbangtan. Selanjutnya Kepala Balitbangtan akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan lisensi. Apabila permohonan disetujui maka lisensi akan diberikan dalam bentuk lisensi eklusif atau non eklusif.
e.	Proses Mediasi






6)	Hak dan Kewajiban Para Pihak
7)	Pemesanan Bahan Baku Produksi












Besar royalti ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam mediasi ini membuat kesepakatan tentang jenis lisensi, apakah lisensi eklusif atau lisensi noneklusif. Perjanjian dilakukan secara eklusif apabila dalam implementasinya memerlukan teknologi tinggi dan akura serta padat modal.
f.	Proses Penyusunan Naskah Perjanjian
Prosedur penyiapan perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:
23)	Balai PATP menyusun draft awal naskah perjanjian
24)	Pembahasan internal lingkup Sekertariat Balitbangtan yang difasilitasi oleh Balai PATP
25)	Pembahasan dengan Unit Kerja penemu dan pihak mitra untuk menyusun draft naskah perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak
26)	Draft naskah perjanjian hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf persetujuan oleh Pimpinan Unit Kerja Pemkrasa kemudian diserahkan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menangani aspek Hukum Lingkup Sekertariat Balitbangtan untuk diberikan persetujuan dari aspek hukum
27)	Pimpinan Balai PATP menyampaikan draf perjanjian yang telah diparaf sesuai butir 4 kepada Kepala Balingbatan melalui Sekertaris Balitbangtan untuk dimintakan pesetujuan 
28)	Apabila naskah perjanjian pada butir 5 disetujui maka dapat dilakukan penandatangan naskah perjanjian, sedangkan apabila tidak disetujui dilakukan pembahasan ulang atau dihentikan pembahasannya sesuai arahan Kepala Balitbangtan
g.	Proses Penandatangan Perjanjian Lisensi
Penandatanganan kerjasama lisensi dilakukan oleh UK/UPT penemu teknologi dengan mitra kerjasama lisensi dan disahkan oleh Kepala Balitbangtan. Naskah perjanjian yang telah di tandatangani diberi nomor TU Unit Kerja Penandatanganan dan pihak mitra untuk kemudian disimpan, dan satu salinan disampaikan kepada Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Sekertariat Balitbangtan. Penandatanganan naskah perjanjian yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial difasilitasi oleh Unit Kerja Pemerkarsa berkoordinasi dengan Unit Kerja Protokuler Balingbatan. Setelah perjanjian ditandatangani, maka surat perjanjian tersebut didaftarkan ke instansi yang berwenang (Ditjen HKI) agar mempunyai kekuatan hukum.
h.	ProsesVerifikasi 
Balai PATP bersama tim verifikasi dari UK/UPT melakukan verifikasi secara periodik atas pelaksanaan lisensi sesuai dengan perjanjian. Materi yang diverifikasi meliputi data produksi, promosi distribusi dan penjualan. Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui apakah perjanjian lisensi telah dilaksanakan sesuai rencana atau belum. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balitbangtan melalui forum yang diwakili oleh Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) masing-masing UK. Pembahasan laporan verifikasi mencangkup laporan kinerja masing-masing kerjasama lisensi. 
Untuk kerjasama  lisensi yang belum berjalan sesuai dengan perjanjian, forum Kabid KSPHP (diharapkan memberikan saran dan rekomendasi pemecahan dan tindak lanjut). Sedangkan untuk perjanjianlisensi yang sudah berjalan baik, akan dilaporkan besaran jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh mitra kerjasama lisensi. Kemudian balai PATP akan mengirimkan surat tagihan royalti dalam bentuk invoice kepada mitra kerjasama lisensi disertai dengan batas waktu pembayaran royalti berdasarkan tanggal jatuh tempo. Apabila jatuh tempo telah  lewat tidak dilakukan pembayaaran maka perusahaan di kenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan. Setelah menerima invoice tagihan royalti, maka mitra kerja sama wajib menyetorkan royalti hasil alih teknologi tersebut ke bank.
i.	Proses Pembiayaan 
Biaya operasional kegiatan alih teknologi komersial dan verifikasi di bebankan kepada angran Balai PATP sesuai dengan tugas dan fungsi, yang terdiri dari :
a)	Biaya yang ditimbulkan dengan disepakatinya perjanjian kerjasama lisensi yaitu biaya pertemuan dalam rangka mediasi perjanjian lisensi dan biaya pelaksanaan penandatanganan kerja sama lisensi. Biaya pertemuan dibebankan kepada instansi/UK/UPT penyelenggara. Sedangkan biaya perjalanan dinas dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing instansi/UK/UPT
b)	Biaya-biaya yang timbul sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerjasama lisensi seperti promosi teknologi yang akan dilisensikan akan temu bisnis dibebankan pada anggaran Balai PATP, yang meliputi biaya akomodasi konsumsi serta narasumber. Sedangkan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing intansi /UK/UPT.
c)	Biaya verifikasi pelaksanaan lisensi oleh mitra kerja lisensi dibebankan pada DIPA Balai PATP
d)	Biaya pendaftaran HKI dan pemeliharaan serta pendaftaran lisensi ke instansi yang berwenang di bebankan kepada balai PATP.
j.	Inovasi yang tidak berhasil komersialisasi
Pada Litbang Kementerian Pertanian untuk inovasi yang tidak berhasil dikomersilkan pada industri, maka invensi tersebut akan dikembalikan kepada satuan kerja inventor untuk bisa dijadikan publik domain. Dimana inovasi yang dijadikan publik domain juga tidak mendatangkan suatu imbalan bagi inventor.
3.3. Kendala Dan Tantangan Komersialisasi Invensi Yang Dihadapi Oleh Balitbang Kementerian Kelautan&Perikanan Dan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Alih Teknologi 
Adapun pada pelaksaan alih teknologi melalui kerjasama lisensi masih ditemui beberapa kendala baik teknis, pasar budaya maupun regulasi. Kendala tersebut antara lain:
a)	Teknis : kinerja beberapa teknologi yang belum konsisten dan belum siap dikembangkan dalam skala industri. Hal-hal tersebut disebabkan teknologi yang dilisensikan belum siap untuk diproduksi massal, sehingga tiap invensi terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian tingkat kesepian teknologinya. 
b)	 Pasar : terbatasnya pasar pada teknologi tertentu menjadi suatu penghambat dalam pengembangan hasil teknologi yang telah dikembangkan
c)	Budaya : masih bertahannya terhadap metode bekerja yang sudah tidak efisien untuk dilakukan untuk era sekarang sehingga membuat terhambatnya upaya menerapkan teknologi dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia  mitra kerjasama dalam menerima transfer knowledge dari pemilik teknologi   
d)	Regulasi : pendafataran izin edar bagi hasil invesi, yang terkadang mengalami kesulitan beredar karena perizinan pajak yang cukup memakan waktu.
3.4. Analisis Pelaksanaan Komersialisasi oleh Balitbang
Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan teknologi yang dihasilkan bersumber dari sebuah kegiatan penelitian yang bersifat komersial. Sehingga suatu proses komersialisasi merupakan hal yang  penting bagi produktivitas suatu invesi untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional. Sehingga perlu analisis bagaimana suatu proses komersialisasi yang dilakukan oleh Litbang.
3.4.1. Sejarah dan Implementasi Komersialisasi Litbang
Wacana tentang kebijakan alih teknologi pada lembaga litbang dan perguruan tinggi milik pemerintah tidak dapat dilepaskan dari sejarah modernisasi kebijakan alih teknologi di Amerika Serikat pada tahun 1980. Pada akhir dekade tahun 1970, kondisi kegiatan litbang di Amerika serikat yang telah mencapai keemasan pasca Perang Dunia II dirasakan mulai mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan rendahnya jumlah teknologi yang berhasil dikomersialisasikan dimana dari 28.000 paten milik pemerintah hanya kurang dari 5% yang berhasil dilisensikan. Bahkan lembaga litbang dan perguruan tinggi bergengsi hanya dapat melisensikan teknologi dengan skala yang sangat terbatas dan proses alih teknologi yang terapkan pun sangat rumit. Selain itu, jumlah paten yang dihasilkan oleh lembaga litbang yang dibiayai oleh Pemerintah juga mengalami penurunan dan   kebanyakan dari paten tersebut sama sekali tidak dapat dilisensikan.​[154]​
Birokrasi Pemerintah yang terlalu mengekang aktivitas litbang dan diabaikannya kebijakan alih teknologi menjadi penyebab utama kegagalan tersebut. Penguasaan Pemerintah atas paten yang dibiayai oleh negara cenderung menempatkan paten menjadi public domain sehingga tidak lagi memiliki nilai untuk dikomersialkan. Selain itu, aturan perolehan lisensi sangat rumit serta ketiadaan insentif telah menyebabkan inventor dan pelaku usaha enggan mengambil risiko untuk mengembangkan lebih jauh teknologi hasil litbang. Akibatnya, negara harus menanggung beban finansial atas kegiatan litbang yang tidak menghasilkan nilai tambah serta lebih jauh lagi yakni terhambatnya proses inovasi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya saing negara.
Sebagai respon atas kondisi litbang yang tidak menguntungkan tersebut, sejak tahun 1969 Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika serikat (HEW) secara berkala menggelar pertemuan-pertemuan yang mengangkat isu yang menyuarakan pentingnya perubahan fundamental dalam skema alih teknologi pada lembaga litbang dan lembaga tinggi Pemerintah. Usaha HEW yang cukup panjang membuahkan hasil, dimana pada tahun 1978, isu tersebut telah menarik perhatian Kongres Amerika Serikat. Dalam sidang pembahasan, dua orang Senator bernama Birch Bayh dan Robert Dole berhasil meyakinkan Kongres dengan mengangkat paradigma baru alih teknologi yang dikaitkan peningkatan daya saing ekonomi. Pada Sidang Kongres yang ke 95, Birch Bayh dan Robert Dole memperkenalkan konsep University Small Business and Patent Act yang kemudian dikenal dengan Bayh-Dole Act. Pada tahun 1980, Bayh-dole Act disahakan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan menjadi kebijakan litbang paling berpengaruh hingga saat ini.
Pada prinsipnya, Bayh-Dole Act 1980 berisi tentang penyerahan penguasaan HKI kepada lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan tujuan: mendorong pemanfaatan hasil penelitian; mendorong pertautan antara kegiatan komersial dengan non-profit; dan meningkatkan komersialisasi dan aplikasi invensi bagi masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi hak lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk mendirikan perusahaan berbasis litbang dan mengatur perolehan pendapatan untuk membangun kompetensi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai hasil dari kebijakan tersebut, aktivitas alih teknologi meningkat tajam dan berdampak langsung bagi perekonomian yang terlihat dari total nilai produktivitas faktor. Perolehan paten selama kurun waktu tahun  1982  hingga tahun 2000 meningkat dari 500 menjadi 3.800 paten. Gambar 1 mengilustrasikan peningkatan jumlah paten milik universitas di Amerika Serikat.







Sementara itu, nilai pendapatan dari hasil kegiatan alih teknologi meningkat tujuh kali lipat dari $186 juta menjadi $1,26 miliar.​[155]​Bahkan, sebuah survey mengungkapkan bahwa pada periode tahin 1991-1996 lisensi yang dilaksanakan tercatat sebesar 13.087 yang berarti terdapat peningkatan sbesar 75%. Gambar 2 mengilustrasikan lisensi paten dan dampaknya terhadap ekonomi. Hingga saat ini banyak negara yang mengadopsi prinsip- prinsip dalam Bayh-Dole Act 1980.







3.4.2. Proses Komersialisasi dan Peran Litbang
Menurut  Peter F. Drucker menunjukkan bahwa nilai suatu inovasi terletak pada keberhasilan inovasi tersebut di pasar, bukan pada kebaharuan atau kecanggihan ilmiah yang melekat padanya. Dalam konteks inilah aktifitas komersialisasi kekayaan intelektual menjadi sangat penting, yaitu sebagai upaya membawa kekayaan intelektual atau hasil riset lainnya ke pasar.​[156]​
Strategi komersialisasi bagi banyak orang dapat mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang orang yang memberikan definisi dan/atau jenis  institusi dari mana orang tersebut berasal. Untuk suatu institusi pengelola Hak Kekayaan Intelektual di lembaga Pemerintah, misalnya, strategi komersialisasi merupakan rangkaian kegiatan penentuan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan dalam membawa kekayaan intelektual menjadi inovasi yang diterima oleh pasar melalui suatu lisensi, pengembangan produk, atau mekanisme alih teknologi lainnya. Penyusunan strategi komersialisasi kekayaan intelektual perlu secara singkat melakukan analisis pesaing, besar pasar, rencana pengembangan, dan gambaran kegiatan peluncuran produk dan rencana yang diperlukan untuk membuat inovasi menjadi realita.
Komersialisasi teknologi dan/atau kekayaan intelektual dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang cakupannya luas dengan tujuan mempromosikan aplikasi berbagai hasil riset (secara komersial) seperti melalui lisensi dan promosi utilisasi komersial melalui pengembangan berbagai jenis jasa dan dukungan yang berbeda. Akan tetapi semua riset yang dilaksanakan dengan pendanaan eksternal tidak  termasuk dalam kategori komersial.​[157]​




















Proses komersialisasi kekayaan intelektual lembaga litbang seperti diilustrasikan pada Gambar atas menunjukkan adanya suatu proses atau alur aktifitas komersialisasi yang melembaga. Melalui kantor komersialisasi ini maka kekayaan intelektual dapat difasilitasi komersialisasinya dengan mendapatkan bantuan penuh dari lembaga​[158]​.
Proses komersialisasi ini juga mengharuskan para peneliti untuk mengungkap hasil penelitian yang mempunyai potensi untuk dilindungi kekayaan intelektualnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan portofolio kekayaan intelektual lembaga. Portofolio ini selanjutnya dievaluasi oleh tim di kantor komersial atau alih teknologi untuk  disusun  rencana  komersialisasi  dan  alokasi  investasi  atau  anggaran     yang diperlukan.
Rute komersialisasi menunjukkan bahwa pendirian suatu perusahaan baru berbasis teknologi yang dikomersialkan juga dapat menjadi salah satu target komersialisasi itu sendiri selain target jumlah lisensi yang disasar. Bagan 5 tentu hanyalah merupakan simplikasi dari rute panjang yang harus dilalui dalam proses komersialisasi teknologi baru.













Peran lembaga intermediasi dalam proses alih teknologi sangat menentukan. Dengan tenaga ahli yang dimilikinya dalam berbagai bidang lembaga intermediasi (LI) mempunyai kemampuan untuk mengaudit KI/teknologi baru untuk melihat prospek komersialnya. Ketika suatu teknologi baru memerlukan aktifitas proof of concept agar produk dapat lebih diterima pasa, LI melakukan pendampingan dan mentoring sesuai dengan spesialisasi LI dan tenaga ahli dalam lingkup jejaring yang dimilikinya.​[159]​ 
3.4.3. Analisis Terjadinya Kendala Pasar pada Komersialisasi oleh Balitbang
Peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan salah satu faktor penentu pererkembangan perekonomian di suatu negara. Hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam paten dan lisensi menjadi tolak ukur bahwa teknologi yang dihasilkan oleh negara tersebut mutakhir dan bermanfaat dalam pemecahan maslaha di masyarakat.​[160]​
Di indonesia lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan kewajibannya lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di dilingkunya sesuai dengan bunyi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi.
Dalam tahap komersialisasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu invensi bisa masuk didalam kegiatan pasar melalui perjanjian lisensi dengan pihak industrial dan menghasilkan keuntungan. Faktor-faktor yang menjadi kendala suatu invensi berhasil dikomersialkan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Faktor internal dan faktor ekternal.
a.	Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pemahaman peneliti, intensi hasil peneliti dan kesempatan. Faktor internal terbagi menjadi beberapa, antara lain:
1)	Pemahaman peneliti mengenai lisensi yang masih sangat minim
Pemahaman peneliti mengenai lisensi masih sangat minim, dimana pada dasarnya output kinerja peneliti bukan didasarkan oleh lisensi yang dihasilkan. Inventor menganggap bahwa lisensi merupakan hasil sampingan dari pemanfaatan hasil penelitian. Lebih dari 50% inventor cenderung melakukan kerja sama tidak melalui lisensi, melainkan dengan kotrak lain. Dengan demikian proses komersialisasi dari hasil pernelitian tidak beorientasi pada paten. Adanya kerjasama penelitian pada umumnya merupakan kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan dari suatu instansi atau industri dimana pihak luar terlebih dahulu mengajukan usulan kerjasama.
2)	Hasil penelitian tidak marketable
Pada umumnya hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga litbang bersifat penelitian dasar. Sebagian besar penelitian bukan berdasarkan data analisa pasar atau masih belum bersifat marketable.
Selain itu penelitian yang dihasilkan oleh inventor tekadang belum bisa diterima (acceptable) baik oleh industri maupun suplier dikarenakan sifat penelitian bukan sebuah produk jadi melainkan masih prototype  yang masih pada tahap trial and error sehingga produk yang dihasilkan masih belum bisa diaplikasikan. Sehingga diperlukannya investasi lebih dari luar dalam penyempurnaan hasil penelitian.
3)	Kalah bersaing dengan pihak industri
Untuk beberapa ruang lingkup, pihak industri masih lebih unggul dalam pengembangan berbasis aplikasi perangkat elektronik, otomotif, dsb. Hasil penelitian yang telah di lisensi cenderung pada produk paten yang bersifat kimian dan elektronika, dimana produk yang dihasilkan berupa kosmetik, pupuk, obat dll yang sudah teruji.Selain itu teknologi yang dihasilkan terkadang teknologi yang sudah tidak mengikuti kebutuhan masa kini atau ketinggalan jama dengan teknologi dari negara lain.
b.	Faktor Ekternal
Dalam proses lisensi faktor ekternal memiliki peran yang sangat penting dimana faktor eksternal  menjalankan peran sebagai penghubung inventor dan industri. Faktor internal tebagi menjadi beberapa, antara lain:
1)	Biaya dan Operasional
Dibutuhkannya sebuah badan yang mengelola secara mandiri proses komersialisasi yang disebut dengan Technology Tranfer Office (TTO). Adanya TTO dapat memberikan pengaruh positif kepada inventor, dimana biaya dan operasional dari kegiatan komersialisasi sepenuhnya ditanggung oleh TTO. Selain itu proses pendampingan terhadap komersialisasi dan alih teknologi lebih disukai oleh inventor sehingga akan lebih mudah. Selama ini invensi menilai sulit menemukan secara mandiri industri yang ingin bekerja sama ataupun indeks kepuasan mayarakat yang akan menjadi wadah tranfer teknologi. Paten yang dihasilkan oleh litbang kemudian dicari potensi pasar dan skema proyeksi bisnisnya. Potensi TTO juga menjadi sumber arus kas dari investasi lisensi paten, dimana pencatatan dilakukan secara berkala hingga jangka waktu tertentu. Selain itu dapat menjadi sumber pengembangan dari potensi paten yang sudah ada, dimana pada masa paten yang sudah mencapai masa public domain dapat di upgrade dengan hasil pengembangan penilitian yang lebih baik.
2)	Publikasi (kerjasama)
Dimana informasi invensi hanya didapatkan oleh kalang minoritas atau tertentu. Dalam hal ini penekanan terhadap branding dianggap penting sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang hasil penelitian sehingga akan memudahkan industri dalam proses komersialisasi. Hal ini dapat diantisipasi dengan perlunya penyelenggaraan secara berkala kegiatan pameran, temu bisnis maupun workshop baik di internal maupun kerja sama dengan pihak lain.
Dari pemaparan faktor diatas maka suatu usaha peningkatan komesialisasi harus melihat dari faktor internal (individu) dan aspek ekternal (instansi). Dimana aspek internal dipengaruhi oleh pemahaman penelitian tentang lisensi, intesitas penelitian yang bersifat maketable dan applicable. Disisi lain, aspek ekternal meliputi adanya suatu  Technology Tranfer Office (TTO) dimana TTO berfungsi dalam pebiayaan, operasional dan publikasi sebagai media penghubung hasil penelitian dengan indutri.
Dalam peningkatan lisensi paten perlu adanya pendampingan dan pencarian dan pengembangan stakeholder, dalam rangka memperluas sarana publikasi hasil pemanfaatan hasil-hasil paten yang sedang atau telah diberikan paten, aktif dalam penyelenggaraan kegiatan pemeran temu bisnis, workshop.
3.4.4. Praktek Balitbang Dalam Berbagai Negara
Setelah pemaparan tentang peran aktif dari Sentra HKI yang dimiliki Intansi Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kemeterian Kelautan&Perikanan dan Kementerian Pertanian. Sebagai bahan perbandingan tentang peran kelembagaan Sentra HKI di berbagai negara, sebagi contoh negara –negara maju seperti Amerika, Uni Eropa dan Jepang. Pada negara-negara maju sentra HKI merupakan lembaga independen yang tidak memiliki korelasi secara kelembagaan dengan universitas maupun industri. Sentra HKI pada Negara-negara maju memiliki tugas dan peran yang penting bagi pemaksimalan pengamalan hasil teknologi dari penemuan. Selain itu sentra HKI juga memiliki peran untuk mengatur pembiayaan untuk suatu riset.
berikut akan diuraikan lembaga serupa Sentra HKI di berbagai negara antara lain:
a.	Amerika
Lembaga seperti Sentra HKI di Amerika contohnya Pacific Northwest National Laboratory (untuk selanjutnya disebut dengan “PNNL”), sebuah laboratorium milik Departemen Energi Amerika Serikat yang dijalankan oleh Battelle Memorial Institute (untuk selanjutnya disebut dengan “BMI”) yang beraktifitas di beberapa negara bagian. Intellectual Property Management Office (untuk selanjutnya disebut dengan “IPMO”) di BMI adalah salah satu model unit pengelolaan hak kekayaan intelektual yang cukup maju. Unit ini bertugas melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual mulai dari identifikasi hasil- hasil penelitian pegawai BMI hingga komersialisasi. Proses perlindungan Paten biasanya diserahkan kepada Patent attorney yang dikontrak dari sebuah firma hukum. Lembaga ini juga dikenal dengan sebutan technology transfer office (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “TTO”)  bagi  unit  atau  lembaga yang mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual suatu institusi.​[161]​
Bahasan TTO di Amerika ini lebih mengedepankan aspek finansial dari operasi suatu TTO yang meliputi bagaimana peran TTO menghasilkan pendanaan bagi institusi yang dilayaninya serta pendanaan bagi operasi sehari- harinya sendiri. Lembaga-lembaga akademis di Amerika membelanjakan 0,6% anggarannya untuk pengelolaan kekayaan intelektual khususnya    teknologinya alokasi tersebut terbagi kedalam 45% untuk mendanai perlindungan Paten sedangkan sebesar 55% dialokasikan untuk biaya operasi sehari-hari. Data yang diperoleh terkait bagaimana peran TTO didalam berkontribusi kepada dukungan pendanaan riset dan pendanaan operasinya sendiri, menunjukkan bahwa lebih dari separuh dari kegiatan transfer teknologi menghasilkan dana yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasional pengelolaan kekayaan intelektualnya, dimana dari hasil tersebut juga terlihat bahwa hanya 16% dari hasil transfer teknologi  yang  dapat  membiayai  kembali  biaya  pengoperasian  pengelolaan kekayaan intelektual institusinya, setelah dikurangi insentif yang harus diberikan kepada penelitinya serta dikurangi alokasi biaya penelitian lain.​[162]​
Praktek pengelolaan TTO di Amerika menunjukkan bahwa keuntungan finansial bukan merupakan faktor utama. Penerapan hasil kekayaan intelektual dan pelayanan kepada lembaga penelitian lebih menjadi faktor utama dari TTO di Amerika. Data pada paragraf sebelumnya dan diperkuat dari fakta bahwa hanya kurang dari 15% TTO di Amerika yang merupakan lembaga independen yang bukan merupakan bagian dari suatu lembaga ilmiah atau universitas. TTO lebih banyak merupakan bagian dari suatu lembaga ilmiah atau universitas yang dengan demikian TTO semacam ini lebih menjadi unit pendukung saja dan tidak terdesak oleh kepentingan untuk memperbesar atau mengakumulasi perolehan finansial.    TTO    di    Amerika    lebih    dituntut    tanggung    jawabnya  untuk memaksimalkan pendapatan dari kegiatan lisensi kekayaan intelektual dan dibandingkan tugasnya untuk meningkatkan jumlah inovasi yang dihasilkan.​[163]​
b.	Uni Eropa
Di negara-negara wilayah Eropa, lembaga serupa Sentra HKI dikenal dengan sebutan technology transfer office (untuk selanjutnya disebut dengan “TTO”). Negara-negara Eropa tidak mengenal model tertentu didalam pembentukan sebuah TTO, namun suatu patokan yang harus dipedomani adalah bahwa sebuah TTO harus sejalan dengan visi dan misi dari institusi induknya serta harus mendapat dukungan dari instansi induknya. TTO dan institusi induknya harus memiliki pemahaman yang sama tentang nilai tambah yang diharapkan, tidak sekedar adanya perolehan pendapatan dari suatu kegiatan komersialisasi HKI. Manfaat jangka panjang kepada masyarakat secara luas lebih dikedepankan dalam menentukan dasar pembentukan sebuah TTO. Pada sebuah studi mengangkat sebagai contoh Isis Innovation dari Oxford University yang dikenal luas sebagai contoh sukses kegiatan transfer atau lisensi teknologi, dengan pendapatan kotor per tahun sebesar 0,005% dari pendapatan tahunan institusi induknya Oxford University sekitar 530 juta poundsterling atau berarti sebesar 2,7 juta poundsterling.​[164]​
Praktek di kebanyakan TTO di Eropa menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama dari kegiatan TTO. Sebuah TTO yang efektif adalah merupakan kesatuan tim dengan kemampuan dan  kompetensi anggotanya yang saling melengkapi, dengan tanpa menutup kemungkinan dilengkapinya tim inti dengan para spesialis, misalnya ahli paten atau ahli hukum. Kekuatan SDM sebuah TTO tidak perlu merupakan sebuah tim besar. Peningkatan keahlian bagi para pengelola TTO mutlak diperlukan. Di Eropa banyak dijumpai lembaga-lembaga penyedia jasa pelatihan bagi  pengelola TTO, misalnya Association of European Scientist and Technology Transfer Professionals (ASTP) atau sebuah lembaga non-profit yang dikenal dnegan nama Praxis yang mempunyai tenaga pendidik dari kalangan praktisi, atau UNICO di Inggris serta Center for the Management of Intellectual Property in Health Research and Development (MIHR). Faktor penting lain yang menjadi titik perhatian dalam pembentukan TTO di Eropa adalah aspek pengelolaan informasi. Kegiatan TTO pada dasarnya adalah komitmen jangka panjang, dengan demikian kehandalan pengelolaan informasi dan dokumentasi jangka panjang menjadi sangat penting.​[165]​
Kegiatan TTO mutlak memerlukan dukungan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan juga berdampak kepada kesiapan pembiayaan jangka panjang. Kehandalan kemampuan pengelolaan keuangan jangka panjang juga menjadi penting. Salah satu sumber pendanaan utama tentu saja diperoleh dari komersialisasi HKI yang dilakukan. Menarik pula untuk diperhatikan model bisnis yang lazim dipraktikkan di banyak negara-negara Eropa. Institusi TTO pada   umumnya   merupakan   bagian   langsung   dari   institusi   induk, namun beberapa merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk oleh institusi induk.​[166]​
TTO yang merupakan bagian langsung dari institusi induk mempunyai beberapa hambatan institusional serta jauh dari kemandirian, sedangkan TTO yang berupa perusahaan akan mempunyai kemandirian serta fleksibilitas yang jauh lebih banyak, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Sheffiled University dengan TTO berupa perusahaan bernama BioFusion PLC dimana Sheffield University merupakan salah satu pemegang sahamnya. Demikian pula King’s College London   mendirikan   KCL   Enterprises   Ltd   yang   sahamnya      sepenuhnya dimilikinya. Seluruh kegiatan pengelolaan transfer teknologi dan pengetahuan dilaksanakan oleh KCL Enterprises Ltd.​[167]​
c.	Jepang
Jepang mengenal kelembagaan semacam Sentra HKI sebagai pengelola transfer teknologi atau lisensi teknologi dan lebih dikenal dengan sebutan technology licensing office (untuk selanjutnya disebut dengan “TLO”)​[168]​ Awal pertumbuhan TLO di Jepang dimulai setelah berakhirnya perang dunia kedua, dimana peneliti Jepang saat itu bebas menentukan obyek atau topik penelitian mereka. Sebagai akibatnya, industri-industri besar mulai mendekati mereka untuk menentukan obyek atau topik penelitian yang akan menjadi komoditi industri mereka. Selanjutnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di era 1990 an dimana Jepang mengalami bubble-economy, industri Jepang memerlukan percepatan, sedangkan dukungan peneliti lokal dinilai tidak memadai.
Industri Jepang merasa lebih cepat dengan membajak teknologi dari luar. Situasi ini sempat menimbulkan gejala yang dikenal dengan ”reverse Not- Invented-Here syndrome”, yang pada perkembangan berikutnya industri Jepang mengembangkan teknologi bajakan yang diperoleh dari luar dan selanjutnya mengungguli teknologi asalnya. Hubungan peneliti lokal dan industri menjadi melonggar. Untuk mengatasi hal tersebut, sekitar 1998 Pemerintah Jepang mengubah kebijakan sistem inovasinya untuk menggairahkan kembali hubungan peneliti lokal dengan industri dalam negeri. Beberapa ketentuan perundangan diterbitkan, antara lain 1999 Industrial Revitalization Law yang sebagiannya mengadopsi Bayh-Dole Act dari Amerika, Industrial Technological Ability Strengthtening Law dan sebagainya. Sebagai akibat perubahan kebijakan sistem inovasi di atas, industri Jepang mulai memerlukan akses yang lebih mudah kepada universitas di Jepang. Hal tersebut mendorong pertumbuhan   TLO-TLO di Jepang.​[169]​
Jepang mengenal 3 (tiga) tipe TLO yaitu TLO milik dan melayani universitas negeri tertentu, TLO milik dan melayani universitas swasta tertentu dan TLO yang melayani wilayah tertentu. Pada tipe TLO milik  universitas negeri didirikan secara terpisah dari institusi induknya dikarenakan universitas negeri di Jepang bukanlah badan hukum yang berakibat tidak dapat  terikat dalam hubungan bisnis. Hal ini mengakibatkan TLO tidak dapat memberikan manfaat langsung kepada institusi induknya. Berbeda dengan universitas swasta dengan TLO nya, keduanya bisa saling mendukung secara langsung,  universitas swasta dapat memenuhi kebutuhan TLO nya dan hasil dari kegiatan TLO dapat langsung dimanfaatkan oleh institusi induknya.​[170]​ 
Dari sisi hubungan pelayanannya, Jepang mengenal 3 tipe TLO yaitu seed push type/technology push type, need pull type/market pull type dan guided research type/technology consulting type. TLO yang bertipe seed push/technology push bertindak berdasar permintaan dari peneliti sebagai pemilik teknologi, dimana TLO yang bertipe need pull/market pull bertindak berdasar permintaan masyarakat serta industri, sedangkan TLO yang bertipe guided    research/technology    consulting    lebih    aktif    mengarahkan     atau memberikan saran kepada industri berdasarkan proyeksi pasar.​[171]​
TLO Jepang tidak membatasi diri dalam kegiatan memfasilitasi pemberian lisensi namun cenderung pelayanan HKI secara luas dan bahkan sering berperan sebagai inkubator usaha. Di dalam memberikan pelayanannya, TLO di Jepang dimungkinkan bekerja secara sendiri ataupun dengan bekerjasama antara dua atau beberapa TLO, hal tersebut bergantung kapada kebijakan institusi induknya, misalnya Casti dari Tokyo University cenderung bekerja sendiri sedangkan TAMA yang merupakan bentukan konsorsium universitas dan industri lebih terbuka untuk bekerja sama dengan TLO lain. TLO di  Jepang  mempersyaratkan  SDM  nya  memiliki  kompetensi  baik  di  bidang bisnis maupun penelitian, proses paten serta transfer teknologi, serta harus memahami peran TLO tempatnya bekerja serta memahami pula kebijakan  sistem inovasi di Jepang. Pendanaan TLO bergantung pada tipe TLO nya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, TLO dari universitas negeri tidak bisa mendapatkan dukungan dari institusi induknya dikarenakan mereka merupakan lembaga yang terpisah dari institusi induknya. Sedangkan TLO dari universitas swasta dapat memperoleh dukungan pendanaan dari institusi induknya karena TLO  tipe  ini   merupakan  bagian  dari  universitas   swasta  sebagai institusi induknya.​[172]​
Uraian mengenai lembaga serupa Sentra HKI di Amerika, Uni Eropa,  dan Jepang tersebut memberikan pemahaman bahwa Sentra HKI atau lembaga sejenis berperan penting dalam mendorong dihasilkan dan dimanfaatkannya HKI. Peranan Sentra HKI diketiga negara tersebut nampaknya  sangat penting dalam mamacu perlindungan HKI atas hasil invensi. 
Pemaparan  mengenai peran dari sentra HKI pada negar-negara maju bisa kita buat perbangdingan peran masing-masing sentra HKI, antara lain: Tabel 6 
No.	Pembeda	Amerika Serikat 	Uni Eropa	Jepang
1.	Nama	1)Pacific Northwest National Laboratory (PNNL),2)Battelle Memorial Institute (BMI)3)Intellectual Property Management Office (IPMO)	1) Association of European Scientist and Technology Transfer Professionals (ASTP)2) Center for theManagement of Intellectual Property in Health Research and Development  (MIHR)	1) Technology Licensing Office (TLO)
2.	Kelembagaan	Lembaga Independen	Perusahaan 	Lembaga Independen :1) TLO yang melayani Universitas Negeri;2) TLO yang melayani Universitas Swasta3) TLO yang melayani wilayah tertentu
3.	Status	Merupakan Sentra HKI yang di berinama technology transfer office (TTO)	Merupakan Sentra HKI yang di berinama technology transfer office (TTO)	Merupakan Sentra HKI yang di berinama technology Licensing office (TLO)
4.	Peran	Melakukan pengelolaan HKI 	Melakukan pengelolaan HKI	Melakukan segala urusan HKI (Inkubator usaha) dan memindahkan teknologi dari Universitas ke dalam Industri 
5.	Pembiayaan	Hasil komersialisasi	Hasil komersialisasi	Tergantung pada jenis TLO :1) TLO yang melayani Universitas Negeri : Dari Pemerintah2) TLO yang melayani Universitas Swasta : Dari Induk3) TLO yang melayani wilayah tertentu : Dari Induknya
6.	Tugas	TTO memiliki beberapa tugas:1) Pembiayaan Riset HKI2) pengelolaan HKI3) Indentifikasi HKI4)Komersialisasi HKI 	TTO memiliki beberapa tugas:1)Pembiayaan Riset HKI2)Pembelajaran SDM3) pengelolaan HKI4) Indentifikasi HKI5)Komersialisasi HKI	TTO memiliki beberapa tugas:1)Pembalajaran SDM2)Pendaftaran HKI3)pengelolaan HKI4) Indentifikasi HKI5)Komersialisasi HKI
7.	Tujuan	TTO memiliki beberapa Tujuan:1)memaksimalkan penerapan HKI2)memaksimalkan pendapatan dari HKI melalui lisensi	TTO memiliki beberapa Tujuan:1)menciptakan SDM yang mampu membuat teknologi yang sadar pasar2)menciptakan SDM yang ahli hokum3) menciptakan SDM yang mampu mengelola keuangan 	TLO memiliki beberapa Tujuan:1)memaksimalkan gerakan perindustrian melalui HKI2)memaksimalkan penerapandan pendapatan HKI
8.	Target Pelayanan	Indutri dan Perguruan Tinggi (lebih cenderung pada Industri)	Indutri dan Perguruan Tinggi (lebih cenderung pada Industri)	Indutri dan Perguruan Tinggi (lebih cenderung pada perguruan tinggi)

D. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian
4.1. Pelaksanaan  Pemberian Kompensasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pemberian kompensasi pada peneliti merupakan hal yang baru pada instansi pemerintah. Dengan keluarnya PerMenKeu Nomor 72/PMK.02/2015 kompensasi menjadi perhatian bagi Litbang, dikarenakan para Inventor ASN tidak pernah mendapatkan kompensasi terhadap royalti dari  komersialisasi invensi yang di ciptakannya. Sehingga pada kajian akan membahas mengenai penggunaan hasil royalti yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum dan sesudah dikeluarkannya PerMenKeu Nomor 72/PMK.02/2015.
4.1.1. Sebelum terbentuknya Pasal 13 Undang-undang No 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten
Sebelum dikeluarkannya PerMenKeu 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dasar hukum yang di gunakan dalam pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Dimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) memiliki pengaturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan yang di suratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang teleh diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Tahun 2002 Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat turunan pengaturan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Peraturan Pelaksanaan seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan mengeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002  tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Paja yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset 
Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2002 mengatur tentang tarif terhadap pelayanan jasa riset yang dilakukan oleh kelautan dan perikanan pada Departemen Kelautan dan perikanan yang biaya hasil dari jasa tersebut dihitung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menurut pengaturan ini harus disetorkan kepada negara, karena memiliki arti penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Peraturan pemerintah No.58 tahun 2002 berisikan 7 Pasal pengaturan dan lampiran yang berisikan mengenai besaran setoran setiap jasa kepada negara sebagai bentuk pengembalian terhadap Agaran yang diberikan kepada kementerian Kelautan dan Perikanan melalui APBN. Bentuk kegiatan yang diatur pada PP No.58 tahun 2002 yang disuratkan dalam lampiran PP ini antara lain: Jasa Analisa Laboratorium, Analisa Rumput Laut, Jasa Laboratorium, Jasa Analisis Data, Jasal Fasilitas Riset, Jasa Pengelolaan Produk Perikanan, Jasa Alih Teknologi, Penjualan Hasil Riset, Penjualan Biota. Dimana dari kegitan tesebut membuthkan kerja keras dan upaya dari karywan Kementerian Kelautan dan Perikanan baik yang sebagai peneliti maupun pekerja lapangan. 
Tetapi apabila kita cermati bunyi dan isi dari PP No.58 tahun 2002, tidak ada bunyi pasal yang mengatur mengenai hak yang di dapatkan dari karyawan setelah melakukan jasa tersebut. Setelah dilakukan penelitian terhadap PP  tersebut, diketahui bahwa sebelum adanya pengaturan baru tentang PNPB melalui PerMenKeu 72/PMK.02/2015. Diketahui bahwa tidak ada pengaturan tentang sistem imbalan kepada karyawan terhadap  kegiatan yang dilakukan oleh karyawan yang memberikan feedback terhadap instasni baik itu bisa berbentuk penemuan hasil riset maupun pengembangan hasil riset.  Pada Pengaturan PNPB  melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 hanya berpusat terhadap pengembalian aset negara kembali kepada pemerintah oleh setiap instansi, dikarenakan aset negar yang diberikan oleh pemerintah pada setiap tahunnya berasalkan dari dana APBN.
Bila kita lihat kegiatan pada, Kemeterian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan riset sudah mulai aktif semenjak Tahun 2004. Kegiatan riset tersebut diikuti oleh semua 4 (empat) pusat penelitian yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Kelautan. Kegiatan riset tersebut berhasil menghasilkan banyak penemuan dan ada yang berhasil komersialisasi. Tetapi karena penemuan tersbut berhasil komersialisasi pada tahun 2009 dimana belum adanya pengaturan PerMenKeu 72/PMK.02/2015. Maka disini Inventor tidak mendapat hasil dari penemuan tersebut berupa imbalan atas inovasi tersebut. Tetapi dari Instansi Inventor memebrikan penghargaan moral yaitu berupa penghargaan yang di berinama “Adibakti Mina Bahari”.
4.1.2. Sesudah terbentuknya Pasal 13 Undang-undang No 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru untuk menindak lanjuti tehadap KepMenKeu baru tentang pengaturan kompensasi pada pengaturan PNPB yang disuratkan menjadi PerMenKeu 72/PMK.02/2015. Melalui Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kemterian kelautan dan perikanan.
Peraturan pemerintah No.75 tahun 2015 pengaturan mengenai PNPB tidak dilakukan pemisahan antara jasa riset Kementerian KP dan hasil tangkap ikan oleh Kementerian KP seperti pada pengeturan sebelumnya yang dipisah antara PP No. 58 tahun 2002 dengan PP No.62 Tahun 2002, tetapi semua diatur jadi dalam PP No.75 Tahun 2015.
Perubahan awal dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 dengan Peraturan Pemerintah 75 Tahun 2015 yaitu penambahan jenis penerimaan negara bukan pajak. Pada Peraturan Pemerintah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang jasa riset kelutan dan perikanan terdiri dari 4 (empat) jenis antara lain: Penrimaan dan Pelayanan Jasa Riset; Penerimaan dan Pelayanan Jasa Data dan Informasi Hasil Riset; Penerimaan dari Hasil Kegiatan Riset, Penjualan Biota dan Hasil Samping Riset dan Penerimaan dari Hasil Jasa Penyewaan Barang /Kekayaan Negara.
Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2015 menjadi 7 (tujuh) jenis antar lain: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;Direktorat Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Pungutan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarkat Kelautan dan Perikanan; Badan Karantina Ikan, pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.  
Peraturan pemerintah No 75 Tahun 2015 dalam pengaturan pengenai PNPB yang dihasil masing-masing pusat penelitian diatur secara menyeluruh setiap bagian dan diatur setiap pasalnya. Kemenyeluruhan dibuktikan dengan diaturnya mengenai penggunaan listrik pada pelabuhan yang juga dimasukan dalam PNPB yang berasal Direktorat Perikanan Tangkap yang pengaturannya pada Pasal 2.
Kebaharuan pada PP ini dengan PP No. 58 Tahun 2002 berhubungan dengan kegiatan riset adalah adanya Pasal 3 tentang penambahan sumber PNPB Kementerian KP yaitu bersumber juga melalui royalti atas lisensi paten yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dan kejasama penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan yang dihasilkan dari Badan Penelitian dan Pngembangan Kelautan dan Perikanan. Pasal ini yang nanti penerapan nya akan berhubungan dengan PerMenKeu 72/PMK.02/2015
Penambahan pemasukan PNPB tidak saja melalui royalti dari lisensi paten saja tetapi juga pada pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana pemasukan bersala dari pendidikan dan pelatihan ini bersal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyrakat Kelautan Dan Perikanan yang diatur pada Pasal 4.
Pemberian kompensasi yang mulai menjadi perhatian setelah ada PerMenKeu 72/PMK.02/2015, mulai diberlakukan pada Kementeri KP dengan memasukkan mengenai royalti atas lisensi paten pada Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2015. Tetapi dalam pelaksanaan pembagian royalti pada Kemernterian KP kepada inventor akan di serahkan setelah inovasi dari inventero tersebut berhasil di lisensikan atau komersial. Dari persyaratan tersebut muncul fakata agar seorang inventor itu mendapat imbalan dari jasa yang diberikan dalam bentuk penemuan, penemuan tersebut terlebih dahulu harus mampu menghasilkan income terhadap instansi dengan mampu di lisensikan dengan pihak ke 3(tiga).
Seperti pada pembahasan sebelumunya bahwa sistem pemberian kompensasi yang dianut oleh Indonesia merupaka sistem kompensasi remunerasi. Pada sistem kompensasi remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh Pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakan. Dari pengertian tersebut maka suatu penemuan yang diciptakan oleh inventor dinilai sebagai sebuah jasa terhadap pemeberi pekerja apabila inovasi tersebut menghasilkan income kepada pemeberi pekerja yang dihasilkan dari royalti.
4.2. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi pada Kementerian Pertanian 
Setelah penjelasan mengenai pemberian kompensasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kita juga akan melakukan pembahasan pada Kementerian Pertanian.  Pada Kementerian Pertanian hasil royalty dari suatu invensi digunakan dalam wujud kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Kementerian Pertanian, dimana ketentuan tersebut diatur pada Keputusan Menteri Keuangan No.426 tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian yang mengharuskan penggunaan PNBP. 
4.2.1. Sebelum terbentuknya Pasal 13 Undang-undang No 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten
Pada kementerian Pertanian dasar hukum yang di gunakan dalam pengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan  dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.426 tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
Selain 2 (dua) pengaturan tersebut terdapat adapengaturan secara tersendi mengenai pedoman kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian, yang disuratkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang pedoman kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian. Didalam pengaturan ini  sudah diaturnya tentang pembagian royalti kepada inventor.
Tetapi berhubung dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan No.426 tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian yang di dalam klasulanya bahwa penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang salah satunya dihasilkan dari royali dari perjanjian lisensi harus digunakan dalam wujud kegiatan.
Sehingga dana dari royalti tersebut yang disetorkan kepada kas negara sebagai bentuk PNPB bisa digunakan atau dikembalikan kembali kepada Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk membiayai kegitan yang meliputi :
1)	Penelitian dan Pengujuan Laboratorium
2)	Pemeliharaan laboratorium
3)	Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang 
4)	Pengadaan saprodi dan alat pertanian
5)	Pemeliharaan peralatan, gedung dan saran penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian
6)	Pengadaan sarana kerja 
7)	Peningkatan sumber daya manusia
Dari kebijakan ini membuat para inventor dari Kementerian Pertanian tidak mendapat kompensasi terhadap hasil temuannya yang berhasil komersial.
4.2.2. Sesudah terbentuknya Pasal 13 Undang-undang No 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten
Setelah dikeluarkannya PerMenKeu 72/PMK.02/2015, pemeberian royalti terhadap inventor menjadi gagasan utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Sehingga Keputusan Menteri Keuangan No.426 tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian yang mengharuskan penggunaan PNBP dalam bentuk pembiayaan kegiatan tidaklah berlaku kembali.
Setelah diterbitkan PerMenKeu 72/PMK.02/2015, PNPB yang telah disetorkan kepada kas kembali dan telah dikembalikan kepada Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pertanian juaga disishkan untuk memberikan kompensasi kepada inventor yang inovasinya berhasil komersil. Pelaksaan pemberian kompensasi pada Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pertanian di dasarkan dengan PerMenKeu 72/PMK.02/2015.
4.3. Analisis Pemberian kompensasi atas employee invention Bagi Peneliti ASN
Kompensasi merupakan tujuan akhir dari sebuah inventor untuk menciptakan invensi. Sehingga pemberian kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi pembangkit motivasi seorang inventor. Remunerasi adalah sistem pemberian kompensasi bagai Inventor ASN di Indonesia. 
4.3.1. Filosofi Pemberian Kompensasi
Pemberian kompensasi yang efektif perlu dilandasi oleh filsafat dan prinsip-prinsip tertentu. Filsafat kompensasi dibangun atas dasar kebutuhan dan kondisi organisasi. Dengan melihat pada masalah yang lebih luas suatu pernyataan filsafat yang berkembang dengan baik mungkin mencangkup tujuan sistem ini, menawarkan kerangka untuk mebuat keputusan kompensasi dan berusaha menampung variable yang relevan, seperti kondisi bursa kerja, kondisi perekonomian umum, perubahan teknologi dan kesempatan yang sama.​[173]​
Menurut Boyn dan Salamin, filsafat yang mengatur sistem kompensasi adalah: (1) kompensasi yang layak dan adil (2) pengakuan atas arti penting setiap sumbangan pegawai bagi organisasi, meskipun ternyata sulit mengukur sumbangan in secara obyektif, dan (3) paket kompensasi atas penawaran harus bersaing dalam bursa kerja ekstrem untuk menarik dan memperthankan staf yang cakap.​[174]​ Hal ini menegaskan bahwa sistem kompensasi harus layak dan adil , mengacu pada pengakuan atas arti penting kerja, dan mempertimbangkan bursa kerja (diluar organisasi). Ini berarti bahwa sistem kompensasi harus dinamis, secara terusmenerus dan berkesinambungan. Sementara Hiam menunjukkan falsafah kompensasi meliputi : (1) imbalan memberikan timbal balik positif  bagi setiap orang; (2) imbalan memberikan timbal balik tenaga kinerja, bukan orang dan (3) imbalan hendaknya timbal balik sementara yang akurat dan dapat dicapai.​[175]​
Dalam konteks organisasi publik, filosofi kompensasi bahwa falsafah kompensasi akan memberikan dampak pada hukum dan kebijakan, yang selanjutnya memberikan pengaruh pada kekuatan pasar tenaga kerja atau daya saing ekternal, beban tenaga kerja dan alokasi pribadi.​[176]​ Kompensasi pada pegawai-pegawai publik sangat penting dan sering menajdai bagian kontroversional pada administrasi kepegawaian publik. Kecukupan dan keadilan kompensasi menjadi masalah penting, karena jika pegawai ini merasakan adanya ketidakadilan, maka akan mendorong terjadinya konflik.​[177]​ 
4.3.2. Tujuan Pemberian Kompensasi
Secara umum tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan terciptanya keadilan internal dan ekternal. Pemeberian kompensasi dalam suatu rganisasi harus diatr sedemikian rupa, sehingga merupakan sistem yang baik dalamorganisasi. Menurut Mahmudi, tujuan utama sistem manajemen kompensasi pada dasarnya adalah :​[178]​
a.	Memperoleh SDM yang tepat (qualified, kompeten dan profesional) atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, dimana kompensasi perlu di design sedemikian rupa (misalnya ditetapkan dengan jumlah besar gaji yang cukup tinggi) untuk menarik para pelamar, karena organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahannya harus sesuai dengan kondisi supply dan demand tenaga kerja. Pada sektor swata (perusahaan) kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik pelamar yang cakap yang sudah bekerja di berbagai perusahaan lain.
b.	Mempertahankan para pegawai (qualified, kompeten dan profesional) yang ada sekarang (yang telah dilatih dan dikembangkan), agar tidak tertarik untuk pindah keorganisasi lain, terutama saingan. Apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak pegawai yang berkualitas akan keluar. Untuk mencegah terjan=dinya turn-over pegawai, sistem kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif dengan organisasi atau perusahaan lain.
c.	Menjamin keadilan, dimana sistem penggajian harus di-design untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal (vertikal dan horizontal) serta ekternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi.
d.	Mampu memotivasi pegawai agar terus menerus berprestasi tinggi, sehingga mendukung usaha mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.
e.	Menghargai perilaku yang diinginkan, dimana kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui design kompensasi yang efektif.
f.	Mampu memelihara para pegawai dan keluarganya agar tetap memiliki kemampuan fisik kondisi batin atau mental yang tetap prima agar tetap mempunyai kepuasan dan semangat kerja yang tinggi
g.	Mampu mengendalikan biaya-biaya (termasuk biaya pegawai), sehingga apa yang dikeluarkan selalu berimbang dengan apa yang “diperoleh” dalam bentuk produktivitas yang diinginkan. Suatu design kompensasi membantu organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para pegawainya. 
h.	Memenuhi peraturan-peraturan hukum, seperti aspek-aspek manajemen SDM lainnya dengan design kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Program kompensasi yang baik memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem kompensasi pegawai, dalam hal ini dalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendapat mengenai tujuan pemberian kompensasi yang serupa ini juga dikemukakan oleh Mondy yaitu menitik beratkan sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi menurut Mondy et al. Bertujuan untuk​[179]​:
a.	Memperoleh pegawai yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya pegawai qualifed. Sebaliknya, sistem kompensasi yang buiruj dapat mengakibatkan keluarnya pegawai yang  qualifed dari suatu organisasi. Sebagai contoh, eksodud secar besar-besaran pegawai dari Perusahaan Ake Perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi pada Perusahaan B dari pada Perusahaan A.
b.	Mepertahankan pegawai yang ada. Eksodus besar-besaran pegawai ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan pegawai yang qualified. Sistem kompensasi yang kurang baik dengan iklim usaha yang kompetitif dapat menyulitkan organisasi atau perusahaan dalam mepertahankan pegawannya yang qualified.
c.	Menjamin keadilan pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untukmenjamin keadilan. Dalam arti, organisasi atau perusahaan memeberikan imbalan yang sepandan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan oleh pegawai kepada organisasi.
d.	Menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemeberian kompensasi juga menunjukkan perhargaan organisasi terhadap perilaku pegawai yang diiinginkan. Apabila pegwai berperilaku sesuai denga harapan organisasi, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik dari pada pegawai yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan organisasi. Pemeberian nilai kinerja yang baik diiringi dengan pemeberian komoensasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran pegawai bahwa perilakunya dinilai dan dihargai, sehingga pegawai akan selalu berusaha memperbaiki perilakunya.
e.	Mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi kepada pegawai yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun secara jangka panjang, kerja pegawai akan lebih efektif dan efisien akibat pemeberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Organisasi sering kali mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu akibat rendahnya produktivitas atau kurang efektif dan efisiensinya kerja pegawai. Seringkali biaya yang tidak perlu ini besarnya melebihi biaya tetap. Pemeberian kompensasi yang baik diharapkan dapat mendorong pegawai untuk lebih produktif dan lebih efisien serta efektif dalam bekerja, sehingga organisasi dapat memperkecil atau mengendalikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan memperbesar pemasukannya.
f.	Memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain lima tujuan diatas , kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan legal seperti, Upah Minimum Rata-rata(UMR), Ketentuan Lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Tenaga Kerja (Astek), dan fasilitas lainnya.
Tujuan kompensasi menurut Mahmudi dan Mondy lebih menekankan terhadap pemberdayaan sumber daya manusia. Pada pendapat ini kompensasi bertujuan penuh untuk mendapat dan mempertahankan pegawai, dengan memberi kompensasi yang mampu menjamin keadilan perusahaan memberikan imbalan yang sepandan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan oleh pegawai kepada organisasi. Selain itu pemberian kompensasi bisa meningkatkan kesejahteraan dari pegawai, sehingga kompensasi bisa menjadi motivasi untuk pegawai dalam bekerja, sehingga terjadi suatu keseimbangan pada suatu organisasi dimana pengeluaran (berbentuk kompensasi dan gaji) berbanding seimbang dengan karya yang di berikan pegawai pada organisasi.
Tujuan kompensasi menurut Milkovich dan Newman mengemukakan mengenai dasar tujuan kompensasi, yaitu:
a.	Efisiensi, yaitu meningkatkan kerja, kualitas, menyenangkan pelanggan dan mengendalikan biaya tenaga kerja.
b.	Kulitas, yaitu berupa menjamin pembayaran yang adil dengan perlakukan kepada seluruh pekerja di dalam hubungan pekerja, seperti menawarkan gaji atau penghasilan yang lebih tinggi untuk pegawai yang memiliki kinerja terbaik dan paling berpengalaman.
c.	Kepatuhan yakni memenuhi aspek-aspek dan aturan-aturan mengenai kopensasi yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah​[180]​
Sementara menurut Fombrun,Tinchy dan Devanna, sistem reward dalam suatu organisasi dapat dilihat sudut pandangan biaya-manfaat. Biaya dapat dikelola,dikontrol dan direncanakan serta merupakan kunci untuk mengidentifikasi hasil jadi yang diinginkan agar organisasi menjadi berhasil. Reward system tersebut mempengaruhi faktor-faktor sebagai berikut​[181]​:
a.	Menarik dan mempertahankan pegawai Penelitian pada pemilihan jabatan dan karir serta tingkat Turnover, secara nyata memperlihatkan bahwa hal tersebut dipengruhi oleh jenis dan tingkat reward ditawarkan suatu organisasi
b.	Motivasi. Reward merupakan suatu yang penting bagi individu yang dapat mempengruhi motivasinya dalam bekerja. Penelitan Lawyer dan Vroom memperlihatkan bahwa orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi memiliki kecenderungan untuk beperilaku apa saja sesuai dengan apa yang dirasakan dari system yang dinilanya. Jadi suatu organisasi yang dapat mengikat nilai reward pada perilaku yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sangat memungkinkan untuk menemukan reward system yang kontribusi positif untuk efektifitas organisasi.
c.	Budaya. Reward system merupakan suatu gambaran organisasi yang mempengaruhi budaya dan iklim organisasi secara keseluruhan ketergantungan pada bagaimana reward system dikembangkan diadministrasikan dan dikelola dapat menyebabkan buadaya suatu organisasi memiliki variasi yang sangat luas. Reward system dapat mempengaruhi tingkat atau derajat yang memperlihatkan budaya yang berorientasi pada SDM, budaya wirausaha, budaya yang berbasis kompentensi, dan budaya partisipatif. 
d.	menguatkan dan menegaskan struktur organisasi Reward system dari suatu organisasi  dapat menguatkan dan menegaskan struktur organisasi. Namun, seringkali gambaran dari reward system tidak dipertimbangkan secara penuh dalam perancangan suatu reward system. Sebagai hasilnya pengaruh dari reward system pada struktur organisasi sering ditemukan secara tidak sengaja. Reward system dapat menegaskan status hirarki atau tingkatan dari orang-orang yang memiliki posisi fungsional dibandingkan dengan posisi manajerial.
e.	Biaya Reward System sering merupakan faktor biaya yang signifikan. Bahkan pada beberapa organisasi. Biaya sendiri mungkin melebihi 50% dari biaya operasi organisasi. Jadi hal yang penting di sini adalah dalam strategi perencanaan reward system yang difokuskan pada bagaimana biaya yang tinggi ini seharusnya sesuai.
Tujuan pemberian kompensasi menurut Mil Kovich dan Fombrun et.al adalah lebih menekankan pada pemberian motivasi kepada pegawai, dimana dengan meningkatnya motivasi pegawai maka akan memberi efek timbulnya keseimbangan pada pada suatu organisasi dimana pengeluaran (berbentuk kompensasi dan gaji) berbanding seimbang dengan karya yang di berikan pegawai pada organisasi.
Tujuan pemberian kompensasi menurut Weather dan Davis mengemukakakn “The objectives of compensation management are to help organization achieve startegic succes while ensuring internal and enternal equity”.​[182]​ Pernyataan tersebut memberi arti bahwa tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. 
Pada tujuan pemberian kompensasi menurut Weather dan Davis sedikit lebih berbeda dengan tujuan-tujuan kompensasi sebelumnya, yang lebih menekankan pada pemberdayaan suber daya manusia, apabila Weather dan Davis menjelaskan fungsi dari suatu kompensasi itu merupakan alat dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan dan dengan kompensasi juga berguna untuk menjaga keadilan internal dan keadilan eksternal. Yang dimaksud dengan keadilan karyawan adalah sebuah kondisi yang ada ketika individu melakukan pekerjaan serupa untuk perusahaan yang sama dibayar menurut faktor-faktor unik karyawan, seperti tingkat kinerja atau senioritas. Sedangkan keadilan internal adalah pembayaran karywan sesuai dengan nilai-nilai relatif pekerjaan mereka di dalam organisasi yang sama. Keadilan eksternal adalah pembayaran karyawan pada tingkat yang sebanding dengan yang dibayarkan untuk pekerjaan yang sama di perusahaan lain.
Tujuan pemberian kompensasi menurut Ivancevich, adalah menciptakan penghargaan atau imbalan yang dirasakan adil, baik dari sisi organisasi atau perusahaan maupun dari sisi pegawai.​[183]​ 
Tujuan dari pemberian kompensasi yang diturakan Ivancevich, ini secara jelas menjelaskan bahwa kompensasi adalah suatu penghargaan yang harus adil bagi keduabelah pihak baik perusahaan baik pegawai.
Tujuan kompensasi yang telah diutarakan diatas, apabila kita kaitkan dengan sistem remunerasi, dimana pengaturan mengenai penggajian dan tunjangan di atur pada Pasal 79 Undang-undang No 5 Tahun 2014 mengei Aparatur Sipil Negara, diman berbunyi:
 bahwa: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, dan (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Dari bunyi pasal tersebut bahwa sistem remunerasi bertujuan agar kompensasi yang diberikan kepada karywan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan, dimana ketiga hal tersebut bisa kita lihat dari seorang pegawai apabila pegawai tersebut sudah bisa memberikan sumbangsih kepada institusi. Tetapi pemberian kompensasi di Indonesia diharapkan sejalan dengan tujuan pemberian kompensasi seperti yang diutarakan oleh Ivancevich yaitu penghargaan yang harus adil bagi keduabelah pihak baik perusahaan baik pegawai.
4.3.3. Analisis Pemberian kompensasi atas employee invention menurut reward theory dan social planning Theory
Berdasarkan penjelasan diatas pemberian kompensasi atas employee invention di Indonesia menganut sitem remunerasi, kompensasi atas temuan yang diterima oleh Inventor ASN merupakan hasil dari komersialisasi invensi tersebut. Fakta tersebut membuat suatu keadaan dimana Inventor ASN bisa mendapatkan ganti rugi atas jirih payanhnya apabila temuan yang inventor ciptakan bisa berguna bagi masyarakat yang diwakili oleh pasar.
Bila kita melakukan analisis tentang kebijakan remunerasi pada pemberian kompensasi terhadap employee invention. Kebijakan ini bisa kita analisis dengan 2 teori yaitu pertama dengan teori reward dan social planning theory. Dimana pada teori reward yang menekankan pada penghargaan yang harus diterima oleh seorang inventor, sedangkan social planning theory lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan penemuan dan  kepentingan konsumen (masyarakat).
Kebijakan remunerasi apabila kita lihat dari teori reward, maka pemberian kompensasi secara remunerasi kuranglah mengakomodir kepentingan inventor. Pada teori reward yang menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha upaya tersebut.​[184]​ Bunyi pengertian tersebut bisa diartikan bahwa suatu penghargaan kepada penemu sudah dimulai saat penemuan tersebut akan mendapatkan perlindungan. Sehingga apabila kita hubungkan dengan sitem remunerasi yang akan memberikan pengharagaan terhadap inventor setelah invensi tersebut mendatangkan manfaat ekonomi maka hal tersebut tidak sejalan dengan teori reward.
Pengharagaan terhadap seorang inventor yang sesuai dengan teori reward  yaitu adanya pemisahan bentuk penghargaan kepada inventor. Maksud dari pemisahaan penghargaan yaitu terdapatnya 2 (dua) bentuk penghargaan kepada inventor, yaitu hadiah (reward) dan imbalan (remunertion). Hadiah (reward) yaitu penghargaan pada saat seorang inventor tersebut berhasil mendapatkan perlindungan atas invensinya berupa hak paten. Penghargaan berupa kompensasi ini ditujukan terhadap kontribusi inventor membuat penemuan dalam paten. Setelah penemuan tersebut mampu membawa manfaat ekonomi terhadap instansi dan pihak ketiga, maka inventor berhak mendapat kompensasi lagi yang berasal dari hasil lisensi yang disebut dengan imbalan (remuneration). Sehingga dalam teori reward pemberian kompensasi kepada inventor di wujudkan dalam 2 (dua) bentuk reward dan remuneration.
Negara dengan sistem pemberian kompensasi berdasarkan teori reward ini dijalankan oleh Negara China. Pada Pasal 16 undang-undang Paten Cina yang mendefinisikan reward dan remuneration, yaitu reward adalah penghargaan yang diberikan kepada penemu ketika penemuan atau desain mendapat perlindungan hak paten. Remuneration adalah untuk mengakui penemuan atau desain dari inventor membawa manfaat ekonomi kepada pemberi pekerja dan inventor.​[185]​
Kedua penghargaan tersebut terpisah dan tidak dapat saling menggantikan. Reward dan remuneration harus dibayar secara tersendiri dan khusus, tidak boleh dicampur dengan pembayaran lainnya. Jika hal tersebut tidak dipatuhi oleh pemberi pekerja maka walaupun salah satu  antara reward atau remuneration sudah dipenuhi maka tetap dianggap tidak melakukan kewajiban pembayaran.
Reward dan remuneration bukan termasuk dari gaji inventor, dan pemberi pekerja tidaklah bisa menolak untuk membayar reward dan remuneration dengan alasan bahwa menciptakan invensi merupakan kewajiban dari seorang pekerja. Tata cara dan besaran pemberian reward dan remuneration memiliki perbedaan yaitu antara lain :
Tabel 7
	Jumlah yang harus di bayar
Penghargaan	Cara	Waktu Membayar	Jangka waktu pembayaran	Penemuan Paten	Kemanfaatan dari Paten	Desain Paten
Award	Dalam bentuk uang	Tiga bulan setelah pengumuman hak paten	Hanya sekali	500 $  atau Rmb 3000	Rmb 1000	Rmb 1000
Remuneration	Dalam bentuk uang	Setelah paten dikomersialkan	Selama durasi valid paten	2% dari Laba perusahaan dan 10% dari royalti lisensi	2% dari Laba perusahaan;dan10% dari royalti lisensi	0,2% dari Laba perusahaan; dan 10% dari royalti lisensi
Menurut pengaturan pada Pasal 76-78 dari pengaturan pelaksana, ada tiga cara untuk menentukan reward dan remuneration antara lain : 
a. Perjanjian atau kontrak; 
b. Kebijakan Perusahaan 
 c. ketentuan undang-undang.
 Untuk mencegah perselisihan dan untuk menghindari pengungkapan data keuangan perusahaaan, kontra dibuat padasaat inventor akan melakukan penelitian. Itulah yang harus dilakukan oleh Indonesia apabila menganut sistem kompensasi berdasarkan teori reward. 
Setelah kita melakukan analisis terhadap kebijakan remunerasi kompensasi di Indonesia dengan teori reward, sekarang kita akan melakukan analisis kebijakan remunerasi kompensasi dengan social planning theory milik Thomas Jafferson dan William Fisher. Pada social planning theory  yang menekankan memberi keseimbangan perlindungan antara kepentingan pencipta atau penemu dengan konsumen (masyarakat) yang menggunakan karya cipta tersebut. Kebijakan pemberian kompensasi secara remunerasi sudah mencoba untuk mewujudkan keseimbangan tersebut.
Tujuan social planning theory dianggap bisa terwujud melalui kebijaksanaan remunerasi dikarenakan, pada kebijakan remunerasi memberikan suatu persyaratan kepada seorang inventor, agar bisa menikmati haknya dalam menikmati hasil ekonomi dari invensi yang ditemukan, diharuskan invensi tersebut merupaka invensi yang memiliki tepat guna atau bisa di perjualbelikan kepada masyarakat melalui perjanjian lisensi dengan perusahaan atau industri (pihak ke3).
Persyaratan tersebut membuat seorang inventor harus lebih berpikir dalam membuat konsep suatu teknologi baru yang bukan merupakan perwujudan dari suatu pemikiran secara teoritis, tetapi juga merupakan teknologi yang tanggap kebutuhan masyarakat. Hubungan kebutuhan masyrakat dengan perusahaan yaitu perusahaan merupakan salah satu penyedia kebutuhan pasar, suatu pasar selalu menjual segala hal yang dibutuhkan masyarakat, jadi apabila suatu perusahaan akan meminati suatu teknologi baru dari inventor, maka teknologi baru tersebutlah yang sedang dibuthkan oleh pasar yang tidak lain konsumennya adalah masyarakat.
Kenyataan walaupun social planning theory diamalkan sangat baik dengan kebijakan remunerasi, hal tersebut tidak berjalan dengan baik pada praktek lapangannya, dikarenakan pemberian kompensasi secara remunerasi belumlah berjalan secara optimal. Keadaan tersebut disebabkan kurangnya inventor yang tanggap terhadap kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. 
Hal tersebut membuat para inventor banyak membuat teknologi baru yang belumlah diminati oleh pasar sehingga tidak akan mendapat perhatian industri dan gagal komersialisasi. Fakta tersebut bisa dibuat kesimpulan bahwa penemuan teknologi belum bisa mencungkupi kepentingan masyarakat, sehingga belum terwujudnya keseimbangan antara kepentingan penemu dan masyarakat.
4.4. Praktek Pemberian Kompensasi pada Berbagai Negara
Sistem kompensasi dalam bentuk remunerasi tidaklah di hanya digunakan pada Indonesia tetapi banyak negara Eropa juga menggunakan sistem kompensasi remunerasi antara lain:
1.	Denmark
Pengaturan mengenai employee invention di Denmark tersurat pada peraturan tersendiri.​[186]​Dalam prakteknya terdapat beberapa kasus dimana nilai invention lebih tinggi dari pada pemberian kompensasi terhadap pekerja.Walau begitu kasus mengenai pemberian kompensasi jarang terjadi. Penyelesaian sengketa mengenai pemberian remunerasi di Denmark di selesaikan pada Pengadilan Negeri setempat dan Pengadilan Tinggi.
2.	Filandia
Filandia juga terdapat pengaturan khusus mengenai employee invention.​[187]​ Hak yang didapatkan karywan tidaklah ditulis pada perjanjian kerja, melainkan ditentukan oleh pertimbangan pemberi pekerja. Di Filandia tidak banyak kasus yang terjadi, tetapi bila terjadi sengketa dibuka penyelesaian abritase dan pengadilan.
3.	Swedia
Pada swedia juga memiliki pengaturan khusus mengenai employee invention, bahkan lebih lama daripada pengeturan di Jerman.​[188]​ Pada penentuan besaran kompensasi ditentukan oleh masing-masing pihak. Bila terjadi sengketa akan diselesaikan secara abritase dan mediasi.
4.	Austria
Pengaturan mengenai employee invention di Autria di atur dalam undang-undang paten Autria.​[189]​ Perhitungan pemberian kompensasi di tentukan oleh pemberi pekerja. Dalam praktek employee invention di Autria saat ini, mirip dengan praktek employee invention di Jerman pada tahun 2009. Walaupun besaran kompensasi ditentukan oleh pemberi pekerja tetap tertuang pada perjanjian tersendiri, yang berisikan peralihan hak-hak atas invensi. Bila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan.
5.	Italia
Sistem pengaturan di Italia serupa dengan pengaturan di Perancis yaitu mengenai employee invention diatur pada undang-undang paten.​[190]​ Pada pengaturan employee invention di Italia terdapat tiga jenis persyaratan remunerasi :
1.	Besaran yang dibayarkan kepada inventor sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada pejanjian kerja, tanpa adanya pemberian bonus diluar perjanjian
2.	Besaran yang dibayarkan disesuaikan dengan harga invesi pada pasaran sehingga besaran kompensasi yaitu dari royalti dan bonus yang timbul dari tinggi rendahnya harga invensi di pasaran
3.	Besaran yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan dari pemberi pekerja.
Bila terjadi sengketa diselesaikan di pengadilan.
6.	Belanda
Belanda merupakan negara yang memiliki pengaturan mengenai employee invention cukup ketat, walaupun pengaturan mengenai employee invention masih diatur bersama dengan undang-undang paten Belanda.​[191]​ Pada pengaturan employee invention Belanda tidak mengenal mengenai kompensasi bagi inventor, dikarenakan pembayaran terhadap invensi yang di ciptakan oleh inventor sudahlah di bayar melalui gaji sehingga tidak perlu adanya kompensasi. Bila ada sngketa diselesaikan di Pengadilan.
7.	Inggris
Pengaturan employee invention di negara Inggris diatur dalam undang-undang paten.​[192]​ Pada pengaturan terdahulu pemberi pekerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada inventor. Suatu inventor harus menciptakan temuan yang memiliki manfaat besar baru seorang inventor bisa meminta kompensasi. inventor tidak akan berhasil apabila meminta kompensasi melalui jalur pengadilan melainkan harus melalui pembuktian nilai pasar. 
Setelah dilakukan amandemen hukum paten, terdapat penjelasan manfaat besar dari paten, sehingga dari situ membuka kesempatan lebih besar bagi inventor untuk memperjuangkan kompensasi, selain itu sudah merupakan tanggung jawab pemeberi pekerja untuk memberikan kompensasi terhadap hasil temuan inventor tersebut.
Pemaparan mengenai pelaksanaan pemeberian kompensasi di berbagai negara, apabila kita buat perbandingan antara lain: Tabel 8
Negara 	Dasar Pengaturan employee invention	Remunasi	Penyelesaian Konflik	Penentuan besaran kompensasi
Denmark	Hukum Khusus	ya	Pengadilan	Negoisasi keduabelah pihak atau ditentukan oleh perusahaan 
Filandia	Hukum Khusus	ya	Arbitrase atau pengadilan 	Kebijakan perusahaan
Swedia	Hukum Khusus	ya	Mediasi atau arbitrase	Negoisasi keduabelah pihak
Austria	Hukum Paten	ya	Pengadilan	Kebijakan perusahaan
Italia	Hukum Paten	ya	Pengadilan atau arbitrase	Kebijakan perusahaan
Belanda	Hukum Paten	Tidak ada	Pengadilan	Kontrak kerja   (penyertaan gaji)








Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan atas permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Peran pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan perlindungan employee invention dengan melakukan perubahan mengenenai pengaturan employee invention menjadi  dua pasal yaitu Pasal 12 dan Pasal 13 pada Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menjadi payung hukum dalam berlakuknya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Peneriman Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor. Dalam pemberlakukan pengaturan ini, masih terdapatnya kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain: a. Kesulitan penentuan status pemegang hak paten  b. Belum adanya pengaturan mengenai employee invention yang diciptakan oleh kolaborasi inventor. c. belum diaturnya mengenai upaya hukum, apabila terjadi ketidak adilan pemeberian kompensasi pada Inventor ASN
2.	Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian KP dan Kementerian Pertanian dalam proses pengomersialisasi 
a.	Proses komensialisasi Balitbang instansi pemerintah  dengan proses : 1)  Pendaftaran Inovasi kepada Ditjen HKI; 2) Melakukan promosi terhadap hasil inovasi yang telah mendapatkan perlindungan HKI;3) Menyeleksi Calon Mitra yang mengajukan permohonan lisensi;4) Melakukan mediasi tentang perjanjian lisensi;5) Menyusun naskah perjanjian lisensi;6) Mengawal perjanjian lisensi tersebut hingga di tanda tangani masing-masing pihak;7) Melakukan verifikasi terhadap inovasi yang dilisensikan;8) Menerima hasil royalti;9) Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015, Badan Penelitian dan Pengembangan memberikan imbalan kepada Inventor yang inovasinya berhasil komersial
b.	Kendala pelaksanaan komersialisasi di kedua Litbang anatara lain: 1) kinerja beberapa teknologi yang belum konsisten dan belum siap dikembangkan dalam skala industri;2) terbatasnya pasar pada teknologi ; 3) masih bertahannya terhadap metode bekerja yang sudah tidak efisien; 4) pendafataran izin edar bagi hasil invesi, mengalami kesulitan beredar karena perizinan pajak yang cukup memakan waktu. Faktor yang mempengaruhi kendala baik secara internal berupa kesadaran inventor yang kurang peka terhadap perkembangan teknologi dan faktor ekternal berupa kurangnya kerjasama instansi pemerintah dengan pihak industri.
3.	Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Kemeterian Kelautan&Perikanan dan Kementerian Pertanian:
a.	Kementerian Kelautan & Perikanan 
1)	Sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015, pengharagaan kepada inventor hanya berwujud memberikan penghargaan “Adibakti Mina Bahari”. Sesudah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015, pengharagaan kepada inventor berwujud perhargaan secara moral dengan memberikan penghargaan “Adibakti Mina Bahari” dan pemberian royalti terhadap inventor yang inovasinya berhasil komersialisasi.
b.	Kemeterian Pertanian 
1)	Sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015, Kementerian Pertanian tidak memberikan pengharagaan baik secara moral maupun ekonomi kepada inventor mereka. Serta meggunakan dana Penerimaan Negar Bukan Pajak untuk membiayai kegiatan Kemeterian Pertanian. Sesudah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/, pengharagaan kepada inventor berupa pemberian royalti terhadap inventor yang inovasinya berhasil komersialisasi.
B.	   Saran
1.	Dibutuhkannya banyak perbaikan mengenai, Pemertegas status pemegang hak terhadap penemuan  karyawan pada Pasal 13 ayat 1 kepada pemerintah; Dibuat pengaturan mengenai employee Invention yang ditemukan oleh Kolaborasi Riset; Dibuat pasal yang memuat upaya hukum bagi Inventor ASN apabila adanya ketidak sesuaian antara perhitungan dengan kompensasi yang di terima oleh Inventor ASN; Dasar hukum yang di gunakan oleh PerMenKeu Nomor 72/PMK.02/2015 masihlah berdasarkan dengan undang-undang paten yang lama yaitu Undang-undang No14 Tahun 2001, sehingga diperlukannya pembaharuan terhadap PerMenKeu Nomor 72/PMK.02/2015 yang diseduaikan dengan perubahan pngaturan yang ada dalam undang-undang paten yang baru yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 .  
2.	Adanya peran Balitbang dalam memberi pemahaman terhadap inventor bahwa penemuan inventor haruslah sesuatu teknologi yang dibuthkan masyarakat saat ini dan dibutuhkan pasar. 
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*) Dapat berakhir pada pemberiian kekayaan intelektual kepada perusahaan sebagai ganti kepemilikan ekuitas atas perusahaan, ketika target-target yang disepakati dalam kontrak telah dicapai
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